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 ِميِح هرلا ِنَمْح هرلا ِ هاللَّ ِمِْسب 
Alhamdulillahi rabbi al-‘a>lamin, dengan asma-Mu duhai al-‘A<lim, hamba-mu 
senantiasa memuji dan meninggikan kemahabesaran-Mu yang memberikan bagian 
kecil dari setitik air yg menetes di samudra ilmu-Mu. Sujud di hadapan tahta 
kemuliaan-Mu, dengan Maha Rahman dan Maha Rahim-Mu berharap Engkau 
menunjuki jalan kebenaran, membuka mata untuk melihat kebatilan dari sistem yang 
tidak berasal dari syariah-Mu serta berharap dengan pertolongan (nus}rah)-Mu ya 
Allah, tuntunlah kaki hamba kepada tegaknya syariah-Mu. S{alawat serta salam 
kepada kekasih Allah, pembawa risalah yang agung, serta penerang kehidupan 
manusia dari pancaran tegaknya syariah yang dibawa atas manusia. Sosok yang 
menjadi suri taulan terbaik untuk manusia, adalah baginda Rasulullah Muhammad 
saw. semoga hamba mendapatkan syafa’atmu. A<mi>n. 
Realitas ketimpangan pengelolaan urusan masyarakat serta realitas sulit 
bahkan tidak terpenuhinya hajat hidup orang banyak, di tengah kekayaan alam yang 
melimpah ruah, mengalir dari ujung Aceh hingga ujung Papua, dari Sabang sampai 
Merauke. Indonesia yang dijuluki negara zamrud khatulistiwa dan sebagai negara 
Mega Biodiversity, seharusnya menjadi negeri gemah ripah lok jinawi, negara yang 
makmur dengan penduduk yang sejahtera. Namun sebaliknya, Indonesia harus 
menanggung utang yang terus bertambah setiap waktunya. Setiap kali pemerintah 
berbicara tentang tanggungan negara yang terlalu besar, jebolnya APBN             





banyak, seperti air, listrik dan migas yang dianggap membebani APBN negara, maka 
solusi yang pemerintah adopsi adalah menjual saham (privatisasi sektor tersebut) 
serta menaikkan harga (cabut subsidi), padahal beban rakyat juga saat ini tidaklah 
kecil, biaya sekolah yang kian mahal, biaya kesehatan yang melangit. Setiap barang 
yang dibeli terkena pajak bahkan bisa dipastikan apabila sektor Migas saja 
diprivatisasi maka akan berefek pada naiknya harga-harga kebutuhan pokok.  
Kesadaran terhadap realita tersebut, dengan pemikiran yang tertuang dalam 
penelitian ini, ada sebuah kontribusi buat masyarakat untuk menyelami bagaimana 
konsep Islam dalam mengatur pengelolaan dan distribusi kekayaan sumber daya 
alam yang menjadi hajat hidup orang banyak dan yang bernilai strategis, serta 
bagaimana Islam mampu mengelola kekayaan alam tersebut sehingga terpenuhilah 
kebutuhan pokok (basic needs) dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan 
sekunder dan tersier setiap individu dalam sebuah negara. 
Disadari bahwa bisa jadi banyak kalangan menganggap hal tersebut hanya 
sebatas konsep yang sangat sukar untuk diwujudkan, namun dengan keyakinan yang 
kuat insya Allah, bi iz\nillah, kelak konsep ekonomi Islam akan terwujud dalam 
sebuah negara adidaya baru yang di dalamnya masyarakat akan hidup sejahtera. 
Dengan penghormatan, ucapan jazakumulla>hu khairan kas\iran, kepada: 
1. Kedua orang tua H. Mansyur Saehe dan Ibu Hj. Juheria yang tidak mampu 
disebutkan seluruh pengorbanannya oleh kata-kata dan tidak terbalas meskipun 
mengorbankan seluruh harta dan nyawa. Hanya kepada Allah hamba senantiasa 
berdoa semoga Allah membukakan ampunan dan rahmat-Nya. 
2. Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S., 





Mahmud, M.A., Ketua Program Studi Dirasah Islamiyah Pascasarjana UIN 
Alauddin Makassar, Dr. Muljono Damopolii, M.Ag. yang telah menyiapkan 
fasilitas dan kebijakan universitas, untuk meningkatkan potensi akademik. 
3. Seluruh staf Program Pascasarjana dan para dosen yang membimbing, mengatur 
dan menjalankan berbagai kebijakan universitas. 
4. Dr. H. Muslimin H. Kara, M.Ag. dan Dr. Siradjuddin, S.E, M.Si., selaku dosen 
pembimbing selama penelitian tesis ini berlangsung. semoga Allah senantiasa 
memberkahi dan merahmati kehidupan bapak. A<mi>n 
5. Para penguji, Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag, dan Dr. Abdul Wahab, SE, M.Si, yang 
telah menyumbangkan arahan terhadap tesis ini. Semoga Allah membukakan 
pintu rahmat-Nya 
6. Rina Marlina, S.P. sebagai istri yang telah sabar menemani, berbagi, mensupport, 
memotivasi bahkan dengan setia membantu mendidik anak-anak serta memenuhi 
al-hajah al-‘uduwiyah mereka beberapa bulan selama proses penyelesaian tesis 
ini. Demikian pula kepada anak Lu’lu’ Tsabitah Khaeriyah, Sumayyah Nida’ul 
Khaer, Naila Jannatul Ma’wa dan Aisyah Dhiya’ al-Hafidz salam sayang dan doa 
abi selalu menyertai kalian. 
7. Kakak dan adik-adik, Jumiati Mansyur, SE, Nirwana Mansyur, S.Kom, Suryani 
Mansyur, Risnawati Mansyur, Suparman Mansyur, Rusman Mansyur, Hartini 
Mansyur, Muh. Yusuf Mansyur, Hartina Mansyur, Ardi, Lukmansyah Mansyur 
dan Fathurrahman Mansyur. Semoga Allah memberkahi dan menunjukkan jalan 
terbaik untuk kalian.  
8. Takdir, Basruddin, Muslimin, Rosmiati Ramli, Hj. Munawwarah, Rusmin dan 





satu persatu namanya,  yang turut membantu, mendukung dan memotivasi 
peneliti. 
9. Syabab-syabab Hizbut-Tahrir, Rahmat S. Labib (DPP HTI) yang telah 
memberikan tesisnya sebagai rujukan, Syamsuddin Ramadhan (DPP HTI), buku-
buku ekonomi serta 1001 macam file yang diberikan dari makalah dan ebook 
yang ditulis sangat membantu selesainya tesis ini, semoga Allah membalas 
kebaikan tersebut dengan surganya. Tidak lupa Muis Abd. Karim yang telah 
meminjamkan rumah barunya untuk ditempati selama penyelesaian tesis ini, 
Agussalim, Muh. Nur Rahmat, demikian pula tengku opic yang meminjamkan 
motornya, Rofiq, Ahmad Zubair, didi yang membantu mencari info dan Indra 
(fakultas peternakan Unhas) yang tidak bosan membantu meminjamkan buku 
rujukan penelitian di perpustakaan Unhas dengan menggunakan kartu 
mahasiswanya, adik-adik pondokan di sahabat Unhas; Mu’min, Ardilla, Falah dan 
Tim Maktab HTI Sulselbar yang selalu membantu meskipun sangat sibuk ; Rifa’i 
Assingkany, Agus Nasrul Fikri, Mustajab, Andi Muh. Hasrum, serta Auliya 
Yahya, semoga sukses selalu.  
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Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf sebagai berikut:  
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب ba b Be 
ت ta t Te 
ث s\a s\ es (dengan titik di atas) 
ج jim j Je 
ح h}a h} ha (dengan titik di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d De 
ذ z\al z\ zet (dengan titik di atas) 
ر ra r Er 
ز zai z Zet 
س sin s Es 
ش syin sy es dan ye 
ص s}ad s} es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d} de (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik 
غ gain g Ge 
ؼ fa f Ef 
ؽ qaf q Qi 
ؾ kaf k Ka 
ؿ lam l El 
ـ mim m em  





و wau w We 
ػه ha h Ha 
ء hamzah ’ Apostrof 
ي ya y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 




Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 




 ََفـْيـَك : kaifa 











fath}ahَ dan ya 
 
ai a dan i ََْىـ 
 fath}ah dan wau 
 




























Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 







َاـمَََت  : ma>ta 
ىـَمَر : rama> 
 ََلـْيـِق : qi>la 
َُْوـمـَيََُت  : yamu>tu 
D. Ta marbu>t}ah 
Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta marbu>t}ah yang hidup atau 
mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 
ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 








alif atau ya 
 



















a dan garis di atas 
 
i dan garis di atas 
 






َُةـَنـْيِدـَمـَْلاَََُةلــِضَاـفـَْلا  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 
َُةــَمـْكـِحْـَلا  : al-h}ikmah 
E. Syaddah (Tasydi>d) 
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydi>d ( َِّ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
ََانَــّبَر : rabbana> 
ََانــَْيـّجـَن : najjai>na> 
 َقـَحـْـَلا : al-h}aqq 
 َجـَحـْـَلا : al-h}ajj 
ََمِــّعُن : nu‚ima 
 َوُدـَع : ‘aduwwun 
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
(َّىِـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>). 
Contoh: 
 َىـِلـَع : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
 َىِــبَرـَع : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
F. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لاَ  (alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 





ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 
mendatar (-). 
Contoh: 
َّشَلاَُسـَْمـ   : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
َُةَــلَزْــل َّزَلا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
َُةَفـسْلـَفـْـَلا  : al-falsafah 
ََُدلاِـــبـْـَلا  : al-bila>du 
G. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
ََنْوُرـُمَأـت : ta’muru>na 
َُءَْوـّنـْـَلا : al-nau’ 
 َءْيـَش : syai’un 
َْرـُِمأََُت  : umirtu 
H. Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), Sunnah, khusus dan 
umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 






Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 
Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
Al-‘Iba>ra>t bi ‘umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab 
I. Lafz} al-Jala>lah (الله) 
Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
َُنْـيِدََِالل   di>nulla>h َِاِبََِالل  billa>h   
Adapun ta marbu>t }ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
َُهـَْمََْيِفََِةَمـْــحَرََِالل     hum fi> rah}matilla>h 
J. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 
kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 





didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 
catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).  
Contoh: 
Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 
Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 
Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 
Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 
Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 
Al-Gaza>li> 
Al-Munqiz\ min al-D{ala>l 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.  
Contoh: 
Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-
Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 
Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
K. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  
saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 
a.s. = ‘alaihi al-sala>m 





M = Masehi 
SM = Sebelum Masehi 
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
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Tesis ini bertujuan; Pertama, untuk membuktikan bahwa privatisasi sumber 
daya alam akan mengurangi atau menghilangkan peran politik ekonomi negara 
dalam mengelola sumber daya alam. Kedua, untuk mendapatkan pemahaman 
komprehensif bagaimana pandangan Islam terhadap kebijakan privatisasi sumber 
daya alam yang kini dijalankan oleh pemerintah, kemudian mengembangkan teori 
politik ekonomi Islam dalam mengelola sumber daya alam yang menjadi milik 
umum. Ketiga, untuk mengungkap dampak yang ditimbulkan akibat privatisasi 
sumber daya alam di Indonesia. 
Jenis penelitian tesis ini adalah deskriptif analisis yang menggambarkan 
bagaimana fakta kebijakan privatisasi SDA di Indonesia yang lahir dari rahim 
kapitalisme-neoliberalisme, demikian pula gambaran sistem ekonomi Islam dengan 
seperangkat konsepnya yang khas dalam mengatur kepemilikan, pengelolaan serta 
distribusi hasil SDA. Dengan demikan, akan ditarik sebuah hasil bagaimana 
pespektif Islam menghukumi privatisasi SDA yang terjadi di Indonesia. Sumber data 
pada penelitian ini, karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library 
research) maka data diambil dengan mengeksplorasi buku-buku yang memiliki 
kaitan dengan privatisasi baik berdasarkan kapitalisme, sosialisme maupun Islam. 
Disamping survei buku (book survey) penelitian juga diperkuat dengan interview.  
Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa: Privatisasi sumber daya alam 
yang menyangkut aspek hajat hidup orang banyak dan juga yang bernilai strategis, 
seperti air, listrik, migas, udara, laut, hutan, padang gembalaan, batu bara adalah 
haram hukumnya dikuasai dan dimiliki oleh swasta. Sehingga apa yang dilakukan 
pemerintah saat ini dengan menetapkan regulasi penguasaan, pengelolaan, ataupun 
menyerahkan sumber daya alam kepada swasta adalah bertentangan dengan syariah 





seperti yang disebutkan di atas tidak boleh dimiliki oleh individu maupun swasta 
karena seluruh manusia berserikat di dalamnya, membutuhkan sumber daya alam 
tersebut sehingga yang memiliki wewenang untuk mengelolanya baik eksplorasi 
maupun eksploitasi adalah negara dan hasilnya didistribusikan kepada masyarakat 
secara adil dan untuk kemashlahatan masyarakat. Bagi pengelolaan sumber daya 
alam yang tidak membutuhkan eksplorasi dan eksploitasi yang besar dan dana yang 
besar, dimana masyarakat mampu bersama-sama menikmati kekayaannya maka 
mereka secara bersama-sama dapat mengambil manfaatnya, misalnya ikan di lautan, 
maka tidak boleh ada yang menguasainya mereka punya hak yang sama untuk 
mengambil manfaat darinya. 
Penelitian ini diharapkan menjadi masukan sekaligus rekomendasi buat 
pemerintah untuk mengetahui bahwa privatisasi sumber daya alam yang menjadi 
hajat hidup orang banyak secara syar’i (sesuai dengan syariah) dilarang oleh Allah 
swt. serta bagaimana menjalankan peran politik ekonomi negara dalam mengelola 
sumber daya alam sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariah. Diharapkan pula 
bagi pemerintah, akademisi, dan seluruh masyarakat menjadikan sistem ekonomi 







A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negeri yang dianugerahi oleh Allah swt. nikmat yang 
sangat besar dengan kekayaan alam yang melimpah. Sangat wajar, negeri ini 
menjadi  bumi surga bagi para pemilik modal (capital) yang memiliki keinginan 
besar menguasai kekayaan alamnya.  
Banyak negara besar melirik negeri ini. Sebelum diproklamirkan 
kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Belanda telah menjajah ratusan tahun, 
mengeruk serta menguasai kekayaan alam nusantara, demikian pula Jepang dan 
Amerika ikut tarik menarik kepentingan di Indonesia. Setelah 67 tahun kemerdekaan 
RI, sekalipun telah keluar dari imprealisme fisik (penjajahan dengan senjata), namun 
Indonesia sedang berada pada neoimprealisme, yakni penjajahan dengan menguasai 
dan mengeruk  seluruh kekayaan alam negeri ini, seperti ladang-ladang minyak, gas, 
emas dan tambang-tambang strategis lainnya yang ada di Indonesia.  
Daerah yang dijuluki sebagai zamrud khatulistiwa, Indonesia adalah daerah 
pertemuan tiga lempeng besar dunia, yakni Eurasia, Australia dan Pasifik. Hal itu 
berarti, secara geologis 20 juta tahun yang lalu sebagian daratan Indonesia ada di 
AS, Eropa dan Australia. Saat ini, menjadi satu untaian kepulauan di khatulistiwa 
dengan panjang seluruh garis pesisirnya mencapai 81.000 kilometer, 14% dari 
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seluruh pesisir yang ada di dunia, menjadikan Indonesia merupakan negara yang 
memiliki pesisir terpanjang di dunia.
1
 
Luas Indonesia ±1.904.000 km
2
 dan terdiri dari 17.508 pulau, dengan 
memiliki tiga pulau yang termasuk sepuluh terbesar di dunia yakni, Kalimantan yang 
luas  mencapai 746.000 km
2 
menempati pulau terbesar nomor empat di dunia 
sekalipun tidak bisa diklaim sebagai milik Indonesia seluruhnya karena di pulau 
Kalimantan ada Malaysia dan Brunai, Sumatera dengan luas 474.000 km
2
 
merupakan pulau terbesar ke-6 di dunia, dan Irian dengan luas 809.000 km
2
 
menempatkan pulau Irian terbesar ke dua di dunia.
2
 
Indonesia tidak hanya luas, tetapi kadungan perut bumi,  kekayaan lautan dan 
penghuni bumi dari jenis flora dan fauna, sangat luar biasa. Keanekaragaman 
hayatinya terbanyak kedua di dunia.  Hutan yang terbentang di belasan ribu pulau 
mengandung berbagai jenis flora dan fauna, yang kadang tidak dapat dijumpai di 
bagian bumi lainnya dan merupakan salah satu negara Mega Biodiversity (kekayaan 
akan keanekaragaman ekosistem hayati, sumberdaya genetika dan spesies yang 
sangat berlimpah). Tidak kurang dari 47 jenis ekosistem alam yang khas, spesies 
tumbuhan berbunga yang sudah diketahui, sebanyak 11% (sekitar 30.000) jenis 
tumbuhan berbunga di dunia. Menurut data, terdapat 2 juta spesies tumbuhan di 
dunia dan 60%-nya ada di Indonesia.
3
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Meski daratan Indonesia hanya mencakup 1,3% dari seluruh daratan di bumi, 
Indonesia memiliki habitat liar flora dan fauna yang spektakuler dan unik. Indonesia 
juga memiliki keanekaragaman hayati yang mengagumkan: 10% dari spesies 
berbunga yang ada di dunia, 12% dari spesies mamalia dunia, 16% dari seluruh 
spesies reptil dan amphibi, 17% dari seluruh spesies burung, dan 25% dari semua 
spesies ikan yang sudah dikenal manusia.
4
 
 Sebagian besar hutan yang ada di Indonesia adalah hutan hujan tropis. Hutan 
tersebut tidak saja mengandung kekayaan hayati flora yang beraneka ragam, tetapi 
juga termasuk ekosistem terkaya di dunia sehubungan dengan keanekaanhidupnya 
yang liar. Hutan hujan tropis yang terbesar di Asia Pasifik yaitu, diperkirakan 
1,148,400 kilometer persegi. Hutan Indonesia dikenal sebagai hutan yang paling 
kaya akan spesies palm (447 spesies, 225 di antaranya tidak terdapat di bagian dunia 
yang lain), lebih dari 400 spesies dipterocarp (jenis kayu komersial yang paling 
berharga di Asia Tenggara) dan diperkirakan mengandung 25,000 spesies tumbuhan 
berbunga. Indonesia terkaya di dunia untuk mamalia (515 spesies, 36% di antaranya 
endemik), terkaya akan kupu-kupu swalowtail (121 spesies, 44% di antaranya 
endemik), ketiga terkaya di dunia akan reptil (ada lebih dari 600 spesies), ke empat 
terkaya akan burung (1519 spesies, 28% di antaranya endemik) kelima terkaya untuk 
amphibi (270 species) dan ketujuh terkaya untuk tumbuhan berbunga.
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Berdasarkan data sebuah majalah The Economist, menerbitkan sebuah buku 
World in Figures, menuliskan data yang merangking posisi satu lokasi atau satu 
negara dengan lokasi atau negara lainnya. Pada edisi tahun 2007, memaparkan data 









Indonesia menjadi penghasil timah nomor 2 di dunia dengan total hasil 
produksi sebesar 78.000 ton/tahun. Produksi beras dengan 34.250.000 ton/tahun, 
menjadikan Indonesia duduk pada peringkat ke 3 dunia. Demikian juga dengan 
produksi kakao dan karet diperingkat ke 3 dunia dengan masing-masing total 
produksi 430.000 ton/tahun dan 2.051.000 ton/tahun. Tembaga dan nikel di 
peringkat ke 5 dunia, batubara di peringkat ke 7 dunia, dan gas  peringkat ke 8 dunia.  
Berikut tabel rangking Indonesia dalam Komunitas Global
7
 
Komoditas Peringkat Dunia Banyaknya (per Tahun) 
Cereal 6 65.314.000 ton 
Buah-Buahan 8 14.748.000 ton 
Beras 3 34.250.000 ton 
Teh 5      165.000 ton 
Kopi 4      443.000 ton 
Kakao 3      430.000 ton 
Tembaga 5      842.000 ton 
Timah 2        78.000 ton 
Nikel 5        96.000 ton 
Emas 7             164 ton 
Karet 3   2.051.000 ton 
Gas 8 73,3 miliar meter kubik 
Batu Bara 7 81,4 juta ton oil equivalent 
Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Hijr/15:19. 
ََضْرلأاَوَاَىَانْدَدَمَاَن ْ يَقْلَأَوَاَهيِفَََيِساَوَرَاَن ْ تَب ْنَأَوَاَهيِفََْنِمَ َلُكَ َءْيَشَ َنوُزْوَمََ
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Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-
gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.
8
 
Demikian kekayaan luar biasa yang diberikan Allah swt. kepada bumi pertiwi 
ini. Selayaknya menjadikan negeri ini gemah ripah lok jinawi. Negara yang makmur 
dengan penduduk yang sejahtera dan terpenuhi seluruh kebutuhan hidup masyarakat 
Indonesia. Namun faktanya Indonesia justru menambah utang negara hingga 
mencapai Rp. 1.937 triliun. Apabila utang tersebut harus ditanggung oleh setiap 
individu masyarakat dengan dibagi secara merata, maka setiap individu di Indonesia 
akan menanggung utang sebesar Rp. 8.000.000,-, berdasarkan data BPS tahun 2010 
dengan jumlah penduduk Indonesia sebesar 237.440.363 orang.
9
 
Besarnya sumber daya alam tidak mampu mengeluarkan Indonesia dari 
keterpurukan ekonomi. Rendahnya daya beli masyarakat akibat kesenjangan antara 
tidak berimbangnya pendapatan  dengan tingginya harga barang mewarnai 
kehidupan rakyat Indonesia. Belum lagi rakyat harus menanggung semua biaya 
produksi dan besarnya beban tambahan dari sarana kebutuhan primer seperti: air, 
listrik dan migas yang seharusnya mereka dapatkan secara murah kalau tidak gratis. 
Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam, seharusnya memiliki 
industri besar yang dapat menampung tenaga kerja yang besar, tetapi sebaliknya 
justru hidup terpuruk dengan angka pengangguran masyarakat yang tinggi. 
Demikian pula, kekayaan alam tersebut tidak mampu menghasilkan rupiah secara 
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maksimal guna membiayai pendidikan, kesehatan, keamanan, transportasi umum 
seperti kereta api dan sarana umum lainnya. Sebaliknya harus berutang terus 
menerus kepada IMF untuk membiayai sebagian APBN dan sebagian besarnya lagi 
biaya belanja negara dibebankan kepada masyarakat melalui pajak yang tinggi 
diberbagai sektor. 
 World Bank pernah membuat laporan khusus yang berjudul ‚Mining in 
Developing Countries: Treasure or Trouble‛ ditemukan negara kaya dan miskin yang 
dirangking sesuai dengan national income per capita, setengah dari 25 negara 
terkaya (the world most prosperous nations) adalah mereka yang tak punya 
kekayaan alam yang luar biasa, yang kekayaan alamnya tidak berlimpah (natural 
resource-poor). Di antara negara tersebut adalah Jepang, Switzerland, Irlandia, 
hongkong (tidak digabung ke China) dan Singapura. Sebaliknya, kebanyakan negara 
di kawasan Afrika, Amerika Latin, serta Asia termasuk di dalamnya Indonesia 
adalah negara miskin yang memiliki kekayaan sumber daya alam (natural resource-
rich).10 
Ketua umum Himpunan Nelayan Indonesia (HNSI), Yusuf Sholichien 
mengungkapkan bahwa sektor kelautan dan perikanan mampu memberikan 
sumbangan terhadap anggaran negara sebesar Rp. 750 triliun. Syaratnya, 
pengelolaan yang maksimal dan perhatian yang memadai dari pemerintah. Ini berarti 
bahwa pada satu sub sektor saja dapat meraup rupiah yang dapat digunakan untuk 
berbagai hal termasuk pendidikan gratis serta kesehatan gratis.
11
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Buruknya tingkat kesejahteraan hidup masyarakat serta hutang negara yang 
sangat tinggi merupakan salah satu akibat dari lemahnya kebijakan politik ekonomi 
terhadap pengelolaan sumber-sumber kekayaan alam serta lahirnya regulasi 
privatisasi BUMN, lebih khusus kebijakan privatisasi sektor publik dan strategis. 
Privatisasi tersebut memberikan legalitas pada penguasaan kepemilikan sumber daya 
alam oleh para pemilik modal (capital), baik pemilik modal dalam negeri maupun 
luar negeri. Hal itu juga akan berdampak pada buruknya pola distribusi kekayaan 
yang menjadi hajat hidup masyarakat. Sebagian besar hasil kekayaan hanya 
dinikmati oleh orang-orang kaya saja, sedangkan Allah swt. melarang tindakan 
peredaran harta hanya kepada orang-orang kaya saja, sebagaimana firman Allah swt. 
dalam Q.S. al-Hasyr/59:7. 
اَمَََءَافَأََُوَّللاَىَلَعََِوِلوُسَرََْنِمََِلْىَأَىَرُقْلاََِوَّلِلَفََِلوُسَّرلِلَوَيِذِلَوَىَبْرُقْلاَىَماَتَيْلاَوََِنيِكاَسَمْلاَوََِنْباَوَ
َِليِبَّسلاََْيَكَلاَََنوُكَيًََةَلوُدَََنْي َبََِءاَيِنْغلأاََْمُكْنِمَاَمَوََُمُكَاتآََُلوُسَّرلاََُهوُذُخَفَاَمَوََْمُكاَه َنََُوْنَعَاوُه َت ْنَافَ
اوُقَّ تاَوَََوَّللاَََّنِإَََوَّللاََُديِدَشََِباَقِعْلاَ
Terjemahnya: 
Apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari 
harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, 
untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-
orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-
orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka 
terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan 
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.
12
 
Kalimat kai la> yaku>na du>latan baina al-agniya>’i minkum (supaya harta itu 
jangan beredar di antara orang-orang kaya saja), menurut An-Nabhani (1990 M) 
adalah harta apapun yang menjadi milik kaum muslimin (masyarakat) tidak boleh 
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beredar di antara orang-orang kaya saja sehingga dapat berakibat pada rusaknya 
keseimbangan ekonomi.
13
    
Arah kebijakan pemerintah pada pengelolaan sektor-sektor publik strategis 
seperti, pengelolaan migas, batubara, air, listrik, industri pertambangan dan lain-lain, 
cenderung mengarah pada ideologi neoliberalisme. Contoh regulasi yang membuka 
lebar pintu privatisasi seluruh sektor kekayaan alam adalah UU RI Nomor 22 Tahun 
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 
Usaha Milik Negara, UU RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan 
kebijakan terbaru yang saat ini sedang dikritisi oleh organisasi buruh PLN seperti 
KSN adalah UU RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. 
UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pada pasal 9 
yang berbunyi ‚Kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh: Badan Usaha Milik 
Negara; Badan Usaha Milik Daerah; Koperasi; Usaha Kecil; Badan Usaha Swasta‛. 
Demikian pula, pada Pasal 10, ayat 1 Berbunyi ‚Badan Usaha atau Bentuk Usaha 
Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu dilarang melakukan Kegiatan Usaha 
Hilir.‛ Ayat 2 yang berbunyi, ‚Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir 
tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu.‛ Pada pasal 9 UU RI No. 22 Tahun 
2001, telah jelas mendudukkan pertamina sebagai BUMN sejajar dan saling 
berkompetisi dengan perusahaan migas lainnya, termasuk perusahaan milik swasta. 
Regulasi Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam UU RI Nomor 22 Tahun 
2001 secara faktual melegalisasi penjualan ladang-ladang besar  migas di Indonesia 
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misalnya, ladang minyak di Blok Cepu yang menduduki peringkat kedua terbesar di 
dunia, begitu pula di Blok Natuna dan lain-lain kemudian diprivatisasi. 
Pengelolaannya diserahkan pada pengusaha asing sedangkan masyarakat tidak bisa 
menikmati hasil dari perut bumi pertiwi tersebut kecuali hanya sebatas pajak yang 
diambil oleh negara, kalaupun ada yang bukan pajak itu hanya saham kecil 
pemerintah terhadap pengelolaan suatu pertambangan. 
Kasus di awal tahun 2012, Indonesia digoncangkan dengan demonstrasi besar 
oleh pelbagai elemen masyarakat dari mahasiswa, LSM-LSM, kelompok buruh, 
ormas dan orpol serta parpol oposisi yang menolak rencana pemerintah menaikkan 
harga BBM tgl. 1 April 2012. Harga BBM yang semula Rp. 4500,- akan dinaikkan 
menjadi Rp. 6000,-. Ada beberapa  alasan yang dikemukakan oleh pemerintah 
sebagai argumentasi akan menaikkan harga BBM antara lain, beratnya beban subsidi 
yang ditanggung oleh pemerintah, diasumsikan akan membuat defisit APBN. Alasan 
lain pemerintah adalah menyehatkan dan menyelamatkan perekonomian Indonesia. 
Alasan yang lebih mengacu pada konsep neoliberal adalah efisiensi dan kompetisi 
yang akan menggerakkan roda perekonomian. Dengan asumsi, jika harga BBM 
mengikuti harga pasar dunia maka akan mengundang masuknya investasi dari negara 
luar secara besar-besaran pada sektor hilir migas. 
Contoh lain adalah kebijakan sumber daya air yang diatur dalam UU RI 
Nomor 7 Tahun 2004, mengubah fungsi air dari fungsi sosial dan politik
14
 menjadi 
fungsi ekonomi serta hilangnya tanggung jawab negara, karena memberikan 
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kesempatan masuknya investor pada sektor ini. Hal yang terjadi kemudian adalah 
privatisasi sektor penyediaan air minum dan penguasaan sumber-sumber air (baik air 
tanah, air permukaan maupun air sungai) secara komersial oleh badan usaha dan 
individu, akibatnya masyarakatlah yang menjadi korban.
15
 
‚Listrik: Habis Terang, Terbitlah Gelap‛ judul sebuah catatan dalam buku 
Wawan Tunggul Alam dalam menanggapi UU RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang 
Ketenagalistrikan yang mengkritisi kebijakan pemerintah menjual aset strategis 
negara kepada swasta terutama swasta asing.
16
  
Wawan Tunggul Alam (2011) mengungkapkan data dari beberapa lokasi 
tenaga listrik milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang khusus mensuplai 
kebutuhan listrik Jawa-Bali, pada tahun 2008 hanya berkapasitas 14.190 megawatt 
(MW). Sementara kebutuhan puncak mencapai 14.600 megawatt. Apabila terjadi 
peningkatan permintaan setiap tahun 10 persen, maka saat ini PLN tidak akan 
mampu melayani permintaan tersebut. Akibatnya, pemadaman bergilir dilakukan 
untuk menjatah suplai aliran listrik secara bergiliran.
17
 
Fakta timbulnya persoalan pengelolaan kelistrikan pada tahun 1992, ketika 
swasta mulai diperkenankan turut serta dalam bisnis penyediaan listrik. Alasan 
pemerintah adalah untuk mengantisipasi kekurangan pasokan listrik bagi 
masyarakat, maka dikeluarkanlah Kepres RI No. 37 Tahun 1992. PLN bekerjasama 
dengan swasta melalui power purchase agreement (PPA) yang mengharuskan PLN 
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membeli 100 persen listrik yang dijual swasta. PLN memiliki kewajiban menampung 
semua listrik yang dibuat oleh swasta, meskipun harga jual listrik swasta lebih 
mahal dari yang dijual PLN. 
PT Cikarang Listrindo yang dimiliki oleh Sudwikatmono memperoleh hak 
monopoli mensuplai listrik untuk kawasan industri Jababeka, Karawang, Jawa Barat 
selama sepuluh tahun (1992-2002). Liem Sioe Liong membangun pembangkit listrik 
tenaga gas (PLTG) berkapasitas 250 megawatt yang dipasarkan ke kawasan industri 
Bukit Indah City, di Cikampek, Jawa Barat. Pemilik modal (capital) yang berbisnis 
pada industri listrik ini ada 27 kontraktor yang kebanyakan pengusahan yang dekat 
dengan penguasa Orde Baru saat itu. Seperti, Bob Hassan, Sigit Soeharto, 
Sukamdani Sahid Gitosardjono, Hasyim Djojohadikusumo, Bambang Triatmodjo 
dan Mbak Tutut. Proyek Paiton I digarap oleh Hasyim Djojohadikusumo dengan 
total investasi Rp. 2,3 triliun, Bambang Triatmodjo menggarap Paiton II dengan 
kapasitas 1.220 megawatt yang menelan biaya Rp. 3,5 triliun.
18
  
Suplai listrik swasta sebagaimana power purchase agreement (PPA) 
mewajibkan PLN membeli listrik tersebut meskipun dengan harga tinggi. Fakta 
harga listrik PLTG Sengkang yang dimiliki oleh Mbak Tutut yang dibeli oleh PLN 
seharga 6,55 sen dolar AS per kWh (kilo Watt hour) atau sekitar Rp. 339,- dengan 
kurs Rp. 6000,- waktu itu. Sementara harga jual PLN ke masyarakat Rp. 170 per 
kWh, maka PLN harus mensubsidi Rp. 170,- per kWh. Demikian pula harga jual 
PLTU Paiton kepada PLN bahkan lebih besar dari PLTG sengkang yakni sebesar 
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8,59 sen dolar AS. Kewajiban negara menanggung pembelian listrik-listrik swasta 
tersebut bernilai 133,5 milyar dolar AS.
19
  
Di samping subsidi yang sangat besar ditanggung negara untuk membeli 
listrik swasta, Indonesia juga mengalami kerugian akibat korupsi dan mark up yang 
ditemukan oleh hasil tim pengkajian ulang berbagai proyek listrik di tanah air yang 
dibentuk berdasarkan Keppres RI No. 133 Tahun 2000.
20
  
Kepres RI No. 37 Tahun 1992 terganti dengan lahirnya UU RI Nomor 30 
Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yang semakin mengokohkan terbukanya pintu 
bagi swasta untuk ikut berkompetisi dan menguasai sektor ketenagalistrikan. 
Perusahaan-perusahaan milik negara akan ikut berkompetisi dan bersaing dengan 
swasta dalam penyediaan hasil kekayaan alam, terkhusus kekayaan alam strategis 
yang menjadi hajat hidup orang banyak. 
 Kebijakan privatisasi yang telah terbentuk dan sebagian besar kebijakan 
telah dijalankan lebih dari sepuluh tahun, seperti UU RI Nomor 22 Tahun 2001 
tentang Minyak dan Gas Bumi, dimana telah terbentuk persaingan perusahaan dan 
industri yang berkompetisi mengelola ladang minyak dan menciptakan efisiensi 
untuk bisa berproduksi maksimal, dengan harapan tercipta distribusi barang dan jasa 
ke masyarakat dengan harga yang bersaing atau murah dan lapangan kerja semakin 
besar terbuka untuk mengatasi persoalan migas. Realitas tersebut ‚jauh panggang 
dari api‛, justru yang terjadi tingkat pengangguran semakin tinggi, ekenomi tidak 
stabil, harga semakin meningkat, bahkan pemerintah merasa berat untuk mensubsidi 
                                                          
19Ibid, h. 137. 
20Ibid, h. 134.  
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400 ribu barel perhari yang diimpor untuk menanggulangi kekurangan pasokan 
minyak. 
Berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan, sangat menarik untuk 
melakukan pengkajian pandangan Islam tentang kebijakan privatisasi sumber daya 
alam dan bagaimana Islam mengatur pengelolaan sumber daya alam dari eksplorasi, 
eksploitasi dan distribusi kekayaan tersebut. 
 Ada beberapa persoalan strategis yang menarik untuk dikaji dalam 
penelitian tentang privatisasi SDA, antara lain: 
1. Tidak maksimalnya pemerintah dalam mengelola kekayaan alam sebagai sumber 
utama perekonomian negara. 
2. Privatisasi memperkecil peran negara dalam mengelola sumber daya alam serta 
mendistribusikan kekayaan tersebut kepada masyarakat. 
3. Dampak yang ditimbulkan oleh privatisasi yang mengakibatkan negara 
kehilangan sumber-sumber pendapatan. 
4. Beban yang harus ditanggung oleh masyarakat akibat privatisasi, terutama 
privatisasi sektor-sektor publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti, 
mahalnya harga BBM, gas, listrik, air dan kebutuhan hajat hidup orang banyak 
lainnya. 
5. Terjadinya kelangkaan barang sebagai akibat dari hasil eksploitasi yang dilakukan 
asing di Indonesia yang akan mengekspor semua bahan mentah ke negara asing, 




6. Kekuasaan penuh Asing terhadap kekayaan alam yang mereka telah beli, 
menghilangkan wewenang pemerintah dalam menentukan kebijakan eksploitasi 
dan eksplorasi. 
7. Kelemahan kebijakan pemerintah dalam mendistribusikan secara adil kekayaan 
alam kepada masyarakat. 
8. Perspektif Islam terhadap kebijakan privatisasi BUMN terkhusus sumber daya 
alam. 
9. Peran strategis negara dalam mengelola dan mendistribusikan sumber daya alam 
dalam perspektif Islam 
Dengan melihat persolan tersebut, penelitian ini dibatasi dengan membahas 
antara lain: Pertama, berkaitan dengan fakta kebijakan privatisasi yang mengambil 
alih peran strategis dan politik negara dalam melakukan pengelolaan sumber daya 
alam di Indonesia. Kedua, privatisasi sumber daya alam dalam perspektif Islam, 
serta peran strategis dan politik pemerintah dalam mengelola sumber daya alam 
tersebut serta pendistribusian kekayaan kepada masyarakat (tauzi>’ al-amwa>l baina 
al-na>s)  dalam pandangan Islam. Ketiga, dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan 
privatisasi sumber daya alam di Indonesia. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan gambaran yang dipaparkan dalam latar belakang, maka masalah 
pokok dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan menjadi fokus bahasan. 
1. Bagaimana kebijakan privatisasi akan mengurangi atau menghilangkan peran 
strategis negara dalam mengelola sumber daya alam? 
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap kebijakan privatisasi sumber daya alam? 
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3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat kebijakan privatisasi sumber daya 
alam di Indonesia? 
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
1. Definisi Operasional 
Guna menghindari kekeliruan atau bias pada persepsi maupun interpretasi 
pembaca dalam memahami judul penelitian ini, maka berikut ini dijelaskan beberapa 
definisi operasional, variabel-variabel judul penelitian yang kami bahas. 
Kebijakan Privatisasi Sumber Daya Alam dalam Perpektif Islam 
Secara umum privatisasi diartikan sebagai suatu proses atau perbuatan 
menjadi milik perorangan dari milik negara.
21
 Privatisasi merupakan kebijakan 
publik yang mengarahkan bahwa tidak ada alternatif lain selain pasar yang dapat 
mengendalikan ekonomi secara efisien, serta menyadari bahwa sebagian besar 
kegiatan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan selama ini seharusnya 
diserahkan kepada swasta.
22
 Sedangkan yang dimaksud sumber daya alam adalah 
segala sumber daya hayati dan non-hayati yang dimanfaatkan untuk umat manusia 
sebagai sumber pangan, bahan baku, dan energi. Dengan kata lain, sumber daya alam 




                                                          
21
Aminuddin Ilmar, Privatisasi BUMN di Indonesia (Cet. 1; Makassar: Hasanuddin 
University Press, 2004), h. 18.  
22
Indra Bastian, Privatisasi di Indonesia: Teori dan Implementasi (Cet 1; Jakarta: Salemba 
Empat, 2002), h. 18. 
23
Ahmad Fauzi, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan  (Cet. 3; Jakarta: PT. 
Gramedia Pustaka Utama, 2010),  h. 4. 
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Kebijakan privatisasi sumber daya alam dalam perspektif Islam berarti kajian 
pandangan Islam mengenai kebijakan privatisasi sumber daya alam yakni kebijakan 
yang menyerahkan kepemilikan atau memberikan wewenang penuh kepada pemilik 
modal (capital) baik individu maupun persero untuk melakukan eksplorasi dan 
eksploitasi sumber daya alam.  
2. Ruang Lingkup Penelitian 
Moleong (1991) menjelaskan dua manfaat yang dapat kita peroleh bila dalam 
merumuskan masalah mempersempit ruang lingkup, dalam penelitian kualitatif 
sering disebut fokus, yakni: (1) penetapan fokus dapat membatasi studi, dan (2) 
penetapan fokus berguna untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi (memasukkan-
mengeluarkan) suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan. Dengan bimbingan 
dan arahan suatu fokus, seorang peneliti tahu persis data yang perlu dikumpulkan 
dan data yang harus disisihkan.
24
  
Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi guna mengarahkan fokus kajian 
agar tidak melebar dan terjadi deviasi. Objek penelitian difokuskan pada kajian: 
a. Privatisasi telah marak diseluruh dunia. Menurut catatan World Bank, sejak tahun 
1980 lebih dari 6.800 BUMN yang melingkupi semua jenis barang dan jasa yang 
telah diprivatisasi di seluruh dunia dan lebih dari 2.000 di antaranya di negara 
berkembang. Untuk menghindari luasnya pembahasan, maka kami membatasi 
pembahasan kebijakan privatisasi sumber daya alam dan hanya pada wilayah 
Indonesia. 
                                                          
24
Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 62; 
dikutip dalam Bagong Suyanto dan Sutinah, ed., Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif 
Pendekatan, edisi revisi (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2011), h. 22.   
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b. Kebijakan privatisasi menghilangkan peran negara dalam melakukan eksplorasi 
dan eksploitasi sumber daya alam berdasarkan teori Adam Smith yang dikenal 
laissez faire, laissez passer. 
c. Pandangan Islam terhadap privatisasi sumber daya alam. 
d. Dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan privatisasi sumber daya alam di 
Indonesia  
D. Kajian Pustaka 
Sebagaimana apa yang dimaksudkan dari keberadaan kajian pustaka adalah 
dalam rangka mendemonstrasikan hasil bacaan yang ekstensif dan eksploratif 
terhadap literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok masalah yang diteliti, 
baik berkaitan dengan mempertajam pemahaman, memperluas wawasan, maupun 
kemungkinan adanya signifikansi antara apa yang diteliti saat ini dengan apa yang 
diteliti oleh peneliti lain. Dalam hal ini peneliti akan memaparkan beberapa hal 
berkaitan dengan kajian kepustakaan tersebut. 
Sejak kemunculan ekonomi kanan baru (kapitalisme-neoliberal), kajian 
tentang konsep-konsep privatisasi sudah banyak. Privatisasi semakin marak 
dilakukan oleh negara-negara maju dan negara berkembang ketika IMF dan Bank 
Dunia (World Bank) mengadopsi privatisasi sebagai bagian dari paket program 
penyesuaian struktural (structural adjustment programs) dan menjadi trend global. 
Buku-buku maupun tulisan yang menyangkut pembahasan tersebut tersebar di 
seluruh dunia termasuk di Indonesia, baik yang pro dengan privatisasi maupun yang 
kontra, baik ditinjau dari aspek ekonomi, manajemen, politik maupun aspek hukum.  
Buku-buku itu adalah ‚Privatization In Developing World‛ yang ditulis oleh 
L. Gray Cowan di New York, tahun 1990, ‚Privatization: Principles and Practice‛ 
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tahun 1995, Whasington D.C., USA, oleh David J. Donaldson, di Indonesia Indra 
Bastian dari kalangan yang pro privatisasi menulis beberapa buku yang khusus 
membahas privatisasi di antara karyanya ‚Privatisasi di Indonesia: Teori dan 
Implementasi‛ yang diterbitkan oleh Penerbit Salemba Empat,  tahun 2002. ‚Model 
Pengelolaan Privatisasi‛, yang ditulis tahun 2000. Dr. Riant Nugroho Dwidjowijoto 
dan Randy R. Wrihatnolo menulis buku yang diberi judul Manajemen Privatisasi 
BUMN, tahun 2008. 
Dari aspek hukum, Aminuddin Ilmar menulis buku yang merupakan hasil 
disertasi yang berjudul ‚Privatisasi BUMN di Indonesia‛, yang diterbitkan oleh 
Hasanuddin University Press, tahun 2004.  
Sementara buku-buku atau tulisan yang kontra dengan privatisasi, baik buku-
buku yang mengkritisi secara khusus privatisasi dan kebijakan privatisasi maupun 
buku-buku yang membahas secara umum teori-teori kapitalisme termasuk di 
dalamnya privatisasi. Mereka  adalah yang setuju dengan sistem ekonomi kerakyatan 
yang sistemnya mirip dengan sosialis. Revrisond Baswir yang menulis ‚Privatisasi 
BUMN: Menggugat Model Ekonomi Liberal‛ dalam buku ‛Neoliberalisme‛ editor I. 
Wibowo dan Francis Wahono, yang diterbitkan oleh Cindelaras Pustaka Rakyat 
Cerdas, tahun 2003. Tim penulis CIReS (Centre for International Relation Studies) 
Universitas Indonesia, Syamsul Hadi, dkk. menulis buku ‚Post Washington 
Consensus dan Politik Privatisasi di Indonesia‛. Mansour Fakih menulis buku yang 
berjudul ‚Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi‛ tahun 2002 yang 
diterbitkan oleh INSIST Press dan Pustaka Pelajar. Mansour Fakih juga menulis 
buku yang berjudul ‚Bebas dari Neoliberalisme‛ tahun 2004, diterbitkan oleh 
INSIST Press. Wisnu HKP Notonagoro menulis sebuah buku yang berjudul 
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‚Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia: IMF, World Bank, WTO‛ yang 
diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Gerakan Kebangsaan Rakyat Semesta, tahun 
2011. 
Privatisasi diyakini bermuara dari teori neoliberalisme, sebuah teori yang 
menggerakkan perubahan ekonomi dunia pada pertengahan tahun 1980-an.
25
 Banyak 
pakar yang menyimpulkan puncak kejayaan dilakukannya privatisasi BUMN di era 
Ronald Reagen menjadi Presiden AS dan Thatcher sebagai Perdana Menteri di 
Inggris. Kedua pemimpin negara besar tersebut saat menjabat banyak menjual 
perusahaan-perusahaan negara kepada swasta. 
Ronald Reagen pada kampanye pemilihan presiden tahun 1980, menjadikan 
Milton Friedman penerima Hadiah Nobel untuk Ilmu Ekonomi tahun 1976, sebagai 
penasehat tidak resmi. Friedman mengadopsi pandangan Adam Smith menentang 
campur tangan pemerintah dengan teori laissez faire, laissez passer, kemudian 
mengembangkan teori tersebut. Melalui pengaruh Friedman tersebut gambar Adam 
Smith ditampilkan secara luas dalam kampanye Reagen, kemudian muncullah 
slogan-slogan baru seperti Reaganomic dan Supply-side economics, yang 
bertentangan dengan pendapat Keynes yang masih diadopsi saat itu.
26
 
Menurut Notonagoro (2011), Doktrin invisible hands adalah alasan utama 
mengapa Adam Smith (1776) melarang intervensi negara terhadap aktivitas 
ekonomi. Smith mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa manusia adalah homo 
economicus yang senantiasa mengejar kepentingannya sendiri guna memperoleh 
                                                          
25
Riant Nugroho Dwidjowijoto dan Randy R. Wrihatnolo, Manajemen Privatisasi BUMN 
(Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), h. 53.  
26
W.I.M. Poli, Tonggak-Tonggak Sejarah Pemikiran Ekonomi (Cet. I; Surabaya: Brilian 
Internasional, 2010), h. 251-256. 
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manfaat atau kenikmatan yang sebesar-besarnya dari apa yang dimilikinya. Jika 
karakter manusia yang egosentris dan individualistis seperti ini tanpa campur tangan 
pemerintah sedikitpun, maka akan dengan sendirinya akan terjadi alokasi yang 
efisien dari faktor-faktor produksi, kebebasan, daya inovasi, kreasi, pemerataan dan 
keadilan akan berkembang sepenuhnya.
27
 
Kebebasan (freedom), kepentingan diri sendiri (self interest) dan persaingan 
(competition) menjadi inti doktrin ini yang akan menghasilkan masyarakat yang 
stabil dan makmur. Upaya yang dilakukan individu untuk mementingkan dirinya 
sendiri bersama jutaan individu lainnya akan dibimbing oleh ‚tangan tak terlihat‛ 
itulah yang disebut invisible hands.28 
Notonagoro meneropong kebijakan neolibelaisme yang menerapkan 
kebijakan Konsensus Washington yang menjadi menu dasar program penyesuaian 
struktural yang dirumuskan oleh IMF dan Departemen Keuangan AS, intinya adalah: 
1. Pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk kebijakan penghapusan subsidi. 
2. Liberalisasi sektor keuangan. 
3. Liberalisasi perdagangan; dan 
4. Pelaksanaan privatisasi BUMN 
Dampak yang dihasilkan dari liberalisasi dan privatisasi yang menjadi 
kebijakan mendasar Konsensus Washington tersebut adalah pemiskinan negara yang 
ditulis khusus pada bab ketiga dengan judul bab ‚Pemiskinan Negara: Rekam Jejak 
Kebijakan Neoliberalisme di Indonesia‛. 
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Wisnu HKP Notonagoro, Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia, IMF-World Bank, 
WTO Sumber Bencana Ekonomi Bangsa (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kebangkitan Rakyat Semesta, 




Indra Bastian (2002) adalah yang pro dengan privatisasi BUMN. Indra 
menyimpulkan bahwa kebijakan privatisasi merupakan salah satu langkah strategis 
untuk keluar dari krisis ekonomi yang sedang melanda Indonesia. Program 
privatisasi yang dijalankan oleh pemerintah sebagai salah satu elemen utama dalam 
strategi kebijakan restrukturisasi sektor riil yang diharapkan mampu membangkitkan 
kembali sektor riil negara, dengan menggerakkan motor pertumbuhan industri yaitu 
BUMN dan terutama memberikan kontribusi pendapatan bagi negara sehingga dapat 
menambah tabungan pemerintah. 
Berbagai hasil penelitian dan kajian pada karya-karya di atas akan membantu 
penelitian ini untuk memahami lebih dalam, kebijakan privatisasi baik secara 
empiris (faktual) maupun normatif (hukum), sejarah lahirnya, dampak yang 
ditimbulkan serta tujuan-tujuan privatisasi sumber daya alam. Namun, semua kajian 
tersebut hanya sebatas pada tinjauan sistem ekonomi kerakyatan (sosialis) dan 
sistem ekonomi kapitalis. Sementara dalam penelitian ini, penulis melakukan 
pengkajian kebijakan privatisasi dalam perspektif Islam serta konsepsi Islam dalam 
mengelola sumber daya alam. 
Ada beberapa buku yang telah ditulis para ulama yang dapat dijadikan 
sebagai bahan referensi untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Di antaranya 
adalah  al-Niz}a>m al-Iqtisa>di> fi> al-Isla>m karya Taqyuddin al-Nabha>ni, al-Amwa>l fi>  
Daulah al-Khila>fah tulisan Abdul Qadim Zallum, al-Siya>sah al-Iqtis}a>di>yah al-Mut}la 
(Politik Ekonomi Islam) oleh Abdurrahman al-Maliki. 
Penelitian tesis serupa dilakukan oleh Rokhmat Sugihartono di IAIN Sunan 
Ampel Surabaya, tahun 2004 dengan judul ‚Privatisasi BUMN di Indonesia Dalam 
Perspektif Sistem Ekonomi Islam‛. Penelitian tersebut akan membantu penulis 
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untuk meneliti lebih jauh dan mengembangkan hasil penelitian ini. 
Berdasarkan penelitian Rokhmat Sugihartono mengkaji privatisasi BUMN di 
Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam adalah : 
Pertama, program privatisasi yang kini dijalankan di Indonesia bukan hanya 
didorong oleh faktor-faktor internal, namun justru lebih banyak didorong oleh faktor 
eksternal. Privatisasi yang berjalan seiring dengan kecenderungan global yang 
menginginkan minimalitas peran negara dalam perekonomian dan digantikan dengan 
mekanisme pasar yang turut mendorong gencarnya program privatisasi. Di samping 
itu, peranan lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan multilateral, yakni IMF, 
Bank Dunia, dan WTO juga sangat besar dalam menglobalnya program penjualan 
aset-aset negara itu. Kepada setiap negara yang mendapatkan bantuannya, IMF dan 
Bank Dunia mensyaratkan negara tersebut untuk menjalankan kebijakan program 
penyesuaian struktural (structural adjustment programs), yang salah satu tujuannya 
adalah merangsang pengalihan kegiatan ekonomi dari yang semula dimiliki dan 
dikelola negara menjadi milik swasta. 
Kedua, sebagai sebuah kebijakan yang menyentuh kepentingan publik, 
program privatisasi BUMN masih diwarnai pro dan kontra. Ada beberapa alasan 
yang dijadikan sebagai dasar oleh pihak yang setuju dengan kebijakan tersebut. Di 
antaranya bahwa privatisasi dapat meningkatkan efisiensi, memperbaiki kinerja, dan 
produktivitas perusahaan yang diprivatisasi. Privatisasi juga dinilai dapat 
mendorong perkembangan pasar modal dan dapat meningkatkan pendapatan baru 
bagi pemerintah. Dalam kondisi defisit anggaran seperti saat ini, dana yang didapat 




Pihak yang kontra menolak alasan-alasan pihak yang setuju. Menurut 
mereka, alasan meningkatkan efisiensi, kinerja, dan produktivitas BUMN tidak 
sesuai dengan fakta. Sebab, dalam praktek  privatisasi, perusahaan yang dijual justru 
perusahaan yang efisien dan profit. Sebuah BUMN dapat saja diprivatisasi, namun 
setelah diperbaiki kondisinya hingga mencapai profit. Demikian juga dengan alasan 
meningkatakan pendapatan baru bagi pemerintah. Memang benar saat menjual 
BUMN pemerintah mendapatkan tambahan pendapatan, namun jika perusahaan 
yang dapat menghasilkan profit beralih kepada swasta, pemerintah jusru kehilangan 
sumber pendapatnnya. Lebih dari itu, pihak-pihak yang kontra malah mencurigai 
adanya motif lain di balik gencarnya program privatisasi, yaitu neokolonialisme. 
Ada beberapa fakta yang dijadikan sebagai bukti bahwa motif itu benar adanya.  
 Ketiga, sebagai agama yang sempurna, Islam juga menghadirkan sistem 
ekonomi. Sistem ekonomi Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan semua 
sistem ekonomi baik sosialisme maupun kapitalisme. Setidaknya, ada dua hal yang 
bisa dilihat agar diperoleh gambaran sistem ekonomi Islam secara utuh, yakni pada 
kaidah-kaidah umum ekonomi Islam dan politik ekonomi Islam. 
 Dalam kaidah-kaidah umum ekonomi Islam terdapat konsep-konsep tentang 
kepemilikan, tata cara pengelolaan harta, dan distribusi kekayaan di tengah-tengah 
manusia. Dalam hal kepemilikan, sistem ekonomi Islam mengenal tiga jenis 
kepemilikan, yakni kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan 
negara.  
 Keempat, dalam perspektif sistem ekonomi Islam, privatisasi BUMN yang 
kini dipraktikkan pemerintah Indonesia dapat dilihat dalam dua perspektif.            
(1) dalam  perspektif kepemilikan. Hal ini karena secara fakta privatisasi merupakan 
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pengalihan dari kepemilikan negara kepada swasta. (2) dari perspektif distribusi 
kekayaan. Sebab privatisasi berimplikasi pada rekosentrasi kekayaan. 
 Menurut Rokhmat Sugihartono (2004) dalam perspektif kepemilikan, 
privatisasi BUMN ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang. Semua BUMN 
yang mengelola kepemilikan umum tidak boleh diprivatisasi. Sedangkan yang 
dikatagorikan syara’ sebagai harta benda milik umum adalah (1) sarana-sarana 
publik yang amat vital sehingga dapat menjadi penyebab persengketaan jika dikuasai 
perseorangan; (2) fasilitas umum yang secara tabiat tidak memungkinkan dikuasai 
individu; (3) dan tambang-tambang yang depositnya sangat banyak. Semua aset 
yang termasuk dalam katagori tersebut adalah milik umum, dan oleh karenanya 
tidak boleh diprivatisasi. Bertolak dari ketentuan tersebut, semua BUMN yang 
mengelola pertambangan, seperti Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Tambang 
Timah, tidak boleh diprivatisasi. Demikian juga dengan BUMN yang mengelola 
sumber-sumber energi seperti PT PLN. Juga, semua BUMN yang mengelola 
prasarana perhubungan, seperti PT Pelindo dan PT Angkasa Pura. Termasuk pula PT 
Perhutani yang mengelola hutan.  
 Sementara BUMN yang mengelola kepemilikan negara pada dasarnya tidak 
dilarang, selama tidak mengurangi tanggung jawab negara, mengurus urusan 
(ri‘a>yah) rakyatnya. Sehingga jenis BUMN tersebut, seperti PT Gaya Motor yang 
bergerak dalam perakitan motor atau PT Dainippon Indonesia yang menangani 
percetakan, hukum asalnya boleh diprivatisasi. Akan tetapi jika BUMN tersebut 
merupakan bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya, seperti PT Pos Indonesia, 
lembaga-lembaga pendidikan, dan pelayanan kesehatan, tidak boleh privatisasi. Ini 
karena tugas dan fungsi utama negara adalah memberikan ri‘a>yah terhadap 
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rakyatnya. Demikian juga BUMN yang membutuhkan dana sangat besar sementara 
profitnya tidak dapat diperoleh dalam jangka pendek, namun dibutuhkan bagi 
kemajuan sebuah negara, seperti PT Pindad harus tetap dikelola negara. 
 Berdasarkan perspektif distribusi kekayaan, program privatisasi yang kini 
dijalankan pemerintah Indonesia atas saran IMF sebagian besar tidak sejalan dengan 
sistem ekonomi Islam. Hal ini, karena program privatisasi justru menambah 
kesenjangan ekonomi di antara warganya. 
Dalam tesis ini, penelitian dikembangkan dengan menggunakan teori-teori 
yang telah dikemukakan oleh Rakhmat Sugihartono dan teori-teori yang telah dikaji 
oleh ulama-ulama besar, seperti Imam al-Mawardi dan Taqyuddin al-Nabhani, 
kemudian dipertajam dengan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang lahir dari 
teori kapitalisme-neoliberalisme yang diadopsi untuk melegalisasi privatisasi sumber 
daya alam.  
Hal yang berbeda pada penelitian ini dari penelitian yang dilakukan 
sebelumnya antara lain: pertama, penelitian ini mengkaji kebijakan privatisasi yang 
lebih spesifik pada sumber daya alam yang memiliki nilai strategis bagi hajat hidup 
orang banyak, tidak luas membahas privatisasi BUMN sebagaimana penelitian 
sebelumnya. Kedua, penelitian ini memadukan pembahasan teori-teori yang 
mendasari lahirnya teori privatisasi dengan pendekatan sejarah ekonomi kapitalisme 
serta implementasi teori privatisasi tersebut dengan lahirnya kebijakan (regulasi) 
yang meminimalisir peran negara atau bahkan menghilangkan peran negara dalam 
mengelola sumber daya alam, dengan teori pengelolaan sumber daya alam dalam 
pandangan Islam. Ketiga, penelitian ini berfokus pada kajian kebijakan privatisasi 
sumber daya alam dalam perspektif Islam. Sementara penelitian yang dilakukan 
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sebelumnya masih global membahas privatisasi BUMN baik dari segi manajemen, 
hukum (kebijakan), ataupun kritik privatisasi berdasarkan pada teori sosialisme-
komunisme dan ekonomi kerakyatan. 
E. Kerangka Teoretis 
Untuk mempermudah merumuskan hipotesis pada penelitian ini, maka 
disusunlah kerangka teoretis. Dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif 
sebagaimana yang dijelaskan pada metodologi penelitian, yakni dengan 
mendeskripsikan objek yang akan diteliti, yaitu mendeskripsikan atau 
menggambarkan pemikiran Adam Smith serta tokoh-tokoh ekonomi kapitalisme 
yang menjadi pemicu lahirnya teori privatisasi, fakta kebijakan privatisasi SDA 
serta mengkaji privatisasi SDA dalam perspektif Islam. 
1. Paradigma Privatisasi Sumber Daya Alam 
Privatisasi tidak dapat dilepaskan dari paradigma dasar sistem ekonomi 
kapitalime yang dijabarkan oleh Adam Smith dalam bukunya,  ‚An Inquiry Into The 
Nature and The Causes of The Wealth of Nations‛. Yang sangat populer dengan 
judul ‚The Wealth of Nations‛.  
Sebagaimana yang digambarkan pada kajian pustaka diatas, paradigma 
mendasar Smith (1776) memandang manusia adalah homo economicus yang 
senantiasa mengejar kepentingannya sendiri guna memperoleh manfaat atau 
kenikmatan yang sebesar-besarnya dari apa saja yang dimilikinya. Jika karakter 
manusia yang egosentris dan individualistis seperti ini dibiarkan tanpa campur 
tangan pemerintah sedikitpun, dengan sendirinya akan terjadi alokasi yang efisien 
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Alasan utama Smith melarang adanya intervensi pemerintah dalam 
pengelolaan sumber-sumber ekonomi adalah doktrin Invisible Hands. Kebebasan 
(freedom), kepentingan diri sendiri (self-interest), dan persaingan (competition) akan 
menghasilkan masyarakat yang stabil dan makmur.
30
  
Smith menjelaskan konsepnya pada sebuah buku yang menjadi karya besar di 
dunia kapitalisme, karya inilah yang menjadi rujukan bagi para pengemban ideologi 
kapitalisme. Menurut Smith (1776) kemakmuran suatu bangsa bukan diukur dari 
uang yang dimiliki, melainkan tingkat kehidupan rumah tangga. Kemakmuran 
bangsa harus dilihat dari sudut para konsumen, bukan dari sudut kekayaan yang 
dimiliki pemerintah dan kaum pedagang. Kemakmuran suatu bangsa berasal dari 
kegiatan seluruh individu yang bebas berprakarsa, bukan dari proteksi bagi segelintir 
orang.
31
 Teori tersebut berkembang yang kemudian dikenal dengan mekanisme 
pasar, yang bekerja sebagai mesin, yang akhirnya membentuk pendapatan nasional. 
Mekanisme ini berjalan seakan-akan diatur oleh tangan tidak kelihatan yang 
dinamakan invesible hands.32 
Pada awal 1980-an, setelah terpilihnya Ronald Reagen sebagai presiden AS 
dan Margaret Tatcher sebagai Perdana menteri Inggris neoliberalisme menemukan 
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Wisnu HKP Notonagoro, Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia, IMF-World Bank, 
WTO Sumber Bencana Ekonomi Bangsa (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kebangkitan Rakyat Semesta, 
2011),  h. 12. 
30Ibid 
31
W.I.M. Poli, op. cit., h. 33.  
32Ibid, h. 66.  
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momentum untuk diterapkan secara luas.
33
 Reagen dan Tatcher percaya bahwa 
industri layanan publik akan lebih efisien jika dialihkan ke sektor swasta.
34
 
Menurut Manshour Fakih, secara lebih spesifik, pokok-pokok neoliberalisme 
meliputi beberapa hal, antara lain: Pertama, membebaskan perusahaan swasta dari 
campur tangan pemerintah, misalnya jauhkan pemerintah dari campur tangan di 
bidang-bidang perburuhan, investasi, dan harga serta biarkan mereka mempunyai 
ruang untuk mengatur diri mereka sendiri untuk tumbuh dengan menyediakan 
kawasan pertumbuhan, seperti Otorita Batam, NAFTA (North American Free Trade 
Agreement), SIROJI (Singapure, Johor, and Riau), dan lain sebagainya. Kedua, 
menghapus subsidi negara kepada rakyat, hal itu disamping bertentangan prinsip 
dasar neoliberalisme, juga bertentangan dengan prinsip pasar dan persaingan bebas. 




Dari pemahaman mendasar ideologi kapitalisme neoliberalisme atau ekonomi 
kanan baru yang diistilahkan oleh Indra Bastian, maka privatisasi merupakan 
amanah yang dijalankan oleh sistem ekonomi neoliberalisme sebagaimana yang 
dirumuskan dalam Konsensus Washington.  
2. Regulasi dan Tinjauan Empiris Pengelolaan Sumber Daya Alam 
Sumber daya alam seperti, air udara, lahan, minyak, ikan, hutan, gas, dan lain-
lain merupakan sumber daya esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Pengelolaan 
yang salah akan berdampak besar bagi kehidupan manusia. Rumusan berbagai 
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kebijakan negara dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alam telah 
mengundang pro dan kontra apakah telah sesuai dengan amanah rakyat untuk 
sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.  
Jimly Asshiddiqie merekam proses amandemen UUD RI pasal 33 dalam 
bukunya Konstitusi Ekonomi, dimana dalam proses itu terjadi perdebatan yang 
serius antar pakar ekonomi yang pro liberalisme dengan yang kontra liberalisme. 
Perubahan pasal 33 UUD RI 1945 yang sebelumnya hanya 3 ayat, kemudian berubah 
menjadi 5 ayat.  Jimly Asshiddiqie berpandangan bahwa 3 ayat pertama pada pasal 
33 UUD 1945 mewakili golongan ekonomi kerakyatan yakni mereka adalah tokoh 
senior antara lain, Prof. Dr. Mubyarto, Prof. M. Dawam Rahardjo dari Universitas 
Gadjah Mada, bersama dengan Dr. Sri Edi Swasono dari Universitas Indonesia. 
Sementara 2 ayat setelahnya yakni ayat 4 dan 5, pasal 33 UUD 1945 mewakili 
kelompok neoliberalisme, mereka adalah Dr. Sri Mulyani, Dr. Syahrir, Dr. Bambang 
Sudibyo dan Dr. Sri Adiningsih.
36
 
Bunyi pasal 33 UUD RI 1945 yang telah di amandemen tersebut: 
1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 
2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat 
hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 
3) Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 
4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 
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lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan 
ekonomi nasional. 
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-
undang. 
Fakta empiris terhadap pengelolaan kekayaan alam yang tertuang dalam 
pasal 33 UUD RI 1945 tersebut, jauh panggang dari api. Kekayaan alam strategis 
meliputi batubara, air, migas dan lain-lain disektor hulu telah dikuasai penuh oleh 
asing dengan investasi modal asing di atas 51%. Pada tahun 2011 Perusahaan 
(Prosentase Modal di atas 51%-100% milik Asing atau Pribadi plus Corporate) yang 
diprivatisasi antara lain, PT Krakatau Steel, PT Semen Baturaja, Semen Kupang, 
Kawasan Industri Medan, Kawasan Industri Makasar, Kawasan Industri Wijaya 
Kusuma, PT Rekayasa Industri Kawasan Berikat Nusantara, PT Semen Gresik,     
PT. Kimia Farma, PT Pupuk Kaltim, PT Tambang Batubara Bukit Asam. Masih 
banyak lagi BUMN yang diprivatisasi 2011, peneliti hanya membatasi pada 
perusahaan yang mengelola aset kekayaan alam strategis. 
Privatisasi  (Menurut UU RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN) adalah 
penjualan saham Persero (Perusahaan Perseroan), baik sebagian maupun seluruhnya, 
kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, 
memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas saham oleh 
masyarakat. Bagi kalangan yang berpandangan neoliberalisme, dengan berjalannya 
privatisasi yakni dengan memberikan seluas-luasnya kepada pihak swasta untuk 
melakukan pengolahan sumber daya alam maka akan tercipta efisiensi dan 
profesionalitas. Dengan demikian, swasta yang mengelola SDA akan berkompetisi 
untuk memproduksi dan mendistribusikan hasil pengelolaan tersebut, maka 
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terciptalah persaingan pasar bebas yang produktif. Ini sejalan dengan apa yang 
menjadi tujuan privatisasi yang tertuang dalam UU RI Nomor 19 Tahun 2003 
tentang BUMN. 
Regulasi yang membuka pintu kepada swasta untuk mengelola kekayaan 
alam adalah UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU RI 
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, UU RI Nomor 7 Tahun 
2004 tentang Sumber Daya Air dan UU RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang 
Ketenagalistrikan. 
UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi lebih dahulu 
lahir dari regulasi tentang BUMN, isi dari regulasi ini memberikan legalitas kepada 
perusahaan swasta untuk ikut dalam kegiatan usaha pada sektor hulu dan hilir. 




1) Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh : 
a. badan usaha milik negara; 
b. badan usaha milik daerah; 
c. koperasi; usaha kecil; 
d. badan usaha swasta. 
2) Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu. 
 
Pasal 10 
1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha 
Hulu dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir. 
2) Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan 
Kegiatan Usaha Hulu 
Bagi kalangan ekonomi kerakyatan berpandangan berbeda dengan para 
ekonom neolib, menurut ekonom kerakyatan, terjadinya privatisasi akan 
menciptakan penguasaan kekayaan alam oleh swasta yang mengakibatkan rakyat 
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akan dipandang sebagai konsumen yang wajib memiliki daya beli untuk 
mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak-hak mereka sesuai yang tertuang 
dalam pasal 33 ayat 2  dan 3 UUD RI 1945. Secara faktual negara Indonesia yang 
memiliki kekayaan alam yang luar biasa besarnya, tidak mampu keluar dari 
lingkaran hutang yang setiap waktunya terus bertambah. Untuk itu, solusi yang 
ditawarkan oleh kalangan pro ekonomi kerakyatan adalah nasionalisasi BUMN. 
3. Privatisasi dalam Pandangan Islam 
Islam sebagai agama (al-di>n) yang mengatur seluruh kehidupan manusia 
dengan aturan-aturan yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Sunnah memiliki sistem 
dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam. 
Pandangan komprehensif terhadap Islam akan menuntut kita untuk 
menjadikan Islam sebagai jalan hidup (way of life). Sistem ekonomi, lebih khusus 
pada pengelolaan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki harus 
disandarkan pada bagaimana syariah Islam yakni al-Qur’an dan al-Sunnah mengatur 
pengelolaan kekayaan sumber daya alam (SDA) tersebut.  
Penelitian akan diarahkan pada pandangan sistem ekonomi Islam terhadap 
kebijakan privatisasi, yakni penyerahan pengelolaan SDA kepada pihak swasta 
dengan meminimalisir atau menghilangkan peran negara. Setelah memahami 
paradigma, bentuk serta tujuan-tujuan dilaksanakannya privatisasi. 
Secara umum privatisasi menyangkut pengelolaan kekayaan tidak hanya 
SDA tetapi seluruh harta maupun jasa, yang memiliki nilai ekonomi. Maka, 
penelitian diarahkan pada konsep kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan 
distribusi kekayaan.  
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Menurut Taqyuddin al-Nabhani, kepemilikan harta dibagi atas tiga antara 
lain:  
1) Kepemilikan Individu (private property),38 2) Kepemilikan umum (public 
property),39 3) Kepemilikan negara (state property).40 
Pengelolaan kekayaan mengikut pada kepemilikan atau siapa yang memiliki 
hak terhadap harta itu. Harta kekayaan yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat 
(public property), maka tidak boleh dimiliki oleh individu (swasta). Dalam syariah 
Islam, SDA yang jumlahnya besar tidak boleh diserahkan kepemilikannya kepada 
individu. Individu yang mengelolanya wajib diperlakukan sebagai pekerja (ajir) dan 
bukannya pengelola dalam suatu akad syirkah. Sebagai ajir, dia mendapat upah yang 
sesuai dengan tenaga profesional yang dia keluarkan, bukan sesuai dengan hasilnya, 
karena hasil usaha sumber daya alam hakikatnya adalah milik publik. Hutan, laut, 
sumber daya mineral, energi bahkan keindahan alam hakikatnya adalah milik publik. 
Hasil dari setiap eksploitasi komersialnya seharusnya dikembalikan untuk 
kemaslahatan umum. 
Pada masa lalu, Abyad} bin Hammal pernah meminta kepada Rasul saw. 
untuk dapat mengelola suatu tambang garam. Rasulullah saw. Pertama menerima 
ijin permintaan itu, tetapi beliau segera diingatkan oleh seorang sahabat. ‚Wahai 
Rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya 
engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (ma’u al-‘iddu).‛ 
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h. 65. 
39Ibid, h. 237. 
40Ibid, h. 243. 
34 
 
Rasulullah saw. kemudian bersabda, ‚Tariklah tambang tersebut darinya!‛ (HR. al-
Tirmiz\i). 
Penarikan kembali pemberian Rasul saw. kepada Abyad}} adalah illat (alasan) 
dari larangan untuk menguasai milik umum, termasuk dalam hal ini barang tambang 
yang kandungannya terlalu banyak untuk dimiliki individu.
41
 
Hal yang sama dinyatakan oleh Rasulullah saw. ‚Manusia berserikat dalam 
tiga hal; air, api, dan padang gembalaan.‛ (HR. Abu> Da>wud, Ahmad dan Ibnu 
Majah).  
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam 
Negara memiliki tanggung jawab dalam mengelola SDA yang ada sebagai 
bagian dari politik ekonomi. Tujuan dari pengelolaan yang SDA dilakukan oleh 
negara adalah dalam rangka untuk memenuhi seluruh kebutuhan hajat hidup 
masyarakat dan menciptakan kesejahteraan serta meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat. Untuk itulah, dibutuhkan mekanisme politik industri yang ideal. 
Politik industri ditegakkan dalam rangka untuk menjadikan suatu negara itu 
sebagai negara industri. Sementara untuk menjadi negara industri ditempuh dengan 
satu jalan saja yakni dengan menciptakan industri alat-alat berat (industri penghasil 




Pengelolaan sumber daya alam membutuhkan kemampuan industri yang 
kuat, maka negara haruslah menciptakan industri yang mampu melahirkan mesin-
mesin industri guna mengelola sumber daya alam yang ada. Sehingga negara, 
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menjadi negara independen dan tidak bergantung pada perusahan-perusahaan 
























Kepemilikan Harta (al-Milkiyyah) 
1. Kepemilikan Individu 
2. Kepemilikan Umum 
3. Kepemilikan Negara 
Pengelolaan Harta (Tas}arruf           
al-Milkiyyah) 
Distribusi Kekayaan Kepada 
Masyarakat 
Paradigma Sistem Ekonomi Islam 




F. Metodologi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis Penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif merupakan 
penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan segala hal (objek) yang 
berkaitan dengan pokok-pokok persoalan apa adanya. Tujuannya untuk 
menggambarkan secara sistematis fakta, objek, atau subjek apa adanya guna 
tersistematisnya fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.
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Penelitian kebijakan privatisasi sumber daya alam dalam perspektif Islam ini, 
akan menggambarkan fakta kebijakan privatisasi sumber daya alam yang 
memberikan peluang kepada pihak swasta untuk mengelola sumber daya alam. 
Gambaran fakta kebijakan privatisasi tersebut akan dikaji dengan mengemukakan 
beberapa regulasi yang melegalisasi privatisasi sumber daya alam, seperti UU RI 
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU RI Nomor 19 Tahun 
2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, UU RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
Sumber Daya Air dan UU RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, 
sehingga sumber daya alam yang menjadi hajat hidup orang banyak tersebut dijual 
(diprivatisasi) kepada swasta baik dalam negeri maupun luar negeri.  
Teori privatisasi lahir dari konsep ekonomi kapitalisme-liberalisme dan 
neoliberalisme, untuk itu penelitian ini akan mendeskripsikan teori ekonomi 
kapitalisme yang mendukung privatisasi kemudian mendeskripsikan pandangan 
Islam tentang pengelolaan sumber daya alam sehingga akan kita temukan jawaban 
bagaimana sudut pandang Islam terhadap privatisasi sumber daya alam. 
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Dengan demikian penelitian ini akan memaparkan data-data tersebut sebagai 
bahan kajian yang diambil dari berbagai sumber untuk mendapatkan informasi yang 
mendalam (amiq). 
2. Pendekatan Penelitian 
Metode pendekatan yang digunakan dalam membahas objek penelitian ini 
adalah: 
a. Pendekatan Teologis Normatif 
Akidah Islam sebagai pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta (al-
kau>n), manusia (al-insa>n) dan kehidupan (al-ha>yah), juga tentang apa yang ada 
sebelum kehidupan (Pencipta) dan setelah kehidupan (hari kiamat), serta hubungan 
ketiganya (al-kau>n, al-insa>n wa al-ha>yah) dengan sebelum dan setelah kehidupan 
(syariah dan hari perhitungan yakni hisa>b), merupakan landasan berpikir bagi umat 
Islam. Karena itu, akidah Islam merupakan pondasi dari seluruh cabang s\aqafah 
Islam. Mulai dari ilmu al-Qur’an, ilmu hadis, ushul fiqhi, tafsir, fiqih dan sebagainya.  
Konsepsi Islam (islamic thought) meliputi akidah dan syariah yang berfungsi 
sebagai solusi atas berbagai masalah kehidupan manusia, baik yang berkaitan 
hubungan manusia dengan Allah swt., seperti ibadah sholat, zakat dan haji dan 
hubungan manusia dengan dirinya sendiri, seperti akhlak, makanan dan minuman, 
maupun mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain, seperti ekonomi, 
politik luar negeri, pemerintahan, sosial dan pendidikan. 
Privatisasi sumber daya alam merupakan bagian dari aktivitas muamalah 
begitu pula dengan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam oleh negara 
merupakan bagian dari aktivitas muamalah yang mengatur hubungan manusia 
dengan manusia yang lain, maka sangat penting untuk menyandarkan pembahasan 
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ini pada aspek teologis normatif.  Dengan demikian, aktivitas muamalah yang kita 
lakukan dalam hal meraih manfaat dan tujuan-tujuan aktivitas tersebut sesuai 
dengan syariah, di ridhoi oleh Allah swt.  
b. Pendekatan Ekonomi 
Kegiatan mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kegiatan 
memperbanyak jumlah kekayaan serta menjaga pengadaannya, hal inilah yang 
kemudian dibahas dalam ilmu ekonomi. Sementara sistem ekonomi membahas     




Pengelolaan sumber daya alam tidak bisa lepas dari pembahasan ekonomi 
dimana kekayaan alam yang dikelola tersebut akan menghasilkan dan menyelesaikan 
masalah pemenuhan kebutuhan masyarakat baik primer, sekunder maupun tersier. 
Dengan demikian penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan ekonomi baik 
itu pendekatan ekonomi kapitalisme, sosialisme mapun pendekatan ekonomi Islam. 
c. Pendekatan Histori  
Membahas privatisasi tidak bisa dilepaskan dari sejarah munculnya 
pemikiran-pemikiran kapitalisme serta perubahan-perubahannya, mulai dari sejarah 
ekonomi kapitalisme-klasik dari Adam Smith hingga kapitalisme-neoliberalisme 
yang diterapkan saat ini.  
Kebijakan privatisasi tumbuh dan berkembang di Amerika saat dipimpin oleh 
Ronald Reagen dan saat Tatcher menjadi perdana menteri Inggris. Ronald Reagen 
banyak dipengaruhi oleh pemikiran Friedman yang menentang pemikiran Keynes. 
Saat Ronald Reagen kampanye pencalonan dirinya sebagai Presiden AS pada tahun 
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1980, Friedman adalah penasehat tidak resmi dalam kampanye tersebut. Melalui 
pengaruh Friedman yang menentang campur tangan pemerintah gambar Adam 
Smith ditampilkan secara luas dalam kampanye Reagen. Muncullah slogan-slogan 
baru seperti Reaganomics dan Supply-side economics, yang jelas-jelas bertentangan 
dengan pendapat Keynes yang diadopsi pada saat itu.
45
 
Pendekatan histori dimaksudkan  dalam rangka untuk melihat latar belakang 
munculnya teori privatisasi, agar bisa menjadi acuan peneliti menemukan fakta dan 
data penerapan privatisasi. 
d. Pendekatan Politik Ekonomi 
Sebagaimana definisi politik adalah mengurusi urusan masyarakat baik dalam 
negeri maupun luar negeri. Sementara mengatur industri dalam mengelola sumber 
daya alam, begitu pula metode dan kebijakan pengelolaan dan siapa yang mengelola 
sumber daya alam tersebut adalah berkenaan dengan aktivitas politik ekonomi dalam 
rangka mengurusi urusan masyarakat.  
Privatisasi sumber daya alam artinya menyerahkan sumber daya alam yang 
seharusnya dikelola oleh negara untuk meraih manfaat sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat kemudian dikelola oleh swasta dengan alasan ekonomi dan 
pasar bebas, untuk itu dibutuhkan pengkajian yang lebih mendalam melalui 
pendekatan politik ekonomi terhadap kebijakan privatisasi tersebut. 
3. Pengumpulan Data 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang jenis 
datanya adalah kualitatif. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini berasal kajian 
kepustakaan dan wawancara (interview). Sumber datanya baik bahan-bahan primer 
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maupun sekunder, berupa literatur-literatur yang memiliki signifikansi dengan 
penelitian. Diperkaya dengan data-data yang terungkap baik direkam melalui video 
shooting, makalah maupun powerpoin presentase dari seminar-seminar dan 
konferensi-konferensi yang memiliki relevansi dengan penelitian yang diikuti oleh 
peneliti. 
Secara umum, data yang diperlukan ada dua macam. Pertama, data-data yang 
memberikan penjelasan secara rinci dan detail tentang fakta privatisasi sumber daya 
alam, baik secara teori, paradigma lahirnya privatisasi maupun kebijakan sehingga 
terciptalah regulasi yang menyerahkan pengelolaan sumber daya alam kepada 
individu atau swasta.  Di samping itu juga diperluas dengan pemaparan sikap pro-
kontra yang mengemuka beserta argumen yang melatarinya. Untuk itu  
Kedua, data-data yang berasal dari al-Qur’an, al-Sunnah, dan literatur-
literatur yang ditulis oleh para ulama dan pemikir Islam yang menjelaskan ekonomi 
Islam dan konsep-konsep ekonomi Islam yang berkait erat dengan privatisasi sumber 
daya alam. Buku-buku yang diteliti akan dibahas pada poin kepustakaan berikut. 
4. Pengolahan dan Analisis Data 
Metode yang digunakan adalah kualitatif. Prosedur penelitian kualitatif 
mendasarkan pada logika induktif, yakni mendasarkan pada prosedur logika yang 
berawal dari proposisi sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada kesimpulan 
(pengetahuan baru) hipotesis yang bersifat umum. Hal yang pertama dilakukan 
sebelum memulai tahapan penelitian kualitatif adalah research question yang biasa 
disebut sebagai fokus penelitian. Research question adalah pertanyaan tentang hal-
hal yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian tersebut.
46
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Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan 
data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang 
dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.
47
 
Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada penelitian 
kepustakaan (library research) dengan melakukan penjajakan (eksplorasi) dan 
mengidentifikasi informasi baru terhadap buku-buku yang dikaji, menguatkannya 
dengan wawancara kepada pihak-pihak terkait, seperti penulis buku dan peneliti 
sebelumnya yang meneliti tentang privatisasi dan yang terlibat langsung 
mengajukan yudisial review di Mahkamah Konstitusi menolak UU RI yang 
melegalisasi privatisasi, kemudian mendeskripsikan objek yang diteliti.  
Berdasarkan objek bahasan yang diteliti dengan berbagai literatur 
ditemukan adanya pro dan kontra dari berbagai kalangan seperti ekonom dan politisi 
yang berhaluan ideologi kanan baru (neoliberalisme), ideologi kiri (sosialisme) dan 
berideologi Islam, maka disamping deskiptif kualitatif juga dibutuhkan teknik atau 
metode komparatif-analisis, yakni sebuah metode yang menekankan pada 
perbandingan berbagai sumber dan literatur untuk mendapatkan kesimpulan yang 
akurat, tajam dan dapat dipertanggungjawabkan.  
G. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan Penelitian 
Bertolak dari apa yang melatarbelakangi penelitian yang telah dikemukakan 
di awal, maka penelitian ini bertujuan:  
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Pertama, untuk membuktikan bahwa privatisasi sumber daya alam akan 
mengurangi atau menghilangkan peran politik ekonomi negara dalam mengelola 
sumber daya alam.  
Kedua, untuk mendapatkan pemahaman komprehensif bagaimana 
pandangan Islam terhadap kebijakan privatisasi sumber daya alam yang kini 
dijalankan oleh pemerintah, kemudian mengembangkan teori politik ekonomi Islam 
dalam mengelola sumber daya alam yang menjadi milik umum.  
Ketiga, untuk mengungkap dampak yang ditimbulkan akibat privatisasi 
sumber daya alam di Indonesia. 
2. Kegunaan 
Kegunaan penelitian dapat dikatagorikan menjadi dua hal, yakni kegunaan 
ilmiah dan kegunaan praktis.  
a. Kegunaan Ilmiah 
Penelitian ini berguna untuk memberi kontribusi ilmiah dan memperkaya 
khasanah tentang ekonomi Islam dalam memandang problem-problem kontemporer, 
khususnya mengenai program privatisasi yang kini dijalankan pemerintah dalam 
mengelola sumber daya alam.  
b. Kegunaan Praktis 
Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi 
penyelenggara negara, akademisi, cendekiawan, dan semua khalayak, untuk 
menyikapi kebijakan privatisasi sumber daya alam secara benar dan proporsional 
sesuai dengan ketetapan syariah Allah swt. Terkhusus bagi penyelenggara negara, 
kegunaan penelitian ini sebagai masukan untuk menciptakan negara yang memiliki 
kemampuan profesional dalam mengelola sumber daya alam sebagaimana yang telah 
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diamanahkan oleh Allah swt. untuk mengelolanya demi kepentingan dan 
kemaslahatan masyarakat seluruhnya serta sesuai dengan syariah-Nya. 
H. Garis Besar Isi Tesis  
Struktur penulisan tesis ini terdiri dari lima bab yang terinci ke dalam 
beberapa sub bab sebagai berikut: 
Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab pendahuluan menjelaskan latar 
belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional dan ruang lingkup 
penelitian, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian serta kerangka isi 
penelitian. 
Bab kedua adalah tinjauan teoritis, yang berisi tentang world view  ekonomi 
kapitalisme-neoliberalisme, menelusuri sejarah singkat perkembangan pemikiran 
kapitalisme dari masa klasik hingga masa neoliberalisme, lahirnya paradigma dasar 
yang menjadi landasan ekonomi kapitalisme dan neoliberalisme. pilar-pilar sistem 
ekonomi kapitalisme. Pengaruh pemikiran kapitalisme neoliberalisme terhadap 
regulasi yang terbentuk di Indonesia  dan peranan lembaga-lembaga internasional 
seperti IMF, WTO, dan Bank Dunia (World Bank) mewujudkan pasar bebas 
(globalisasi) dunia. Privatisasi yang menjadi buah dari sistem ekonomi kapitalisme-
neoliberalisme. 
 Bab ketiga membahas tinjauan umum ekonomi Islam, kaidah (asas-asas) 
ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam yang berpijak pada tiga pilar yakni 
kepemilikan harta, pengelolaan harta dan distribusi harta dan politik ekonomi Islam 
Dalam bab ini, dibahas pula mekanisme pendistribusian harta kepada masyarakat 
dalam upaya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Pada bab ini pula akan 
dibahas tentang tujuan politik ekonomi Islam dalam memenuhi basic needs 
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masyarakat sehingga pengelolaan sumber daya alam mengacu pada tujuan politik 
ekonomi tersebut. 
Bab keempat, membahas analisis terhadap permasalahan yang diangkat  
adalah pertama, mengungkap teori mekanisme pasar, teori laessez fair serta invesible 
hands Adam Smith dan tokoh-tokoh sentral neoliberalisme bebas, yang menjadi 
dasar privatisasi SDA, yang berdasarkan teori tersebut maka peran politik ekonomi 
negara dalam pengelolaan sumber daya alam akan minim bahkan hilang. Kedua,  
dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan privatisasi SDA. Ketiga, menjawab 
privatisasi SDA dalam perspektif Islam. 
Bab kelima, berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan yang akan 
menjawab pokok masalah (thesis statement) dan rekomendasi baik teoritis maupun 












WORLDVIEW SISTEM EKONOMI KAPITALISME-NEOLIBERALISME 
A. Sejarah Singkat Perkembangan Pemikiran Ekonomi Kapitalisme 
Pemikiran kapitalisme-neoliberalisme tidak bisa dilepaskan dari sejarah 
terbentuknya embrio kapitalisme. Adam Smith (1723-1790) adalah tokoh fenomenal 
bagi para ekonom kapitalis sebagai pelopor terbentuknya pemikiran kapitalisme. 
Apa yang diungkapkan Karl Heinrich Marx (1818-1883) berlaku bagi Adam Smith 
yang melahirkan karya besar yang diagungkan laksana kitab suci oleh para ekonom 
kapitalisme. Buku yang populer dengan judul The Wealth of Nations, judul lengkap 
buku tersebut adalah An Inquiry Into the Nature and Causes the Wealth of Nations.1 
Men make their own history, but they do not make it just as they please; they 
do not make it under circumstances directly encountered, given and 
transmitted from the past. (Karl Marx) 
Terjemahan bebas: 
Manusia membuat sejarahnya sendiri, tetapi tidak sesuka hatinya. Manusia 
membuat sejarahnya tidak di dalam kondisi yang dipilihnya sendiri, melainkan 




Kelahiran karya besar Smith, tahun 1776 M, yang bertepatan dengan tahun 
kemerdekaan Amerika Serikat tersebut disepakati oleh pakar ekonomi kapitalisme 
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sebagai tahun kelahiran ilmu ekonomi.
3
 Namun, bagunan ekonomi kapitalisme tidak 
bisa dilepaskan dengan apa yang dikenal sebagai masa kegelapan yang terjadi di 
barat saat itu. Masa dimana hegemoni kaum gerejawan bersama dengan penguasa 
yang menerapkan sistem doktrin gereja dan tidak membuka pintu bagi 
pengembangan pengetahuan. 
Dalam sejarah pemikiran ekonomi kapitalisme terjadi perdebatan panjang 
antara teori denasionalisasi dan nasionalisasi, negara versus pasar. Perdebatan 
tersebut dalam setiap masa terus bergulir, tidak hanya berada pada ruang ideologi 
yang sama, yakni kapitalisme dari masa klasik hingga munculnya neoliberalisme, 
diantara masa itu, sejarah mencatat munculnya pemikiran Karl Max yang dikenal 
dengan pemikiran sosialisme-komunisme sebagai kritik total terhadap pemikiran 
kapitalisme.  
Dinamika pemikiran ekonomi yang lahir dari ideologi kepitalisme tersebut 
terus berkembang seiring dengan terjadinya masalah-masalah dalam sistem ekonomi 
yang diterapkan. Dan saat ini, kapitalisme mewacana dengan wajah barunya yang 
bernama neoliberalisme. 
Penelitian ini mengulas secara umum sejarah pemikiran ekonomi kapitalis, 
untuk melihat dan memahami sebuah proses evolusi kapitalisme yang terjadi, dari 
masa liberal klasik sampai neoliberalisme saat ini.    
Neoliberalisme yang terwujud saat ini merupakan bentuk baru dari paham 
liberalisme klasik pada abad ke-19. Mekanisme pasar bebas yang dilakukan saat ini 
dengan upaya menghilangkan peran negara yang dikenal dengan istilah laissez faire 
adalah bagian pemikiran dasar yang telah dibangun oleh Adam Smith. 
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Semua ekonom sepakat bahwa Adam Smith adalah pelopor lahirnya 
pemikiran kapitalisme liberal, yang mengakhiri sejarah Merkantilis. Merkantilis 
adalah para saudagar (para merchant) yang mengambil alih politik ekonomi pada 




Masa sebelum munculnya ekonomi Merkantilisme adalah Skolastisi. Kaum 
Skolastisi (Scoolmen) adalah kaum terpelajar abad XIII dan XIV di Eropa yang 
beragama Katolik Roma. Pemikir utamanya adalah Thomas Aquinas. Pemikiran 
kaum Skolastisi dipengaruhi oleh pemikiran yunani dan pemikiran yunani yang 
paling berpengaruh adalah pemikiran Aristoteles. Pemikiran Aristoteles diusahakan 
oleh kaum Skolastisi untuk dipadukan dengan ajaran gereja yang ditujukan pada 
perilaku ekonomi yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Pengenalan Skolastisi dengan 




Ilmuan Islam yang telah menerjemahkan dan mengkaji pemikiran-pemikiran 
filsafat Yunani, melakukan kontak intelektual dengan dunia Eropa melalui Spanyol 
yang telah dikuasai oleh pemerintahan Islam pada abad VIII. Pada abad pertengahan 
(abad V hingga XV) Eropa berkebudayaan Latin, dalam pengertian bahwa bahasa 
Latin bukan saja digunakan dalam pengajaran dan kehidupan gereja melainkan 
sebagai bahasa komunikasi di antara kaum terdidik. Melalui Spanyol, Eropa 
mengenal pemikiran Yunani karena kontak intelektual yang terjadi antara dunia 
Latin, yang beragama Kristen dan dunia Islam. Pemikir Islam yang terkenal berasal 
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dari Spanyol adalah Ibnu Rushd  yang dikenal barat dengan nama Averroes (1126-
1198). Ibnu Rushd yang memiliki nama lengkap Abul Walid Mohammed Ibn 
Achmed Ibn Mohammed Ibn Rushd, memiliki sekitar 67 karya dan di antara karya-
karyanya Ibnu Rushd menafsirkan karya Plato dan Aristoteles. Karya-karya Plato 
dan Aristoteles bukanlah karya asli dalam bahasa Yunani melainkan terjemahan 
dalam bahasa Arab.
6
   
Hasil kajian terhadap pemikiran Yunani yang dipadukan dengan ajaran 
gereja, Aquinas membedakan empat jenis hukum, antara lain:
7
 
1. Eternal Law (Hukum Abadi): Hukum Tuhan yang menguasai alam raya; 
2. Natural Law (Hukum Alam): Hukum Manusia yang diturunkan secara rasional 
dari Hukum Tuhan yang abadi; 
3. Human Law (Hukum Manusia): hukum positif yang ditetapkan pemerintah untuk 
diterapkan di dalam masyarakat; 
4. Diving Law (Hukum suci): hukum yang ditetapkan di dalam kitab suci    
Pemikiran Thomas Aquinas di bidang ekonomi adalah tentang etika dan 
keadilan. Harga yang adil dari suatu barang, yaitu natural price adalah harga yang 
cukup untuk menutupi biaya yang telah dikorbankan produsen untuk 
menghasilkannnya. Menurutnya, tindakan produsen untuk menaikkan harga karena 
barang produksinya dibutuhkan oleh para pembeli adalah tindakan immoral.8 
Dalam hal uang menurut kaum Thomis, uang adalah suatu kesepakatan 
masyarakat yang tidak memiliki nilai intrinsik, yaitu nilai yang melekat pada bahan 
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uang itu sendiri. Nilainya ditetapkan oleh kesepakatan manusia dalam kehidupan 
bermasyarakat. Jika seseorang meminjamkan uangnya pada orang lain, ia tidak 
kehilangan sesuatu yang berharga. Karena itu, tidak pada tempatnya jika ia harus 
mendapat bayaran bunga dari si peminjam. Berdasarkan pemikiran ini, jika 
seseorang meminjamkan tanahnya untuk diolah oleh orang lain, ia pantas 
memperoleh sewa tanah karena tanah itu sendiri bernilai. Pandangan ini mengacu 
pada pandangan Aristoteles dalam bukunya, Ethics dan Politics.9      
Pada perjalanan waktu, terjadi perubahan lingkungan makro maka ajaran 
kaum Skolastisi mulai ditinggalkan sebagai pedoman berpikir dan berprilaku di 
bidang ekonomi. Keadaan berubah tersebut melahirkan pemikiran sejumlah orang di 
bidang ekonomi yang kemudian dikenal dengan label Merkantilisme. Pemikir utama 
kaum Merkantilis, antara lain Antonio Serra (tidak diketahui pasti masa hidupnya) 
dari Italia, Philip W. Von Hornick (1638-1712) dari Austria, Johann Mun (1571-
1641) dari Inggris dan Jean Baptiste Colbert (1619-1683) dari Perancis yang 
merupakan seorang menteri yang melaksanakan kebijakan-kebijakan Merkantilis 
untuk kepentingan negara dan Raja Louis XIV (1638-1715).
10
 
Merkantilis memiliki pemahaman yang khas. Aliran ini memandang bahwa 
manusia itu memiliki sifat serakah, rakus, egois atau mementingkan diri sendiri. 
Sifat dasar dari manusia seperti ini dipandang oleh aliran Mekantilisme sebagai sifat 
yang negatif atau sifat yang jahat. Konsekuensi dari pandangan ini adalah aktivitas 
ekonomi di dalam masyarakat tidak boleh berjalan sendiri, apabila aktivitas ekonomi 
manusia dibiarkan berjalan sendiri secara bebas, maka akan membahayakan bagi 
                                                          
9Ibid, h. 19-21.   
10Ibid, h. 25.  
50 
 
kehidupan ekonomi di dalam masyarakat. Dengan sifat yang serakah tersebut, maka 




Sekurang-kurangnya terdapat tiga perkembangan yang melahirkan pemikiran 
dan kebijakan kaum Merkantilis dalam abad XV hingga abad XVIII di Eropa. 
Pertama, munculnya kegiatan perdagangan dan kota-kota dagang baru di Eropa, 
seperti Venice, Florence, Brugge, Antwerpen, London dan Hansa. Para anggota kelas 
perdagangan tersebut bukan hanya berpengaruh terhadap pemerintahan melainkan 
juga menjadi anggota pemerintahan.
12
  
Kedua, penemuan Dunia Baru yang selanjutnya meningkatkan volume 
perdagangan dan masuknya aliran perak dan emas ke Eropa dalam jumlah yang luar 
biasa besarnya. Penemuan dunia baru itu dimulai dengan pelayaran Columbus, yang 
diikuti lima tahun kemudian oleh Vasco da Gama, serta pelayar-pelayar dari 
Spanyol, Portugis, Inggris, Perancis dan Belanda.
13
 
Ketiga, meningkatnya jumlah uang yang selanjutnya meningkatkan inflasi 
yang luar biasa. Meningkatnya inflasi berarti meningkatnya risiko peminjaman uang 
kepada orang lain, yang menciptakan alasan rasional menurut Merkantilis untuk 
mengenakan bunga pada uang yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain. Hal 
tersebut jelas bertentangan dengan pendapat umum kaum Skolastisi yang tidak 
membenarkan adanya bunga untuk uang yang dipinjamkan.
14
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Deliarnov (2006) menyatakan kaum merkantilis, sangat mengagung-
agungkan perdagangan dan perniagaan untuk mencapai tingkat kemakmuran. 
Menurut mereka, kemakmuran negara dapat diperoleh dari surplus ekspor atas 
impor. Semakin besar surplus ekspor atas impor (yang dibayar dalam bentuk 
batangan emas), semakin tinggi kemakmuran negara tersebut. Pandangan ini 
dikemukakan oleh Jean Baptist Colbert, menteri ekonomi dan keuangan Prancis 
pada era kekuasaan Raja Louis XIV.
15
  
Secara umum pendapat para Merkantilis ditekankan pada: pertama, 
peningkatan kekuatan negara nasional; kedua, surplus neraca perdagangan dengan 
luar negeri; ketiga, mengutamakan ekspor barang hasil industri, bukan hasil produksi 
pertanian; dan keempat, pemberian hak monopoli dan perlindungan pemerintah 
terhadap kegiatan para pedagang.
16
 
Kekuasaan dan saudagar berpadu menjadi satu dalam sejarah Merkantilis, 
pada puncaknya di masa Raja Louis XIV di Perancis, menjadikan Colbert yang 
merupakan saudagar dan pekerja keras sebagai belahan jiwa, sekaligus dipandang 
sebagai kuda beban dan roda pemerintahan Louis XIV selama lebih dari 20 Tahun.  
Jean Baptiste Colbert adalah pekerja gigih demi kejayaan raja dan 
kerajaannya, kepuasan hati dan ketenangan dirinya sendiri. Kerja merupakan 
agamanya, sehingga Colbert pernah berpikir apakah lebih baik bangun subuh lalu 
bekerja ataukah tidur larut malam dan bekerja. Kesimpulan Colbert adalah bangun 
subuh, bekerja dan tidur pada larut malam.
17
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Merkantilisme adalah contoh  dari model primacy of politics, dimana 
ekonomi berpungsi melayani politik atau sebagai refleksi dari hubungan kekuasaan. 
Kaum Merkantilis percaya bahwa konflik adalah sesuatu yang intrinsik dalam 
kehidupan ekonomi, bukan sesuatu yang harmoni. Konflik lebih mengemuka dalam 
ekonomi internasional. Karena adanya konflik tersebut, tugas utama pemerintah 
adalah untuk menjamin keamanan negara yang jika perlu, dilakukan dengan 
mengorbankan kekayaan dan keamanan negara-negara tetangga. Untuk itu semua 
konsiderans dan kepentingan harus disubordinasikan pada prioritas 




Pemikiran ekonomi Merkantilis yang dijalankan Colbert setelah 
memantapkan kekuasaannya, adalah pengembangan berbagai industri dalam negeri, 
melindungi para investor, mendatangkan para pekerja dari luar negeri dan mencegah 
tenaga kerja Perancis ke luar negeri. Untuk menjamin diterimanya barang-barang 
buatan Perancis di pasar luar negeri maupun di pasar dalam negeri, maka setiap 
barang yang dihasilkan harus tunduk terhadap hukum yang diterapkan secara ketat 
untuk menjamin mutunya. Barang siapa yang melanggarnya akan dihukum. 
Hukuman bagi pelanggaran bertingkat. Pelanggaran pertama diganjar dengan 
pangadilan pelanggarnya di depan umum. Pelanggaran yang kedua diganjar dengan 
pemusnahan barang yang dihasilkan. Dan pelanggaran yang ketiga diganjar dengan 
hukuman badan dengan alat pasung yang dinamakan pillory. Dalam catatan sejarah, 
16.000 pengusaha kecil yang dihukum mati karena pelanggaran yang tidak lebih dari 
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Campur tangan negara dalam perekonomian, bertujuan campur untuk 
mengakumulasikan surplus. Kenyataannya, praktek campur tangan tersebut hanya 
dinikmati oleh pengusaha yang berkolaborasi dengan penguasa, sementara 
kesejahteraan rakyat jelata, terutama kaum petani yang bekerja lebih keras dan tidak 
diperhatikan. Realita ironis, seolah-oleh kebijakan yang diambil demi negara dan 
rakyat, dalam kenyataannya lebih dinikmati oleh segelintir pengusaha licik yang 
berkolaborasi dengan penguasa korup.
20
 
Anti tesis dari pemikiran Merkantilis yang diterapkan sebagai reaksi atas 
keistimewaan yang dinikmati oleh saudagar-saudagar licik yang berkolaborasi 
dengan penguasa korup adalah aliran pemikiran Fisiokratisme. Pemikiran 
Fisiokratisme ini dikembangkan oleh Francois Quesnay (1694-1774). Berbeda 
dengan kaum Merkantilis yang sangat mengagung-agungkan aktivitas perdagangan 
luar negeri, kaum Fisiokrat menyebut kegiatan perdagangan bersifat steril, sedang 
aktivitas yang betul-betul produktif menurut mereka adalah kegiatan yang banyak 
memanfaatkan kekayaan alam seperti pertanian dan pertambangan.
21
  
Kaum Fisiokrat membagi penduduk atas tiga kelas, yaitu: pertama, kelas 
produktif (la classe produktive) yang terdiri dari petani, peladang dan mereka yang 
bergerak dalam usaha pertambangan; kedua, kelas semi-produktif; dan ketiga, kelas 
steril yang tidak produktif.
22
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Merkantilisme banyak melakukan tindakan semena-mena terhadap kaum 
petani meskipun telah banyak berjasa, namun kaum petani dikenakan pajak yang 
tinggi dan dikenai berbagai pungutan. Menurut Quesnay hal ini merupakan bahaya 
laten yang akan menimbulkan sikap perlawan dari para petani yang tidak puas 
terhadap para saudagar yang diuntungkan. Prediksi Quesnay menjadi kenyataan 
dengan meletusnya Revolusi Perancis pada akhir abad XVIII. Untuk memperbaiki 
keadaan tersebut, kaum Fisiokrat meminta agar aktivitas ekonomi tidak perlu diatur 
oleh pemerintah. Kaum Fisiokrat juga meminta agar monopoli dan kemudahan-
kemudahan pada sekelompok orang harus dihapuskan dan sekat-sekat perdagangan 
dibuka. Pandangan inilah yang kemudian diadopsi oleh Adam Smith, yang dikenal 
sebagai penggagas perdagangan bebas berdasarkan prinsip ‚laissez faire, laissez 
Passer‛ .23 
Dalam suatu pertemuan antara sejumlah pedagang, yang dipimpin oleh 
seorang yang bernama Le Gendre, dengan menteri Colbert, menteri bertanya apa 
yang dapat dilakukannya untuk membantu para pedagang. Le Gendre dengan singkat 
menjawab: ‚wakil pedagang menghadap Colbert, meminta deregulasi‛. Dari 
pertemuan ini lahir ungkapan yang terkenal hingga saat ini, yaitu laissezfaire, laissez 
passer, le monde va alors de lui-meme. Maksud dari ungkapan tersebut adalah 
biarkanlah orang bebas bertindak, bebas melangkah, bumi berputar dengan 
sendirinya tanpa adanya campur tangan manusia. Ungkapan ini kemudian dipadukan 
dengan ungkapan Markies d’Argenson, yaitu pour gouverner mieux, il faudrait 
pouverner moins. Maksud dari sambungan ungkapan tersebut, yakni untuk 
memerintah dengan baik, orang harus kurang memerintah. Dalam bahasa masa kini 




pikiran tersebut muncul dalam berbagai ungkapan, seperti deregulasi, 
debirokratisasi, swastanisasi, desentralisasi, demokratisasi.
24
 
Pemikiran tersebut yang diadopsi oleh Adam Smith. Kemudian melalui The 
Wealth of Nations, Adam Smith melakukan serangan bersejarah yang paling 
mematikan terhadap kebijakan ekonomi yang mengakhiri sejarah Merkantilis pada 
tahun 1776M. Buku tersebut berisi pandangan-pandangan Smith tentang politik 
ekonomi, seperti pandangan tentang kekayaan (wealth), pembagian kerja (devision 
of labor), khuluk manusia (nature of men), mekanisme pasar (market mechanism) 
dan paham liberalisme (liberalism).25 
Menurut Smith, kemakmuran suatu bangsa bukan diukur dengan uang yang 
dimilikinya, melainkan tingkat kehidupan rumah tangga. Kemakmuran bangsa harus 
dilihat berdasarkan sudut para konsumen, bukan berdasarkan sudut kekayaan yang 
dimiliki pemerintah dan kaum pedagang. Kemakmuran bangsa berasal dari kegiatan 
seluruh individu yang bebas berprakarsa, bukan dari monopoli dan proteksi bagi 
segelintir orang.  
Liberalisme klasik dijalankan hingga terjadinya krisis yang sangat dahsyat 
yang dikenal sebagai great depression pada tahun 1930 M. Sistem ekonomi yang 
menganut prinsip penghapusan intervensi negara ini mengalami kegagalan 
mengatasi krisis yang terjadi.
26
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Paham mekanisme pasar sempurna telah membuat kesenjangan yang luar 
biasa antara buruh dan pemodal. Sistem ekonomi liberal yang berlandaskan pada 
ekonomi pasar banyak mendapatkan kritikan dari kaum Sosialis. Ketika liberalisme 
berjalan di pasar, ternyata memunculkan kekuasaan para pemilik modal. Kapitalisme 
dianggap sebagai pemicu munculnya konflik antar kelas. Konflik yang terjadi antara 
pemilik modal (kapital) dengan pihak yang hanya memiliki modal fisik. Golongan 
Marxis melihat konflik antara kaum borjuis dan proletar inilah yang dianggap 
sebagai pemicu dari kehancuran liberalisme. Golongan marxis memberikan 
gambaran kronologis, ketika kaum buruh ditindas secara terus-menerus maka akan 
muncul gerakan besar-besaran yang dilakukan secara bersama-sama untuk menuntut 
dilakukannya penghapusan sistem kapitalisme. 
Pemikiran Karl Max sangat berbeda 180 derajat dengan kapitalisme liberal, 
yang menjadikan instrumen negara sebagai pemilik seluruh kekayaan dan semua 
produktivitas mesti terjadi melalui mekanisme intervensi negara. Meskipun negara 
Uni Soviet dan sebagian negeri bagian timur akhirnya mengadopsi ideologi 
sosialisme, tetapi dunia barat yang telah menjadi negara adidaya seperti Inggris 
demikian pula Amerika Serikat, dan Prancis justru menjadi musuh bagi ideologi 
sosialisme, yang mengakibatkan pecahnya  perang dunia kedua.
27
 
Kegagalan ekonomi kapitalis liberal tidak menjadikan para ekonom kapitalis 
barat meninggalkan ide-ide mereka. Justru melahirkan ide neoklasik untuk 
memperbarui ide sebelumnya yang memiliki kelemahan.  
Pada tahun 1930-an, Ludwig von Mises dan Friedrich A. Hayek melancarkan 
serangan tentang kemungkinan keberhasilan sistem sosialisme. Mises mengatakan 
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bahwa sosialisme adalah ‚impossible‛ karena tidak ada cara bagi perencana untuk 
memperoleh informasi yang diperlukan demi mengatur perekonomian. 
Para pakar neoklasik tidak menerima kritikan yang disampaikan oleh Karl 
Max. Mereka melihat bahwa perekonomian memang tidak berjalan mulus menurut 
aturan alami dan tidak selalu menuju pada keseimbangan, seperti yang dipersepsikan 
kaum klasik. Akan tetapi, mereka lebih tidak setuju lagi jika mekanisme pasar ini 
diabaikan dan segala sesuatu serba diatur oleh pemerintah. Menurut pakar neoklasik, 
untuk mengatasi kelemahan dan ketidaksempurnaan pasar, boleh ada dan seharusnya 
memang ada campur tangan pemerintah. Akan tetapi, campur tangan pemerintah 
hanya diperlukan untuk mempengaruhi distorsi yang terjadi di pasar. Bukan untuk 
menggantikan fungsi mekanisme pasar itu sendiri. 
Pakar-pakar ekonomi neoklasik generasi kedua, mereka yang digolongkan ke 
dalam Ekonomi Cambridge karena pendirinya, seperti Alfred Marshall (1842-1924) 
dan pendukungnya kebanyakan berasal dari University of Cambridge, mereka 
memiliki pandangan berbeda dengan pakar ekonomi neoklasik generasi pertama 
yang masih percaya bahwa di pasar berlaku prinsip persaingan sempurna dan bahwa 
perekonomian selalu menuju pada keseimbangan.
28
  
Marshall dan para pakar generasi kedua tahun 1930-an, seperti Piero Srafa, 
Joan Violet, Robinson dan Edward Chamberlin, pandangan mereka adalah pasar 
persaingan tidak sempurna, bisa berbentuk kompetisi, oligopoli atau monopoli. 
Menurut mereka, ketidaksempurnaan pasar terjadi akibat asumsi-asumsi pasar 
persaingan sempurna seperti banyak penjual dan pembeli, produk homogen, 
perusahaan bebas keluar masuk pasar, informasi sempurna dan sebagainya 
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terlanggar. Apabila ada asumsi-asumsi pasar persaingan sempurna yang terlanggar, 
berarti pasar tidak lagi beroperasi dalam pasar persaingan sempurna, melainkan 
pasar persaingan tidak sempurna. Implikasi dari pasar persaingan tidak sempurna 
adalah terlanggarnya pasar persaingan sempurna, maka hal ini akan membuka 
peluang bagi tindakan politik di mana pemerintah perlu ikut campur ‚mengoreksi‛ 
ketidaksempurnaan yang terjadi di pasar.
29
 
Depresi besar-besaran yang dialami oleh Amerika serikat pada tahun 30-an, 
menurut keynes adalah karena permintaan agregat jauh lebih kecil dibandingkan 
penawaran agregat, menyebabkan perekonomian berada dalam posisi keseimbangan 
pemanfaatan sumber daya yang rendah (low level equilibrium). Hasil pengamatan ini 
memaksa keynes mengkritik self-regulation ekonomi pasar yang dianut kaum klasik 
dan neoklasik. Keynes berpandangan untuk meningkatkan permintaan agregat salah 
satu cara yang ampuh adalah level kebijakan fiskal yang ekspansif. Di pasar uang, 
keynes menganggap perlu diperhatikan faktor ekspektasi selain tingkat suku bunga. 
Di pasar tenaga kerja, pemerintah perlu menetapkan kebijakan upah minimum.
30
 
Dampak dari pemikiran Keynes, sejak tahun 1960-an hingga saat ini 
dihampir seluruh dunia pemerintah terlibat aktif dalam membuat kebijakan-
kebijakan ekonomi (fiskal, moneter, perdagangan internasional), pemerintah juga 
membuat regulasi seperti UU ketenagakerjaan, UU perlindungan konsumen, UU 
pelestarian dan perlindungan lingkungan. Bahkan, pemerintah juga tidak sedikit 
yang terlibat sebagai pelaku ekonomi dengan mendirikan BUMN dan BUMD.
31
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Kecendrungan membengkaknya andil pemerintah tidak hanya terjadi di 
Amerika Serikat, tetapi juga di Inggris dan negara-negara Eropa. Pada tahun 50-an 
hingga 70-an, gerakan negara kesejahteraan muncul di mana-mana. Di Inggris, 
proporsi GDP yang dibelanjakan untuk pelayanan kesejahteraan dari 5 persen pada 
tahun 1945 naik menjadi 20 persen tahun 1970-an. Di Amerika sendiri, perhatian 
terhadap program-program kesejahteraan justru jauh lebih lambat. Baru Pada 
pemerintahan Kennedy dan Johnson (1961-1968), negara menyediakan pelayanan 
kesejahteraan secara substansial dan baru pada tahun 1964 M, Johnson menyatakan 
perang terhadap kemiskinan.  
Akan tetapi, krisis tahun 70-an dan 80-an yang dipicu oleh kebijakan 
embargo minyak, menyebabkan timbulnya desakan untuk mereposisi peran negara. 
Seperti yang diungkapkan PM Inggris James Callahan yang dibacakan pada 
Konferensi Partai Buruh: ‚Selama ini kami berpikiran bahwa anda dapat mengatasi 
krisis dan meningkatkan kesempatan kerja dengan meningkatkan pengeluaran 
pemerintah. Sekarang saya beri tahu pada anda bahwa hal tersebut tidak berlaku 
lagi!‛32 
Kapitalisme yang terus berkembang dan bertahan hingga beberapa dekade. 
Proses kapitalisme yang selalu berevolusi dan kemampuannya beradaptasi dengan 
keadaan baru menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kapitalisme bertahan. 
Kapitalisme memiliki proses yang progresif, mengikuti apa yang menjadi tujuannya. 
Kapitalisme juga memiliki fleksibilitas yang terus berkembang sehingga dapat 
menghadapi kondisi baru dan ancaman. Kapitalisme selalu mencoba melakukan 
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sesuatu yang berbeda, yang lebih menguntungkan dan ketika perusahaan lain 
mencapai kesuksesan yang lainnya bergerak untuk menandingi.
33
 
Namun realitasnya, sistem ekonomi kapitalisme tetap saja memperlihatkan 
kerapuhannya dengan berbagai krisis yang terjadi silih berganti di negara-negara 
maju, negara berkembang serta krisis yang terjadi terakhir hingga saat ini adalah 
krisis ekonomi yang berawal dari krisis kredit finansial yang akhirnya merontokkan 
sebuah Bank terbesar di Amerika Serikat yakni Lehman Brother kemudian krisis ini 
melebar hingga Eropa. 
B. Neoliberalisme; Spirit Baru Kapitalisme 
Banyak pakar ekonomi yang menyimpulkan bahwa neoliberalisme 
mendapatkan momen berharga penerapannya secara luas pada tahun 1980, saat 
Ronald Reagen menjadi presiden di Amerika dan Thatcher menjadi Perdana Menteri 
di Inggris.
34
   
Semangat kapitalisme dan kejayaan neoliberalisme mencapai puncaknya. 
Reagen di Amerika serikat melakukan pengurangan subsidi besar-besaran terhadap 
kesehatan., sedang Thatcher di Inggris melakukan privatisasi BUMN secara 
massal.
35
 Thatcher dan Reagen sama-sama menginginkan agar peran negara 
dikembalikan pada fungsi dasarnya. 
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Sebagai konsekuensi dari perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh 
Thatcher dan Reagen yakni negara tidak lagi mempunyai tanggung jawab membantu 
orang-orang yang tidak produktif. Peran pemerintah hanya dibatasi untuk 
menciptakan sebuah kerangka di mana tiap orang bisa bekerja dengan baik mengejar 
tujuan masing-masing.  
John Grey (1993) dalam bukunya Beyond the New Right: ‚Peran pemerintah 
adalah mengurangi kejahatan-kejahatan dalam diri manusia dan menyediakan sebuah 
kerangka di mana rakyat dan masyarakat dapat mengejar tujuan-tujuan mereka, 
tidak untuk menjamin kesejahteraan umum!‛ Menurut deliarnov (2006) yang 
melatarbelakangi perubahan peran pemerintah adalah karena pada tahun 70-an dan 




Sebelum tahun 80-an tersebut pemikiran keynesianisme yang diterapkan. 
Kemudian terjadi peperangan Yom Kippur bulan oktober 1973 M selama 20 hari 
antara negara-negara Arab pemimpin Mesir dan Suria melawan musuh bebuyutan 
kaum muslimin yakni Israel. Maka, Arab yang merupakan penghasil minyak, 
memainkan instrumen tersebut, dengan melakukan embargo minyak terhadap negara 
sekutu utama Israel, yakni Amerika Serikat. Akibatnya, harga bensin di Amerika 
melambung tinggi dan anggaran pemerintah mengalami pendarahan hebat. Saat 
itulah, para elit mengambil kebijakan di Washington dengan mengurangi subsidi 
yang biasanya dibelanjakan untuk rakyatnya. Ide-ide liberalisme kemudian kembali 
mengemuka setelah tidur selama empat dekade.
37
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Selain disebabkan politik embargo minyak yang dilancarkan oleh negara-
negara penghasil minyak yang tergabung dalam OPEC, termasuk tingginya anggaran 
untuk program kesejahteraan, dianggap sebagai salah satu penyebab krisis ekonomi 
yang terjadi. Pada saat krisis tersebut terjadi sangat banyak orang yang menganggur, 
sedangkan pemerintah memberikan bermacam kemudahan dan bantuan bagi yang 
tidak bekerja. Program kesejahteraan tersebut dianggap oleh Thatcher sebagai 




Sedangkan negara-negara berkembang menemukan momentumnya pada akhir 
1980-an, menyusul terjadinya krisis moneter secara luas di negara-negara Amerika 
Latin. Departemen Keuangan Amerika Serikat bekerjasama dengan Dana Moneter 
Internasional (IMF), merumuskan sebuah paket kebijakan ekonomi neoliberal yang 
dikenal sebagai paket kebijakan konsensus Washington.
39
  
Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam pendahuluan, inti dari paket 
kebijakan Konsensus Washington yang menjadi menu dasar program penyesuaian 
struktural IMF tersebut adalah sebagai berikut:
40
 
1) Pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk kebijakan penghapusan subsidi. 
2) Liberalisasi sektor keuangan. 
3) Liberalisasi perdagangan dan 
4) Pelaksanaan Privatisasi BUMN. 
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Keempat poin di atas harus dijalankan pemerintah sebagaimana apa yang 
menjadi perjanjian yang telah disepakati dengan IMF. Melalui jebakan utang kepada 
Indonesia dan negara-negara berkembang, Neoliberalisme telah melebarkan 
sayapnya. 
Konsep ekonomi Neoliberalisme secara umum mengandung beberapa hal, 
antara lain: pertama, menginginkan sistem ekonomi yang sama dengan kapitalisme 
abad XIX, menghargai kebebasan individu berjalan sepenuhnya dan campur tangan 
pemerintah sangat sedikit dalam urusan ekonomi. Penentu utama dalam kehidupan 
ekonomi adalah mekanisme pasar, bukan pemerintah; Kedua, mengembalikan 
kepercayaan pada kekuasaan pasar bebas (pasar yang berkuasa). Untuk 
mengembalikan kepercayaan, kaum Neoliberalisme selalu mengusung kebebasan dan 
tidak adanya hambatan buatan yang diterapkan pemerintah. Oleh karena itu, 
perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu pada penjualan 
produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau tanpa hambatan perdagangan 
lainnya (tanpa regulasi legal); Ketiga, menolak (mengurangi) campur tangan 
pemerintah dalam ekonomi domestik. Gagasan ini terfokus pada metode pasar 
bebas, pembatasan campur tangan pemerintah yang sedikit terhadap perilaku bisnis 
dan hak-hak milik pribadi; Keempat, memangkas anggaran layanan publik untuk 
sosial; Kelima, deregulasi, menghapus hambatan dan hukum perdagangan; Keenam, 
privatisasi, yakni aktivitas ekonomi harus dikelola oleh swasta; Ketujuh, 
Menghilangkan konsep ‚the public good‛ yakni mengurangi tanggung jawab 
bersama dan menggantikannya dengan kewajiban individu.
41
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Menurut Mansour Fakih (2004), secara lebih spesifik, pokok-pokok pendirian 
neoliberalisme meliputi beberapa hal:  
Pertama, membebaskan perusahaan swasta dari campur tangan pemerintah, 
misalnya jauhkan pemerintah dari campur tangan di bidang perburuhan, investasi 
dan harga, serta biarkan mereka mempunyai ruang untuk mengatur diri sendiri untuk 
tumbuh dengan menyediakan kawasan pertumbuhan, seperti Otorita Batam, NAFTA 
(North American Free Trade Agreement), SIJORI (Singapura, Johor dan Riau) dan 
sebagainya. 
Kedua, menghapus subsidi negara kepada rakyat, karena hal itu selain 
bertentangan dengan prinsip neoliberalisme tentang jauhkan campur tangan 
pemerintah, juga bertentangan dengan prinsip pasar dan persaingan bebas. Oleh 
karena itu, pemerintah juga harus melakukan privatisasi semua perusahaan milik 
negara, karena perusahaan negara pada dasarnya dibuat untuk melaksanakan subsidi 
negara pada rakyat, dan itupun menghambat persaingan bebas. 
Ketiga, menghapus ideologi ‘kesejahteraan bersama’ dan pemilikan komunal, 
seperti yang banyak dianut manyarakat ‚tradisional‛. Paham kesejahteraan dan 
kepemilikan bersama mereka menghalangi pertumbuhan. Akibat dari prinsip 
tersebut adalah serahkan manajemen sumber daya alam pada ahlinya dan bukan pada 
masyarakat tradisional (sebutan bagi masyarakat adat) yang tidak mampu mengelola 
sumber daya alam secara efisien dan efektif.
42
 
Mansour Fakih (2004), juga merinci apa yang menjadi poin-poin inti dari 
Konsensus Washington yang mencakup sepuluh ajaran neoliberalisme: 
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1) Disiplin fiskal, yang intinya adalah memerangi defisit perdagangan. 
2) Public expenditure atau anggaran pengeluaran untuk publik, kebijakan ini 
berupa memprioritaskan anggaran belanja pemerintah melalui potongan segala 
subsidi. 
3) Pembaharuan pajak, seringkali berupa pemberian kelonggaran bagi para 
pengusaha untuk kemudahan pembayaran pajak. 
4) Liberalisasi keuangan, berupa kebijakan bunga bank yang ditentukan oleh 
mekanisme pasar. 
5) Nilai tukar uang kompetitif, berupa kebijakan untuk melepaskan nilai tukar 
uang tanpa kontrol pemerintah. 
6) Trade liberalisation barrier, yakni kebijakan untuk menyingkirkan segenap hal 
yang menggangu perdagangan bebas, seperti kebijakan untuk mengganti segala 
bentuk lisensi perdagangan dengan tarif dan pengurangan bea tarif. 
7) Forign direct investment, berupa kebijakan untuk menyingkirkan segenap aturan 
pemerintah yang menghambat pemasukan modal asing. 
8) Privatisasi, yakni kebijakan untuk memberikan semua pengelolaan perusahaan 
negara kepada pihak swasta. 
9) Deregulasi kompetisi. 
10) Intellectual Property Rights atau hak paten.43 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001, tentang minyak 
dan gas bumi merupakan salah satu regulasi yang lahir seolah memberikan jawaban 
arah kebijakan negara yang mengarah pada neoliberalisme. Ahmad Daryoko yang 
saat ini sebagai Direktur Federasi Serikat Pekerja PLN dan juga Sekjen Federasi 




BUMN Strategis, dalam beberapa forum yang dihadiri oleh penulis, menggambarkan 
beberapa regulasi yang dibuat oleh pemerintah dan DPR adalah jalan untuk 
meliberalkan negara Indonesia serta upaya untuk mengurangi bahkan menghilangkan 
peran strategis negara dalam mengelola kekayaan alam seperti minyak bumi yang 
akan diserahkan pada mekanisme pasar.
44
  
Sebagian besar kebijakan publik yang dihasilkan oleh para policy maker 
tanpa mereka sadari sesungguhnya cenderung berpihak kepada kepentingan modal. 
Banyak kepentingan rakyat yang dulunya menjadi tanggung jawab negara kini telah 
diatur oleh mekanisme pasar bebas dalam desain kapitalisme-sekuler yang 
membangun sistem hubungan negara dengan rakyat dalam tatanan masyarakat 
neoliberalisme.  
Fakta kelahiran beberapa UU Republik Indonesia, misalnya UU RI No 
30/2009
45
 tidak bisa dipisahkan dengan kehadiran IMF, World Bank, WTO dan 
lembaga-lembaga kapitalis lainnya yang menciptakan sebuah mekanisme dan 
perjanjian kepada negara-negara yang dicengkramnya. Lembaga ini dibentuk oleh 
sebuah kekuatan besar dari para pemilik modal yang akan menyuntikkan dana 
kepada negara-negara yang butuh dana besar untuk menutupi APBN. 
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Konferensi pers yang diadakan oleh HTI di Crown Places pada bulan maret sebagai 
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UU RI No 30/2009 adalah UU ketenagalistrikan. UU RI No. 20/2002  yang pernah dibuat 
mirip dengan UU RI No 30/2009 kemudian dibatalkan oleh MK karena melanggar UUD Negara RI 
Pasal 33. Kemudian diajukan dibuat kembali tahun 2009, dan telah diajukan judisial review namun 
ditolak oleh MK. Lihat DEWAN PIMPINAN PUSAT SP PT PLN (PERSERO), Siaran Pers Tentang 
Persiapan Mogok Nasional: Karena Di Mulainya Privatisasi Pln Dan Liberalisasi Sektor 
Ketenagalistrikan, http://pembebasan-pusat.blogspot.com/2011/09/siaran-pers-tentang-persiapan-
mogok.html (01 Juni 2012) 
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C. Sistem Ekonomi Kapitalisme-Neoliberalisme 
Smith (1776) menggambarkan pengenalannya tentang kenyataan hidup. 
Menurutnya, manusia adalah homo economicus yang senantiasa mengejar 
kepentingannya sendiri guna memperoleh manfaat atau kenikmatan yang sebesar-
besarnya dari apa saja yang dimilikinya. Jika karakter manusia yang egosentris dan 
individualistis seperti ini dibiarkan tanpa campur tangan pemerintah sedikitpun, 
dengan sendirinya akan terjadi alokasi yang efisien dari faktor-faktor produksi, 
pemerataan dan keadilan, kebebasan, daya inovasi, dan kreasi berkembang 
sepenuhnya.
46
   
Perekonomian tanpa campur tangan pemerintah (laissez faire) yang 
mengedepankan nilai kebebasan (liberalisme), maka perekonomian secara otomatis 
mengatur dirinya untuk mencapai kemakmuran dan keseimbangan. Alasan utama 
Smith melarang intervensi pemerintah adalah doktrin invisible hands. Menurut 
doktrin ini, kebebasan (freedom), kepentingan diri sendiri (self interest) dan 
persaingan (competition) akan menghasilkan masyarakat yang stabil dan makmur.  
Upaya setiap individu untuk merealisasikan kepentingan dirinya sendiri 
bersama jutaan individu lainnya akan dibimbing oleh ‚tangan tak terlihat‛. 
Kemudian upaya individu untuk mengejar kepentingannya tersebut secara sadar atau 
pun tidak, individu tersebut mempromosikan kepentingan publik.
47
 Teori tersebutlah 
yang kemudian melahirkan teori mekanisme pasar. 
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Sumbangan pokok buku Wealth of Nations48 adalah mekanisme pasar, yang 
bekerja sebagai mesin, yang akhirnya membentuk pendapatan nasional, yang 
menjadi sumber kemakmuran bangsa. Mekanisme itu berjalan seakan-akan diatur 
oleh sebuah tangan yang tidak kelihatan (invesible hands) sebagaimana yang telah 
dibahas sebelumnya. Dengan teori ini maka Adam Smith dikenal sebagai penggagas 
perdagangan bebas berdasarkan prinsip ‚laissez faire, laissez passer‛. Menurut Adam  
Smith: 
it is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that we 
expect our dinner, but from their regard of their own interest. We address 
ourselves not to their humanity but to their self-love, and never talk to them of 
our own necessities but of their advantages.49 
Terjemahan bebas: 
Kita tidak mengharapkan makan malam kita disediakan oleh kebaikan hati 
tukang daging, pembuat bir, atau pembuat roti, melainkan perhatian mereka 
terhadap kepentingan mereka sendiri. Kita tidak berbicara tentang sifat 
kemanusiaannya terhadap orang lain melainkan tentang cinta mereka terhadap 
dirinya sendiri, dan kita tidak pernah berbicara kepada mereka tentang 
kebutuhan kita sendiri melainkan tentang keuntungan mereka
50
  
Pada saat Adam Smith dalam lawatannya ke Prancis, dia bertemu dengan 
Montesquieu. Sebuah kalimat dari buku Montesquieu, the Spirit of the Laws (1748) 
ternyata mirip dengan kata-kata Adam Smith tersebut, yaitu: it turns out that 
overyone contributes to the general welfare while thinking that he works for his own 
interest. Perhatian setiap orang terhadap dirinya sendiri, tanpa disangkanya, 
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Buku Wealth of Nations adalah buku yang ditulusi oleh Adam Smith pada tahun 1776, 
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Pennsylvania State University, 2005), h. 19. 
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W.I.M. Poli, op. cit., h. 66.  
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menghasilkan kebaikan untuk semua orang di dalam masyarakat. Jika ini yang 
terjadi, haruslah disimpulkan tentang adanya hukum alam yang menghasilkan 
ketertiban di dalam kehidupan masyarakat.
51
 
Smith 1776 M berpandangan, upaya untuk mengejar kepentingan pribadi 
sifatnya tidak harus eksklusif. Kadang, untuk dapat mengejar kepentingan pribadi 
orang justru harus bekerja sama dengan pihak lain dan saling membantu (scratching 
another person’s back). Yang jelas, untuk mengejar keinginan-keinginan pribadi 
seseorang harus melayani orang lain.
52
 
Penjabaran sederhana dari teori yang dibangun Smith sebagai berikut: kalau 
ada barang dan jasa yang harganya tinggi, sehingga memberikan laba yang sangat 
besar (laba supernormal) kepada para produsennya, banyak orang akan tertarik 
memproduksi barang yang sama. Akibatnya suplay meningkat dan ceteris paribus 
harga turun. Kalau harga turun sampai di bawah harga pokok, ceteris paribus suplay 
menyusut karena harga meningkat lagi. Harga akan berfluktuasi tipis dengan kisaran 
yang memberikan laba yang sepantasnya saja (laba normal) bagi para produsen. Hal 
yang sama berlaku buat jasa distribusi.
53
  
Sekilas teori itu nampak ideal, ketika buku The Wealth of Nations 
diterbitkan tahun 1776, hampir semua barang adalah komoditas yang homogen, 
seperti gandum, gula, garam dan katun. Lambat laun daya inovasi dan daya kreasi 
dari beberapa produsen berkembang. Ada saja diantara para produsen yang sejenis 
yang lebih pandai, sehingga mampu melakukan diferensiasi produk.
54
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Sebagai contoh, garam dikemas ke dalam botol kecil praktis yang siap pakai 
di meja makan. Di dalamnya ditambahkan vitamin dan diberi merek yang 
diaptenkan, kemudian mempromosikan garamnya yg lain dengan garam biasa. 
Konsumen percaya dan siap membayar dengan harga yang lebih mahal. Produsen 
bisa memperoleh laba tinggi tanpa saingan dalam waktu yang cukup lama. Selama 
itu, dia menumpuk laba tinggi (laba supernormal) yang menjadikannya kaya. 
Ebenstein dan Fogelman (1994), mengungkapkan bahwa sistem kapitalisme 
mempunyai empat pilar utama, yaitu:
55
 
1) Pemilikan perorangan (individual ownership) 
Dalam sistem ekonomi kapitalisme, pemilikan alat-alat produksi (tanah, 
pabrik, mesin, sumber alam) dikuasai secara perorangan, bukan oleh negara. Prinsip 
ini tetap mengakui adanya kepemilikan negara yang berwujud monopoli yang 
bersifat alamiyah atau menyangkut pelayanan jasa kepada masyarakat umum 
seperti: kantor pos, tetapi hal tersebut tetap sebagai pengecualian, bukan bagian dari 
pengaturan. 
2) Perekonomian pasar (market economy) 
Perekonomian pasar bagi sistem ekonomi kapitalisme didasarkan pada 
spesialisasi kerja. Setiap orang hanya memasok sebagian kecil dalam memenuhi 
kebutuhannya melalui keterampilan dan pekerjaan pribadi. Barang dan jasa tidak 
dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga produsen sendiri tetapi 
ditujukan untuk pasar. Sedangkan dalam masalah harga, penawaran dan permintaan 
menjadi faktor penentu, dengan syarat persaingan yang ada tidak diganggu dan 
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dinodai oleh monopoli, oligopoli atau oleh perusahaan-perusahaan besar dalam hal 
jenis usaha atau industri tertentu yang dapat memegang posisi memimpin dalam 
menentukan harga. 
3) Persaingan (competition) 
Dalam bidang persaingan, riset menduduki posisi yang paling penting dan 
paling menentukan. Riset yang dilakukan hari ini ditujukan untuk mendapatkan 
produk yang lebih murah dan lebih berkualitas untuk hari esok. Kegairahan untuk 
bersaing terlihat dalam kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan membelanjakan 
anggaran yang terus meningkat untuk keperluan riset. Dengan mengakselerasi 
tingkat perubahan dalam perekonomian, sejak dini riset telah mendorong persaingan, 
bahkan jauh sebelum barang dan jasa masuk ke pasaran. Riset juga merupakan faktor 
penting dalam persaingan antar negara. 
4) Keuntungan (profit) 
Dalam sistem ekonomi kapitalisme, keuntungan merupakan salah satu ciri 
pokok. Perekonomian kapitalis memberikan kesempatan lebih banyak untuk meraih 
keuntungan, dibanding dengan perekonomian yang lain, karena adanya tiga jaminan 
kebebasan yaitu: kebebasan berdagang dan menentukan pekerjaan, kebebasan hak 
kepemilikan dan kebebasan mengadakan kontrak. 
Sementara menurut Hafidz Abdurrahman (2011), Sistem Kapitalisme 
dibangun atas tiga Pilar, yaitu: 
1) Problem Kelangkaan Relatif (al-nadrah al-nisbiyyah) atau scarcity Problem yang 
terjadi pada barang dan jasa (good and service) yang terkait dengan kebutuhan 
manusia. Dengan kata lain, barang-barang dan jasa yang ada tidak mampu untuk 
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memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia yang terus bermunculan dan beraneka 
ragam. 
2) Nilai (value) suatu barang yang diproduksi. Inilah yang menjadi dasar penelitian 
ekonomi, bahkan yang paling banyak dikaji oleh sistem ekonomi kapitalisme. 
3) Harga (price) serta fungsi yang diaminkannya dalam produksi, konsumsi dan 
distribusi. Bagi mereka, harga adalah alat pengendali dalam sistem ekonomi 
kapitalisme. 
D. Mekanisme Pasar Bebas; Spirit Privatisasi 
Pasar bebas merupakan solusi bagi faham kapitalisme liberalisme dari klasik 
hingga neoliberalisme. Mekanisme pasar bebas menurut kapitalisme tidak akan 
berjalan secara efisien dan kompetitif apabila masih tetap ada intervensi negara. 
Negara menurut mereka cukup untuk mengurusi apa yang menjadi bagiannya.  
Sebelum lebih jauh membahas privatisasi maka sangat penting dipahami 
tentang bagaimana mekanisme pasar bebas bekerja. Pentingnya memahami 
mekanisme pasar bebas adalah untuk menyelesaikan problem mendasar sistem 
ekonomi kapitalisme, yakni produksi, konsumsi dan distribusi. Mekanisme pasar 




Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya (kekuatan) 
tarik menarik antara konsumen dan produsen yang bertemu di pasar bebas. Hasil 
netto dari kekuatan tarik menarik tersebut adalah terjadinya harga. Harga tersebut 
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Untuk menjelaskan itu semua Dwi Condro Triono (2011), mengulas dengan 
memberikan contoh yang sederhana. Menurutnya, bagi anda yang punya pengalaman 
membeli HP di era 90-an, pasti bisa merasakan perbedaan yang sangat mencolok 
dibanding membeli HP di era sekarang. Di era tahun 90-an, operator telepon seluler 
yang ada di Indonesia masih dimonopoli oleh satu operator saja, yang kebetulan 
milik pemerintah. Belum ada izin bagi pihak swasta untuk menjadi operator telepon 
seluler. Dengan kata lain, belum ada persaingan yang bebas untuk menjadi operator 
telepon seluler. Akibatnya, adalah harga kartu sim perdana seluler pada era tahun 90-
an sangat tinggi hingga mencapai Rp. 1.500.000,-. Itu pun membelinya tidak bisa 
langsung, harus mendaftar dulu, menyerahkan foto copy KTP, harus menunggu 
sampai berhari-hari, itu pun belum tentu dapat dan masuk dalam daftar tunggu 
(waiting list), hanya sekedar untuk mendapatkan kartu perdana seluler. Begitu pula 
harga HP sebelum dibukanya pasar untuk mendistribusikan produknya di pasaran. 
Harga HP masih sangat mahal dengan fitur atau fasilitas HP yang masih sederhana. 
Bisa dibandingkan dengan harga kartu perdana seluler, begitu pula harga HP-nya 
belum lagi servis, layanan dan fitur yang mewah. Harga sangat murah dan fasilitas 
yang semakin mewah. 
Bisa kita saksikan saat ini, di saat kran pasar bebas dibuka operator telepon 
seluler swasta diberi kebebasan mengembangkan bisnisnya, maka akan muncul 
mekanisme pasar bebas, semua pihak boleh masuk ke dalam dunia bisnis ini. Ketika 
menjalankan bisnis ini nampak ada keuntungan yang luar biasa, maka pasti 




mendorong banyak pihak yang lain untuk berbondong-bondang terjun dalam dunia 
bisnis ini, Akibatnya bagai jamur di musim hujan, semua beramai-ramai ikut terjun 
dalam bisnis telepon seluler ini, tidak hanya 3 jenis kartu sim. Perkembangannya 
bisa menjadi 5, 8, 10, dan seterusnya. Pertanyaannya, siapa yang akan memenangkan 
pasar ini? Siapa yang akan mendapat simpati dari para konsumen? Siapa yang akan 
menguasai pasar? Jawabannya adalah mereka yang berani memberi tawaran paling 
murah dengan servis yang paling mewah. 
Yang terjadi selanjutnya semua operator akan berlomba-lomba untuk 
membanting harganya dan melambungkan layanannya. Pertanyaannya, bagaimana 
operator dapat melakukan semu hal itu? Formulanya hanya satu, semua pelaku bisnis 
ini harus terus melakukan efisiensi dan efisiensi.
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Menurut Dwi Condro, siapapun yang tidak dapat melakukan itu tentu akan 
dilibas sendiri oleh pasar. Yang terpenting semua bertindak secara bebas, secara fair, 
maka mekanisme pasar bebas itulah yang akan mengatur semuanya. Sudah ada the 
invesible hands, yang akan mengatur semuanya. Semua akan tunduk pada 
mekanisme pasar, selanjutnya pasar akan mencapai titik keseimbangan (equilibrium) 
dengan sendirinya. Negara tidak perlu ikut campur dalam mekanisme tersebut. 
Pemerintah hanya perlu bertindak sebagai wasit dan memberikan teguran dan sanksi 
bagi siapa saja yang bertindak secara curang, tidak fair, tidak jujur, termasuk 
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Adam Smith berkeyakinan bahwa mekanisme pasar bebas itu dapat 
diandalkan untuk menyelesaikan berbagai problem ekonomi, sekaligus akan 
meningkatkan masyarakatnya secara bersama. Namun, kenyataan menggambarkan 
lain saat mekanisme pasar bebas itu dijalankan justru yang terjadi adalah 
kesenjangan yang sangat besar memisahkan dua kelompok masyarakat, yang kaya 
semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Bahkan masyarakat yang terjerumus 
pada jurang kemiskinan jauh lebih besar daripada orang yang menikmati kekayaan. 
Kita bisa bandingkan 30,2 juta penduduk Indonesia yang sangat miskin, sementara 5 
juta orang sangat kaya dari 239 juta penduduk Indonesia. 3 jutaan orang pemilik 
rekening di atas Rp. 100 juta dan 50 ribu orang di antaranya pemilik rekening di atas 
Rp. 1 milyar (0,05 persen deri penduduk Indonesia), yaitu 45% menguasai nilai total 
tabungan.  
Budiono, Sri Mulyani serta Dahlan Iskan dan masih banyak lagi tokoh-tokoh 
lainnya, yang saat ini menjadi penasehat dan pemain di kancah perpolitikan 
Indonesia adalah tokoh-tokoh yang pro terhadap ekonomi pasar bebas dan 
denasionalisasi. Rekam kehidupan Sri Mulyani dan Budiono yang sempat menjadi 
bagian dari World Bank dan IMF saat Konsensus Washington harus dijalankan oleh 
negara-negara berkembang, bukan mustahil juga mendikte lebih dekat apa yang 
menjadi keinginan Konsensus washington. 
Faktanya kebijakan denasionalisasi dan regulasi yang mengatur terbukanya 
pasar bebas dan pengelolaan kekayaan alam semakin mendapatkan jalan. Bahkan 
UUD RIyang menjadi payung paling dasar mapu diubah menjadi UU yang pro 
terhadap kapitalisme, misalnya UUD RI 1945 pasal 33 ayat 4 dan 5, sekalipun pada 
pasal 33 ayat 1 sampai 3 dianggap sebagai UUD RI yang masih pro terhadap 
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ekonomi rakyat. Polemik dan akhirnya menghasilkan jalan tengah dibahas oleh Jimly 
Asshiddiqie (2010), dalam bukunya konstitusi Ekonomi.
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1. Regulasi-Regulasi yang Mendukung Privatisasi di Indonesia 
Sebagaimana yang sempat kita ungkap di atas beberapa UU RI yang lahir 
atas dasar semangat pasar bebas seperti undang-undang tentang migas UU RI No. 22 
Tahun 2001, tentang ketenagalistrikan UU RI No 20 Tahun 2002 yang kemudian 
diajukan yudicial review oleh Ahmad Daryoko yang berbuah manis dgn keputusan 
perkara nomor 001-021-022/PPU-I/2003, maka UU RI No 20 Tahun 2002 tersebut   
dibatalkan oleh MK  karena dianggap bertentangan dengan UUD konstitusi negara 
RI pasal 33, tokoh neoliberalisme tidak puas dengan keputusan MK berkesempatan 
untuk merancang kembali dan menghasilkan UU RI No 30 Tahun 2009 yang mirip 
dengan UU RI No. 20 Tahun 2002. Ketika diajukan kembali yudicial review oleh 
Ahmad Daryoko, MK menolak pengajuan tersebut sehingga UU RI No 30 Tahun 
2009 tersebut tetap sah.
61
  
Sejak diberlakukannya UU RI No. 22 Tahun 2001, tentang migas menurut 
Ismail Yusanto, Pertamina tidak lagi sebagai pemain tunggal dalam pengelolaan 
migas di Indonesia. Bahkan pertamina, seperti disebutkan pada pasal 9, UU RI No. 
22 Tahun 2001 tersebut, disamakan kedudukannya dengan perusahaan migas lain, 
termasuk dengan perusahaan swasta asing. Akibatnya, porsi negara dalam 
pengelolaan sumur migas di Indonesia semakin hari semakin berkurang.
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Menurut KH. Hasyim Muzadi sebagai penggugat (judicial review) terhadap 
UU RI No. 22 Tahun 2001 bersama dengan Din Syamsuddin, Fahmi Idris, Ali 
Mochtar Ngabalin, Adhie M Massardi dan lain-lain, harus sungguh-sungguh 
menggugat UU Migas tersebut karena yang dihadapi adalah tembok besar. Menurut 
beliau UU Migas tersebut sangat berpihak kepada asing, inilah yang menjadi acuan 
untuk keputusan-keputusan pemerintah. Yang dihadapi adalah cengkraman 
kapitalisme, kemudian tokoh-tokoh nasional yang menikmati cengkraman 
kapitalisme tersebut atau yang menjadi kepanjangan tangan kapitalisme tersebut.
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2. Latar Belakang Privatisasi 
Kebijakan Privatisasi selalu dikaitkan dengan peran bisnis pemerintah. 
Dalam literatur, perdebatan mengenai masalah ini dapat diklasifikasikan dalam dua 
kelompok ekstrem: perspektif Inggris dan Amerika Serikat. Di Inggris, bisnis 
diasumsikan menjadi bagian dari pemerintahan sedangkan di Amerika Serikat, 
mengasumsikan bisnis sebagai milik masyarakat. Artinya, peran pemerintah sebagai 




Di Amerika Serikat, sebutan privatisasi diawali dari manajemen sektor 
swasta. Sebutan tersebut muncul ketika beban anggaran untuk pelayanan publik itu 
meningkat. Di saat yang sama, para akademisi menyokong reformasi sektor publik 
secara total. Sehingga secara kebetulan, masyarakat bisnis dan akademisi 
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Friedman (1962), menempatkan dinamisasi pemerintah ditempatkan sebagai 
subset proses ekonomi, dan kemampuan teori ekonomi untuk refurbish laissez faire 
philosopy. Intervensi pemerintah diizinkan dan praktik pemerintah lokal perlu 
didefenisikan kembali. Ini berarti ada tiga tema utama privatisasi di Amerika 
Serikat.  
Tema pertama adalah regulasi pemerintahan dan monopoli swasta. 
Pemerintah dikarakteristikkan sebagai sebuah monopoli publik. Monopoli publik ini 
sering dihubungkan dengan inefisiensi, kurang peka, dan mubazzir pada bagian 
internal manajemen. Di sisi lain, karakteristik monopoli pemerintah menyebabkan 
meningkatnya hegemoni teori ekonomi. 
Tema kedua adalah regulasi pemerintah merupakan efek anti-consumer. 
Tema ini mengacu pada kenyataan bahwa regulasi merefleksikan kepentingan bisnis 
besar atau grup profesional yang cenderung untuk mempengaruhi legislator terhadap 
lisensi dan batas aturan pemain baru dan kecil serta melegitimasi aksi untuk 
mengurangi kompetisi industri. 
Tema ketiga adalah perbedaan antar pertanggungjawaban pemerintahan dan 
provisi pemerintah. Pertanggungjawaban pemerintahan terkait dengan adminstrasi 
barang-barang publik yang terkait dengan praktik pemerintahan. Selain itu, usaha 
pemerintah untuk mengatur penggunaan barang-barang publik untuk kebutuhan 
publik selalu dikaitkan dengan standarisasi pelayanan publik. Pertanyaan yang 
muncul adalah apakah tercapai standar tersebut dalam praktek pemerintah. Jika 
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tidak tercapai, maka akan terjadi bias oleh sifat barang publik dan distorsi pasar. 
Sedang menurut para ekonom diartikan sebagai hasil transaksi yang berlainan dan 
birokrasi yang mengimplementasikan kebijakan publik.
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Privatisasi di Inggris kontras dengan privatisasi yang terjadi di Amerika 
Serikat. Privatisasi di Inggris didorong oleh inisiatif pemerintah. Tahun 1979 M, 
kekuasaan pemerintah berubah dari partai buruh menjadi partai konservatif yang 
lebih menekankan pendekatan moneter yang difokuskan pada pengendalian 
penawaran uang, pengurangan belanja publik, dan pemotongan pajak pendapatan. Ini 




Salah satu hal yang paling krusial di Inggris adalah pola kepemilikan 
perusahaan yaitu komposisi pemegang saham (corporate shareholders), Dalam 
konteks ini, privatisasi dianggap hanya menjual saham perusahaan di pasar modal 
atau go public. Pola kepemilikan melalui saham yang diterbitkan maka proses 
akuntabilitas akan menjadi lebih tinggi. Jadi, privatisasi telah merubah akuntabilitas 
dari perintah dan keterbatasan kepemilikan menjadi kepemilikan publik.
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3. Konsep Privatisasi Ditinjau dari Perspektif Politik Ekonomi 
Politik ekonomi sering diintrepretasikan sebagai distribusi sumber daya 
ekonomi dan produk. Privatisasi dan govermentalisasion adalah dua hal yang 
ekstrem. Jika pemerintah memilih mempunyai kesempatan yang lebih banyak dalam 
mempengaruhi bisnis, perusahaan negara akan lebih banyak ke ekstrim 
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govermentalisasion. Di sisi lain jika memilih untuk membiarkan sektor privat 
memiliki peran yang lebih besar, maka kecendrungannya akan menjadi privatisasi.  
Menurut Savas (1987 M), Faktor-faktor yang menentukan untuk memilih, 
privatisasi atau govermentalisasion adalah: 1) pelayanan yang lebih spesifik;           
2) ketersediaan prosedur; 3) efisiensi dan efektivitas; 4) skala; 5) keterkaitan dengan 
biaya dan manfaat; 6) lebih responsif terhadap customer; 7) susceptibility to fraud; 
8) economic equity; 9) ekuitas untuk minoritas; 10) lebih responsif terhadap arahan 
pemerintah dan; 11) ukuran pemerintah.  
Pengaruh neoliberalisme yang begitu kuat sehingga di Amerika Serikat dan 
Inggris merubah arah kebijakan dengan meminimalisir peran negara dalam tanggung 
jawab sosial.  Menurut John Grey (1993 M): ‚Peran pemerintah adalah mengurangi 
kejahatan-kejahatan dalam diri manusia dan menyediakan sebuah kerangka di mana 
rakyat dan masyarakat dapat mengejar tujuan-tujuan mereka, tidak untuk menjamin 
kesejahteraan umum!‛69 
Konsekuensi ajaran neoliberalisasi yakni karena misi khusus ajaran 
neoliberalisme adalah mengurangi campur tangan negara dalam ekonomi untuk 
diganti oleh pasar, dan pasar dijadikan sebagai satu-satunya cara atau sistem untuk 
mengatur perekonomian dan sekaligus satu-satunya tolak ukur untuk menilai 
keberhasilan. Oleh karena itu, negara-negara yang mengadopsi neoliberalisme akan 
membawa konsekwensi antara lain:  
1) Semakin dikuranginya campur tangan pemerintah dalam perekonomian (melalui 
program deregulasi dan debirokratisasi); 
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2) Dihapuskannya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan diproklamasikannya 
privatisasi; 
3) Dihapuskan atau dikuranginya program-program bantuan pemerintah dan pajak.  
Hal tersebut telah kita saksikan di Indonesia dimana deregulasi terjadi dari 
UU penanaman modal asing, UU BUMN, UU migas, UU minerba, UU 
ketenagalistrikan, dan lain-lain adalah undang-undang yang lahir dari mengadopsi 
neoliberalisme.  
Deliarnov (2006 M) mengungkapkan bahwa privatisasi adalah sebuah konsep 
yang netral, bisa mendatangkan kebaikan dan bisa pula menimbulkan kerugian. 
Pada tahap awal, privatisasi memang bisa meningkatkan efisiensi BUMN-BUMN 
yang bermasalah ‚hidup segan matipun tak mau‛. Akan tetapi, pada gilirannya akan 
membawa celaka kalau sudah di tangan swasta yang tidak lagi mementingkan 
kepentingan umum. BUMN banyak yang gagal dan dijadikan sapi perah oleh 
kalangan elit politik, baik sipil maupun militer, tetapi banyak juga BUMN yang 
dikelola dengan baik. Menurut Deliarnov BUMN yang baik dan menyangkut 




                                                          






TINJAUAN UMUM EKONOMI ISLAM 
A. Konsep Ekonomi Islam 
Islam sebagai al-di>n (agama) tidak hanya mengatur hubangan manusia 
dengan al-Khaliq-nya seperti ibadah shalat, puasa, zakat, haji, dan sunnah-sunnah 
nafi>lah lainnya, disamping itu, Islam juga tidak sekedar mengatur manusia dengan 
dirinya sendiri seperti urusan akhlak, pakaian, makanan, dan minuman, tetapi Islam 
juga secara sempurna mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain seperti 
muamalah, ekonomi, politik, pendidikan, sosial, dan pemerintahan.
 1
 
Allah swt. berfirman dalam Q.S. Ali Imran/3: 19. 
َّ نِإََّّنيِّدلاََّّدْنِعََِّّو للاََُّّملاْسلإاَّاَمَوََّّفَل َتْخاََّّنيِذ لاَّاُوتوُأََّّباَتِكْلاَّلاِإََّّْنِمََّّدْع َبَّاَمََُّّمُىَءاَجََُّّمْلِعْلاَّاًيْغ َبَّ
َّْمُه َن ْ ي َبََّّْنَمَوََّّرُفْكَيََّّتَايِآبََِّّو للاََّّ نَِإفَََّّو للاََُّّعِيرَسََّّباَسِحْلاَّ  
Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada 
berselisih orang-orang yang telah diberi al-Kitab kecuali sesudah datang 
pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. 




Allah swt. menegaskan hanya Islam sebagai al-di>n yang diterima disisi Allah 
swt. setelah datangnya Rasulullah Muhammad saw. membawa risalah Islam. 
Demikian pula, Allah swt. menegaskan kepada siapa saja yang mencari akidah dan 
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aturan hidup selain dari Islam maka akan ditolak agama dan ideologi tersebut,  
sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Ali Imran/3: 85. 
َّنَمَوََّّغَتْب َيََّّر ْ يَغََّّملاْسلإاَّاًنيِدََّّْنَل َفَََّّلَبْق ُيََُّّوْنِمََّّوُىَوَّيِفََِّّةَرِخلآاََّّنِمََّّنِيرِساَخْلا 
Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah 




Allah swt. juga telah menyempurnakan al-di>n-Nya, sebagaimana firman 
Allah dalam Q.S. al-Maidah/5: 3. 
َّتَمِّرُحََُّّمُكْيَلَعََُّّةَتْيَمْلاََُّّم دلاَوََُّّمْحَلَوََِّّرِيزْنِخْلاَّاَمَوََّّ لِىُأََِّّرَْيغِلََِّّو للاََِّّوِبََُّّةَقِنَخْنُمْلاَوََُّّةَذوُقْوَمْلاَوَََُّّةيِّدَر َتُمْلاَوَّ
َُّةَحيِط نلاَوَّاَمَوَََّّلَكَأََُّّعُب سلاَّلاِإَّاَمََّّْمُتْي  َكذَّاَمَوََّّحِبُذَّىَلَعََّّبُصُّنلاََّّْنَأَوَّاوُمِسْق َتْسَتََّّملاْزلأِابََّّْمُكِلَذََّّقْسِفَّ
ََّمْو َيْلاََّّسَِئيََّّنيِذ لاَّاوُرَفَكََّّنِمََّّْمُكِنيِدَّلاَفََّّْمُىْوَشْخَتََّّنْوَشْخاَوَََّّمْو َيْلاََّّتْلَمْكَأََّّْمُكَلََّّْمُكَنيِدََّّتْمَمْتَأَوَّ
َّْمُكْيَلَعَّيِتَمِْعنََّّتيِضَرَوََُّّمُكَلَََّّملاْسلإاَّاًنيِدََّّنَمَفََّّ رُطْضاَّيِفٍََّّةَصَمْخَمََّّر ْ يَغََّّفِناَجَتُمََّّمْثلإََّّ نَِإفَََّّو للاَّ
َّروُفَغََّّميَِحرَّ  
Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) 
yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang 
jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu 
menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala 
dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib 
dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah 
putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut 
kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Ku-sempurnakan 
untuk kamu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku dan 
telah Aku ridhai Islam itu menjadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa 
karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.
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Dalam firman Allah swt. Q.S. al-Maidah/5: 3 di atas menunjukkan bahwa 
risalah Islam telah diturunkan dengan sempurna mengatur seluruh perbuatan 
                                                          




manusia.  Hafidz Abdurrahman (1998) mengungkapkan bahwa Islam mempunyai 
keunikan dibandingkan dengan agama maupun ideologi yang lain.  Dari segi wilayah 
ajarannya, Islam bukan saja mengurusi masalah ruh}iyah (spritual), akan tetapi juga 
meliputi masalah siyasiyah (politik). Dengan istilah lain, Islam adalah al-aqi>dah al-
ruh}i>yah wa al-siya>si>yah (aqidah spritual dan politik). Ini berarti bahwa Islam 
mengandung aqidah dan sistem (niz}a>m).5 
Akidah Islam sebagai pemikiran menyeluruh tentang alam, manusia dan 
kehidupan, juga tentang apa yang ada sebelum dan setelah kehidupan, serta 
hubungan ketiganya dengan sebelum dan setelah kehidupan, merupakan kaidah 
berpikir umat Islam. Karena itu, akidah Islam merupakan pondasi dari seluruh 
s\aqa>fah Islam. s\aqa>fah ini telah membentuk mindfream (kerangka berpikir) umat 
tentang kehidupan, sehingga lahirlah had}a>rah (peradaban) Islam yang agung. 6 
Setiap fakta benda maupun perbuatan manusia haruslah ditetapkan oleh dalil-
dalil syara’ sebagai sumber hukum, tidak terkecuali sistem ekonomi yang salah satu 
sub bahasannya adalah privatisasi sumber daya alam, yang saat ini marak dilakukan 
oleh pemerintah secara legal melalui regulasi yang telah dibuatnya.  
Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 85. 
َّ ُمثََّّْمُت ْنَأََّّءلاُؤَىََّّنوُل ُتْق َتََّّْمُكَسُف ْنَأََّّنوُِجرْخُتَوَّاًقِيرَفََّّْمُكْنِمََّّْنِمََّّْمِِىرَايِدََّّنوُرَىَاظَتََّّْمِهْيَلَعََّّمْثلإِابََّّناَوْدُعْلاَوَّ
َّْنِإَوََّّْمُكُوتَْأيَّىَراَسُأََّّْمُىوُداَف ُتََّّوُىَوٌََّّم رَحُمََّّْمُكْيَلَعََّّْمُهُجاَرْخِإََّّنوُنِمْؤ ُت َفَأََّّضْع َِببََّّباَتِكْلاََّّنوُرُفْكَتَوََّّضْع َِببَّ
اَمَفََُّّءاَزَجََّّنَمََُّّلَعْف َيََّّكِلَذََّّْمُكْنِمَّلاِإََّّيْزِخَّيِفََِّّةاَيَحْلاَّاَي ْن ُّدلاَََّّمْو َيَوََِّّةَماَيِقْلاََّّنوُّدَر ُيَّىَلِإََِّّّدَشَأََّّباَذَعْلاَّ
اَمَوََُّّو للاََّّلِفاَِغبَّا مَعََّّنوُلَمْع َتََّّ
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Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan 
mengusir segolongan dari pada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu 
membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan tetapi jika 
mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal 
mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada 
sebagian al-Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah 
balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan 
dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada 
siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.
7
 
Pertanyaan Allah swt. pada firman Allah swt. Q.S. al-Baqarah/2: 85 di atas, 
yakni afatu’minūna biba>’d}i al-kita>bi wa takfuru>na biba’d }in (apakah kamu beriman 
kepada sebagian al-Kitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain?) sekalipun ayat ini 
adalah kitab orang-orang yahudi, tetapi qari>nah (indikasi) yang menunjukkan ayat 
ini ditujukan pula kepada siapapun yang padanya diturunkan al-Kitab tanpa 
terkecuali kaum muslimin, yang mengambil sebagian saja al-Qur’an dan 
mengkufurkan serta tidak menjalankan sebagian dari firman Allah swt. Maka 
baginya kenistaan di dunia dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada 
siksa yang sangat berat. Ancaman tersebut merupakan indikasi yang tegas untuk 
mengatur seluruh perbuatan manusia sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh 
Pencipta manusia, alam semesta dan kehidupan. 
1. Sumber Ekonomi Islam 
Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, yang perlu distandarisasi 
adalah sumber hukum yang digunakan untuk digunakan sebagai pedoman dalam 
menetapkan hukum dan pengaturan sistem ekonomi Islam, demikian pula persoalan 
privatisasi sumber daya alam. 
Sumber-sumber pemikiran Islam adalah sumber-sumber tasyri’ dalam Islam, 
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yang merupakan dalil-dalil yang bersifat global yang darinya digali berbagai hukum 
syariah. Sumber-sumber pemikiran Islam harus berasal dari wahyu yang bersifat 
pasti. Artinya, mas}dar al-hukmi (sumber hukum) haruslah pasti sumbernya (qat}‘i al-
s\ubut), yaitu berasal dari Allah swt.8 sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. al-Isra/17: 
36. 
َّناَحْبُسَّيِذ لاَّىَرْسَأََِّّهِدْبَعِبَّلاَْيلََّّنِمََّّدِجْسَمْلاََّّماَرَحْلاَّىَلِإََّّدِجْسَمْلاَّىَصْقلأاَّيِذ لاَّاَنَْكرَابََُّّوَلْوَحَََُّّوِيرُِنلَّ
َّنِمَّاَِنتَايآَّو نِإََّّوُىََُّّعيِم سلاََّّريِصَبْلا 
Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 




Sumber hukum (mas}dar al-hukmi) baru diakui sebagai hujjah apabila 
dibangun atas dalil yang qat}‘i> (al-burhan al-qat}‘i>) sehingga sumber hukum itu absah 
digunakan sebagai argumen (hujjah). Hal demikian, dilakukan agar seorang muslim 




Sumber utama dari konsep sistem ekonomi Islam adalah al-Qur’an dan al-
Sunnah, kemudian sumber hukum lain yang ditunjukkan oleh keduanya (al-Qur’an 
dan al-Sunnah) yakni ijma’ al-s}aha>bah dan qiyas.11 Akan tetapi, ulama us}ul masih 
berbeda pandangan yang dianggap sebagai sumber hukum, seperti istih}san, mas}alihu 
al-mursalah, maz\hab al-s}ahabah, syar‘u man qablana dan sebagainya.12 
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9Ibid, h. 228.  Lihat juga firman Allah swt. dalam Q.S. Yunus/10: 36. 
10
Muhammad Husain Abdullah, op. cit., h. 26.  
11
Dwi Condro Triono, Ekonomi Islam Madzhab Hamfara, (Yogyakarta: Irtikaz, 2011),         
h. 224.  
12
Muhammad Husain Abdullah, op. cit., h. 26.  
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2. Paradigma Dasar dan Pilar-Pilar Sistem Ekonomi Islam 
Paradigma dasar sistem ekonomi Islam, dikategorikan pada 3 prinsip utama, 




a. Pandangan Islam Mengenai Ekonomi 
Adapun pandangan Islam terhadap ekonomi, maka Islam telah membedakan 
antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi.  
Kata ekonomi, dalam bahasa Inggris, economy (dalam bahasa Arab disebut 
al-iqtis}ad), berasal dari bahasa Yunani Kuno (greek), yaitu oikos yang berarti 




Secara terminologis (istilah), ekonomi mempunyai konotasi mengurus harta 
kekayaan, baik dengan memperbanyak kuantitasnya maupun menjamin 
pengadaannya. Dalam konteks ini dibahas dalam ilmu ekonomi. Adakalanya 
mengurus harta kekayaan tersebut, bukan untuk memperbanyak kuantitasnya 
maupun menjamin pengadaannya, tetapi terkait dengan mekanisme 
pendistribusiannya. Dalam konteks ini dibahas dalam sistem ekonomi.
15
  
Taqyuddin al-Nabhani (1990), mengkatagorikan kajian ekonomi berdasarkan 
dua hal, yakni: pertama, yang berkaitan dengan kegiatan memperbanyak jumlah                                                                                                                                      
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
                                                          
13
Endang Kartikasari, Membangun Indonesia Tanpa Pajak dan Utang: Membedah APBN 
2005-2010 vs APBN Khilafah  (Cet I; Bogor: Al ahzar, 2010), h. 45.   
14
Hafidz Abdurrahman, Muqaddimah, h. 44.  
15Ibid, h. 44.   
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Menurut al-Nabhani, kedua tema pembahasan ekonomi itu perlu dibedakan, 
mengingat pada faktanya keduanya memiliki perbedaan secara mendasar. Jika tema 
pertama berkaitan dengan faktor-faktor produksi yang menghasilkan kekayaan, 
sedangkan tema kedua berkaitan dengan pengaturan distribusi kekayaan dengan 
sebuah niz}a>m (sistem atau tatanan) tertentu. Sebagai konsekuensinya, pembahasan 
tema pertama bersifat netral dan tidak terkait dengan pandangan hidup tertentu (way 
of life), sedangkan yang kedua terikat dengan pandangan hidup tertentu, sehingga 
bersifat khas dan beraneka karena perbedaan pandangan hidupnya. Untuk 
memudahkan penunjukan, al-Nabhāni pun menyebut pembahasan jenis pertama 
sebagai al-'ilm al-iqtis}a>di (ilmu ekonomi), sedangkan yang kedua disebut al-niz}a>m 
al-iqtis}a>di (sistem ekonomi).17  
Kata al-niz}a>m jika diiringi dengan kata al-Iqtis}a>di, maka yang dimaksudkan 
adalah sekumpulan tindakan dan pengaturan dalam realita yang murni berasal dari 
dasar-dasar pemikiran tertentu atau akidah, dan berpengaruh terhadap masalah-
masalah empirik dan kondisi-kondisi lingkungan.
18
  
Dwi Condro Triono (2011) menjelaskan perbedaan ilmu ekonomi dengan 
sistem ekonomi dengan memberikan contoh sederhana. Jika kita membeli bensin 
seharga Rp. 5000,- perliternya, maka dari pembelian bensin tersebut dapat diajukan 
                                                          
16
Taqyuddin al-Nabhani, al-Niz}a>m al-Iqtis}a>di fi> al-Islām, Terj. Moh. Maghfur  Wachid, 
Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, (Cet. II; Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 
h.47-48. 




dua kelompok pertanyaan, kelompok pertanyaan pertama, bagaimana sebuah 
perusahaan yang menjual bensin dapat menentukan harga 1 liternya Rp. 5000,-? 
Bagaimana cara menghitung biaya produksinya? Bagaimana cara menghitung 
keuntungannya? Bagaimana cara menghitung efisiensinya? Dan seterusnya.
19
 
Sedangkan kelompok pertanyaan kedua, jika perusahaan minyak yang 
memproduksi bensin tersebut adalah perusahaan milik swasta, bahkan swasta asing, 
pertanyaannya: bolehkah perusahaan minyak milik swasta maupun swasta asing 
tersebut memproduksi minyak, mengeksplorasi dan mengeksploitasi (menguasai) 
sumber daya minyak yang ada di indonesia? Siapa yang memiliki hak milik sumber 
daya minyak tersebut? Apakan hak milik swasta, swasta asing, hak milik negara 
ataukah hak milik rakyat? Bagaimana pendistribusian bahan bakar minyak tersebut 
kepada seluruh komponen masyarakat?
20
 
Kelompok pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan yang berkaitan 
dengan ilmu ekonomi. Sedangkan kelompok pertanyaan yang kedua adalah 
pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan sistem ekonomi.  
Menurut Dwi Condro, dari kedua kelompok pertanyaan tersebut maka dapat 
dipahami bahwa ilmu ekonomi adalah seperangkat alat (tools) yang dapat digunakan 
manusia untuk menghitung sebuah proses produksi, biaya produksi, efisiensi 
produksi dan berbagai hal lain yang terkait dengannya, dengan tujuan utama adalah 
untuk mengetahui berapa keuntungan (benefit) yang akan diperolehnya atau biaya 
(cost) yang harus dikeluarkannya. Karena ilmu ekonomi sebagai sebuah alat (tools) 
maka tentu bersifat netral, obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pandangan hidup, 
                                                          
19
Dwi Condro Triono, Ekonomi Islam Madzhab Hamfara Jilid I, (Cet. I; Yogyakarta: Irtikaz, 
2011), h. 18-19. 
20Ibid, h 19.  
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keyakinan maupun ideologi tertentu. Sebagaimana ilmu matematika, 10+10 akan 




Sedangkan sistem ekonomi adalah hal yang sebaliknya. Sistem ekonomi 
berkaitan dengan pandangan hidup, keyakinan atau ideologi tertentu, khususnya 
terhadap alokasi sumber daya ekonomi yang ada di bumi ini. Sehingga sistem 
ekonomi akan menyangkut pandangan terhadap kepemilikan, pemanfaatan maupun 
sumber daya ekonomi.
22
   
b. Kaidah (Asas-Asas) Sistem Ekonomi Islam 
Kaidah (asas-asas) sistem ekonomi Islam adalah bagaimana setiap individu 
bisa mendapatkan alat pemuas bagi kebutuhannya, dan hal tersebut yang menjadi 
masalah mendasar ekonomi.
23
 Beranjak dari pemikiran ini, maka masalah yang 
paling mendasar dibahas dalam sistem ekonomi Islam adalah bagaimana cara 
mendapatkan kekayaan, bagaimana cara mengembangkan kekayaan dan bagaimana 
cara mendistribusikan kekayaan. Kesimpulan yang bisa diambil dari ruang lingkup 
kaidah ekonomi Islam adalah  persoalan kepemilikan (al-milkiyah), pengelolaan 
kepemilikan (tas}arruf al-milkiyah) dan distribusi kekayaan (tauzi’ al-ma>l). Dari tiga 
kaidah tersebut, dibangun keseluruhan kegiatan perekonomian negara, mulai dari 
prinsip kepemilikan harta, prinsip pengembangan harta dan prinsip distribusi harta. 




Lihat, Niz}a>m al-Iqtis}a>di> buku ini dirujuk oleh Endang Kartikasari bukunya Membangun 
Indonesia Tanpa Pajak dan Utang: Membedah APBN 2005-2010 Vs APBN Khilafah, Hafidz 
Abdurrahman dalam bukunya Muqaddimah Sistem Ekonomi Islam, Muhammad Husain Abdullah 




Dari kaidah ini pula, seluruh ekonomi rakyat dibangun dan didasarkan sesuai dengan 
apa yang menjadi landasan sumber lahirnya hukum yakni al-Qur’an dan al-sunnah.24 
Pembahasan harta (al-ma>l) dan kepemilikan (al-milkiyah), pengelolaan 
kepemilikan (tas}arruf al-milkiyah) dan distribusi kekayaan (tauzi’ al-ma>l), insya 
Allah akan dibahas pada subbab berikutnya.  
c. Politik Ekonomi Islam 
Politik ekonomi adalah tujuan yang ingin dicapai oleh hukum-hukum yang 
dipergunakan untuk memecahkan mekanisme mengatur manusia. Sedangkan politik 
ekonomi Islam adalah jaminan tercapainya pemenuhan semua kebutuhan primer 
(basic needs) setiap orang secara menyeluruh, berikut setiap orang untuk memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kesanggupannya, 
sebagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki gaya hidup 
(life style) tertentu.25  
Politik ekonomi Islam tidak ditujukan untuk sekedar meningkatkan GNP, 
akan tetapi bagaimana setiap individu rakyat terpenuhi kebutuhan-kebutuhan 
primernya sekaligus memungkinkan memiliki kemampuan untuk memenuhi 
kebutuhan sekunder dan tersiernya. 
B. Kepemilikan (al-Milkiyyah) kepemilikan dalam Perspektif Islam 
Muhammad Husain Abdullah (1990), mendefenisikan harta (al-ma>l) secara 
bahasa adalah segala sesuatu yang dimiliki. Sedangkan menurut istilah, harta adalah 
segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai urusan yang syar’i, seperti 
                                                          
24
Endang Kartikasari, op. cit., h. 46  
25
Taqyuddin Al-Nabhani, op. cit., h. 52 
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Pada dasarnya manusia ingin mendapatkan harta (al-ma>l) sebagai alat 
pemuas bagi kebutuhan hidup mereka, baik itu kebutuhan pokok (basic needs), 
kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan tersiernya. Salah satu bahasan yang paling 
penting untuk dibahas adalah persoalan kepemilikan harta (milkiyah al-ma>l), yakni 
siapa yang memiliki hak dalam kepemilikan harta dari isi perut bumi ini. Untuk itu 
dibutuhkan pengkajian terhadap berbagai dalil-dalil syara’ mengenai persoalan 
kepemilikan tersebut.  
Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 22. 
يِذ لاَََّّلَعَجََُّّمُكَلََّّضْرلأاَّاًشاَرِفَََّّءاَم سلاَوًََّّءاَِنبََّّلَز ْنَأَوََّّنِمََّّءاَم سلاًََّّءاَمََّّجَرْخََأفََِّّوِبََّّنِمََّّتاَرَم ثلاَّاًقْزِرَّ
َّْمُكَلَّلاَفَّاوُلَعْجَتََِّّو لِلَّاًداَدْنَأََّّْمُت ْنَأَوََّّنوُمَلْع َت  
Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai 
atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan 
dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu 




Q.S. al-Anbiya>’/21: 80 
َُّهاَنْم لَعَوَََّّةَع ْ نَصََّّسوَُبلََّّْمُكَلََّّْمُكَنِصْحُِتلََّّْنِمََّّْمُكِسَْأبََّّْلَه َفََّّْمُت ْنَأََّّنوُرِكاَشَّ 
Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna 




                                                          
26
Muhammad Husain Abdullah, op. cit., h. 105  
27
Departemen Agama, op. cit., h. 5.  
28Ibid, h. 262. Lihat juga ayat-ayat serupa dalam Q.S. al-Baqarah/2: 29, Q.S. al-Hijr/15: 19, 
Q.S. al-Jas\iyah/45: 12-13. Q.S. al-Hadid/57: 25. 
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Ayat-ayat di atas dan ayat-ayat serupa lainnya yang tidak penulis cantumkan 
adalah ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah swt. yang menciptakan harta 
kekayaan dan tenaga manusia. Manusia diberikan legalitas untuk mengelola 
kekayaan yang telah diberikan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  
Allah swt. adalah pemilik hakiki kekayaan (al-ma>l) tersebut, sebagaimana 
firman Allah swt. Q.S. al-Nur/24: 33. 
َّفِفْع َتْسَيْلَوََّّنيِذ لاَّلاََّّنوُدِجَيَّاًحاَكِنَّى تَحََُّّمُه َيِنْغ ُيََُّّو للاََّّنِمََِّّوِلْضَفََّّنيِذ لاَوََّّنوُغ َتْب َيََّّباَتِكْلاَّا  مِمََّّتَكَلَمَّ
َّْمُُكناَمْيَأََّّْمُىوُِبتاَكَفََّّْنِإََّّْمُتْمِلَعََّّْمِهيِفَّاًر ْ يَخََّّْمُىُوتآَوََّّْنِمََّّلاَمََِّّو للاَّيِذ لاََّّْمُكَاتآَّلاَوَّاوُِىرْكُتََّّْمُكِتاَي َت َفَّ
ىَلَعََّّءاَغِبْلاََّّْنِإََّّنْدَرَأَّاًنُّصَحَتَّاوُغ َتْبَِتلََّّضَرَعََِّّةاَيَحْلاَّاَي ْن ُّدلاََّّْنَمَوََّّ نُِّىرُْكيََّّ نَِإفَََّّو للاََّّْنِمََّّدْع َبََّّ نِهِىاَرْكِإَّ
َّروُفَغََّّميَِحر  
Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian 
(diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan 
budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah 
kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada 
mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang 
dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak 
wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan 
kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa 
yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah maha pengampun 
lagi maha penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.
29
 
Dalam kalimat wa atuhum min ma>li Allahi al-laz\i> a>ta>kum (dan berikanlah 
kepada mereka harta milik Allah yang telah Dia berikan kepada kalian), 
menunjukkan kekayaan itu hakikatnya milik Allah swt. Dialah yang melimpahkan 
kekayaan tersebut sekaligus menyerahkan hak kepemilikannya kepada manusia. 
Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Hadid/57: 7.  
اوُنِمآََِّّو للِابََِّّوِلوُسَرَوَّاوُقِفْنَأَوَّا  مِمََّّْمُكَلَعَجََّّنيِفَلْخَتْسُمََِّّويِفََّّنيِذ لَافَّاوُنَمآََّّْمُكْنِمَّاوُقَف ْنَأَوََّّْمُهَلََّّرْجَأََّّريِبَك 
                                                          
29Ibid, h. 282  
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Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari 
hartamu yang Allah kuasakan kepemilikannya atas kalian. Maka orang-orang 
yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya 
memperoleh pahala yang besar.
30
 
Dari surah al-Hadid di atas, atau dalil-dalil yang serupa dengannya, 
menunjukkan ketika Allah swt. menjelaskan status asal kepemilikan kekayaan 
tersebut, Allah swt. menyandarkan pada diri-Nya sehingga Allah swt. menyatakan 
ma>l Allah (kekayaan milik Allah), lalu ketika Allah menjelaskan perpindahan 
kepemilikan itu kepada manusia, Allah menyandarkan kepemilikan tersebut kepada 
mereka sehingga Allah menyatakan
31
 sebagaimana firman Allah Q.S. al-Nisa’/4: 6.  
َُّل َت ْباَواوَّىَماَتَيْلاَّى تَحَّاَذِإَّاوُغَل َبََّّحاَكِّنلاََّّْنَِإفََّّْمُتْسَنآََّّْمُه ْ نِمَّاًدْشُرَّاوُع َفْدَافََّّْمِهَْيلِإََّّْمُهَلاَوْمَأَّلاَوَّاَىوُلُكَْأتَّ
ًافاَرْسِإًَّاراَدِبَوََّّْنَأَّاوُر َبْكَيََّّنَمَوََّّناَكَّاًّيِنَغََّّفِفْع َتْسَيْل َفََّّنَمَوََّّناَكَّاًريِقَفََّّْلُكْأَيْل َفََّّفوُرْعَمْلِابَّاَذَِإفََّّْمُتْع َفَدَّ
َّْمِهَْيلِإََّّْمُهَلاَوْمَأَّاوُدِهْشََأفََّّْمِهْيَلَعَّىَفََكوََِّّو للِابَّاًبيِسَح 
Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian 
jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), 
maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya dan janganlah kamu makan 
harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa 
(membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara 
pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta 
anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta 
itu menurut yang patut, kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada 
mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) 
bagi mereka dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).
32
 
Kalimat fa> d’fa’u> ilaihim amwa>lahum (karena itu, berikanlah kepada mereka 
harta-harta milik mereka) dalam firman Allah swt. al-Nisa> di atas dan dalil yang 
lain, misalnya firman Allah swt. Q.S. al-Taubah/9: 103 khuz\ min amwa>lihim 
(Ambillah zakat dari harta-harta milik mereka), begitu pula Q.S. al-Baqarah/2: 279, 
                                                          
30Ibid, h. 430. 
31
Taqyuddin al-Nabhani, op. cit., h. 82. 
32
Al-Qur’an, op. cit., h. 6. 
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falakum ru’u>su amwa>likum (karena itu, bagi kalian pokok harta milik kalian),     
demikian pula, Q.S. al-Lail/92: 11, wa ma> yugni> ‘anhu ma>luhu (harta miliknya tidak 
bermanfaat baginya jika ia telah binasa) dan Q.S. al-Taubah/9: 24, wa amwa>lu 
niqtaraftumu>ha> (harta-harta yang kalian usahakan). Menunjukkan Allah swt. 
menyandarkan kepemilikan kepada manusia. 
Menurut Taqyuddin al-Nabhani (1990), hak milik yang telah Allah serahkan 
kepada manusia dengan kewenangan untuk menguasai (istikhla>f) tersebut bersifat 
umum bagi setiap manusia secara keseluruhan. Dengan begitu, mereka memiliki hak 
milik tersebut, namun, itu bukan kepemilikan yang bersifat hakiki, karena mereka 
hanya diberikan kewenangan untuk menguasai (istikhla>f) hak milik tersebut. Adapun 
dalam hal kepemilikan seseorang maka Islam telah memberikan syarat, yaitu harus 
ada izin dari Allah swt. bagi orang tersebut untuk memilikinya.
33
 
Sejalan dengan pandangan Taqyuddin al-Nabhani (1990), Muhammad Husain 
Abdullah (1990), kemudian mendefenisikan kepemilikan (al-milkiyah) adalah tata 
cara yang ditempuh oleh manusia untuk memperoleh kegunaan (manfaat) dari jasa 
ataupun barang. Yang menurut syariah adalah dengan izin dari al-Sya>ri’ (pembuat 
hukum) untuk memanfaatkan suatu zat atau benda (‘ain). Adapun ‘ain menurut 




Jenis-jenis kepemilikan (al-milkiyah) ada tiga, yaitu kepemilikan individu, 
kepemilikan umum dan kepemilikan negara.
35
  
                                                          
33
Taqyuddin al-Nabhani, op. cit., h. 62. 
34
Muhammad Husain Abdullah, op. cit., h. 106.  
35
Lihat, Abdul Qadim Zallum bukunya al-Amwa>l fi> daulah al-Khilafah, Taqyuddin al-Nabani 
bukunya Niz}a>m al-Iqtis}a>di> fi> al-Isla>m, Muhammad Husain Abdullah dalam bukunya Dirasah fi> al-
Fiqri al-i>sla>mi>.  
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1. Kepemilikan Individu (al-Milkiyah al-fard}iyah) 
2. Kepemilikan Umum (al-Milkiyah al-‘a>mmah) 
3. Kepemilikan Negara (al-Milkiyah al-Daulah) 
Rinician dari jenis-jenis kepemikikan tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Kepemilikan Individu (al-Milkiyah al-fard}iyah) 
Pemilikan individu adalah izin Allah swt. sebagai pembuat hukum (al-Sya>ri') 
kepada individu untuk memanfaatkan barang dan jasa. Allah swt. memberikan izin 
kepada individu untuk memiliki sejumlah barang tertentu dan melarang memiliki 
sejumlah barang lainnya. Sebagai contoh, Allah swt. melarang seseorang untuk 
memiliki minuman keras dan babi, begitu pula Allah swt. telah melarang memiliki 




Hak individu dan kewajiban negara terhadap kepemilikan Individu:
37
 
a. Hak kepemilikan individu adalah hak syar’i bagi individu. Seorang individu boleh 
memiliki harta yang bergerak maupun tidak bergerak seperti mobil, tanah, uang 
tunai. Hak ini dijaga dan diatur oleh hukum syara. 
b. Pemeliharaan kepemilikan individu adalah kewajiban negara. Oleh karena itu 
hukum syara telah menetapkan sanksi-sanksi sebagai tindakan preventif 
(pencegahan) bagi siapa saja yang menyalahgunakan hak tersebut. 
Adapun sebab-sebab pemilikan (asba>bu al-tamalluk) individu, secara umum 
ada lima macam: 1) Bekerja (al 'amal), 2) Warisan (al-irts), 3) Kebutuhan harta 
untuk mempertahankan hidup, 4) Pemberian negara (i't}au al-daulah) dari hartanya 
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untuk kesejahteraan rakyat berupa tanah pertanian, barang dan uang modal, 5) Harta 
yang diperoleh individu tanpa harus bekerja.
38
 
 Harta dapat diperoleh melalui bekerja, mencakup upaya menghidupkan tanah 
mati (ihyau al-mawat), mencari bahan tambang, berburu, pialang, kerjasama 
mud}arabah, musyaqah, bekerja sebagai pegawai. Sedang harta yang diperoleh tanpa 
adanya curahan daya dan upaya mencakup, hibah, hadiah, wasiat, diyat, mahar, 
barang temuan, ‚santunan‛ untuk khalifah atau pemegang kekuasaan pemerintahan. 
 Islam melarang  seorang muslim memperoleh barang dan jasa dengan cara 
yang tidak diridhai Allah, seperti judi, riba, pelacuran dan perbuatan maksiat lain 
walaupun seakan-akan tidak merugikan orang lain. Islam juga melarang  seorang 
muslim untuk mendapatkan harta melalui cara korupsi, mencuri dan menipu, sebab 
hal ini pasti merugikan orang lain dan menimbulkan kekacauan di tengah-tengah 
masyarakat. 
2. Kepemilikan Umum (al-Milkiyah al-‘a>mmah) 
Pemilikan umum adalah izin dari Allah swt. sebagai pembuat hukum (al-
Sya>ri’) kepada masyarakat secara bersama untuk memanfaatkan barang dan jasa.39 
Sejalan dengan Husain Abdullah (1990), Abdul Qodim Zallum (2004) menjelaskan 
defenisi harta milik umum yakni harta yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh 
al-Sya>ri’ (Allah dan Rasul-Nya) bagi kaum muslimin dan menjadikan harta itu 
sebagai milik bersama kaum muslimin. Individu-individu dibolehkan mengambil 
manfaat dari harta tersebut, namun mereka dilarang memilikinya secara pribadi.
40
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Jenis-jenis harta ini dikelompokkan pada tiga macam, yaitu: 
1) Sarana-sarana umum yang diperlukan seluruh kaum Muslim dalam kehidupan 
sehari-hari. 
2) Harta-harta yang keadaan asalnya terlarang bagi individu tertentu untuk 
memilikinya. 
3) Barang tambang (sumber alam) yang jumlahnya tak terbatas. 




1) Segala sesuatu yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat, yakni sesuatu 
yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan masyarakat dan akan menyebabkan 
persengketaan tatkala ia lenyap, seperti air, padang rumput, dan api. Rasulullah 
saw bersabda: 
َّ نلاَوَّ،َِّلإَكْلاَوَّ،َِّءاَمْلاَّيِفَّ:ٍَّثَلاَثَّيِفَُّءاََكرُشََّنوُمِلْسُمْلاَّ:ََّم لَسوَِّوْيلَعَّللهاَّى لَصَِّللهاَُّلوُسَرََّلَاقَّ،ِرا
.ٌماَرَحَُّوُنََمثَوَّ
‚Kaum muslimin berserikat dalam 3 hal yaitu air, padang rumput, dan api, dan 
hasilnya adalah haram.‛42 
Yang juga termasuk ke dalam kepemilikan umum ini, adalah setiap peralatan 
yang digunakan untuk mengelola fasilitas umum, seperti alat pengebor air yang 
dibutuhkan oleh masyarakat umum, beserta pipa-pipa yang digunakan untuk 
menyulingnya (menyalurkannya). Demikian juga peralatan yang digunakan 
sebagai pembangkit listrik yang memanfaatkan air milik umum (PLTA), tiang-
tiang, kabel-kabel, dan stasiun distribusinya. 
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2) Segala sesuatu yang secara alami, mencegah untuk dimanfaatkan hanya oleh 
individu secara perorangan; seperti, jalanan, sungai, laut, danau, mesjid, sekolah-
sekolah negeri, dan lapangan umum. Sabda Rasulullah saw. hadis riwayat Abu 
Dawud, dari S }a’b bin Juts \amah: 
َِّوِلْوُسَرِلَوَِّللهَّ لاِإَّيَمِحََّلاَّ
‚Tidak ada pagar pembatas kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya.‛ 
Makna hadis ini adalah, tidak ada hak bagi seorangpun untuk memberikan 
batasan atau pagar (mengkapling) segala sesuatu yang diperuntukkan bagi 
masyarakat umum. 
3) Barang tambang yang depositnya tidak terbatas, yaitu barang tambang yang 
berjumlah banyak yang depositnya tidak terbatas. Adapun bila jumlahnya sedikit 
dan terbatas maka dapat saja menjadi kepemilikan individu. Individu boleh saja 
memilikinya. Barang tambang yang depositnya banyak, contohnya adalah 
tambang emas, perak, minyak bumi, fosfat dan sebagainya. Dalilnya, adalah 
riwayat yang diriwayatkan oleh Abyad} bin Hamal al-Maziniy, bahwa Abyad} telah 
meminta kepada Rasul saw untuk mengelola tambang garam. Lalu Rasulullah 
memberikannya. Setelah ia pergi, ada seseorang yang berkata kepada Rasul, 
‚Wahai Rasulullah, tahukah engkau apa yang telah engkau berikan kepadanya? 
Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir.‛ 
Rasul kemudian berkata, ‚Tariklah kembali tambang tersebut darinya.‛  
Rasul bersikap demikian karena sesungguhnya garam adalah barang tambang 
seperti air mengalir yang tidak terbatas depositnya. 
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Ketiga jenis pengelompokkan ini beserta cabang-cabangnya dan hasil 
pendapatannya merupakan milik bersama kaum Muslim, dan mereka berserikat 
dalam harta tersebut. Harta ini merupakan salah satu sumber pendapatan baitul mal 
kaum Muslim. Khalifah sesuai dengan ijtihadnya berdasarkan hukum syara’, 
mendistribusikan harta tersebut kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan 
kemaslahatan Islam dan kaum Muslim.
43
 
Imam al-Mawardi (w. 450 H) dalam bukunya yang sangat fenomenal ahkam 
al-sult}aniyah, menulis satu bab tentang protektorat (lahan mati yang terlindungi dan 
fasilitas umum, juga berkaitan dengan pemberian tanah dan tambang. Beliau 
mengangkat sebuah hadis Rasulullah Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Abu 
Daud dan Ibnu Majah. 
ٍَّبَرْأَمََّحْلِمََّم لَسَوَِّوْيَلَعَُّو للاَّى لَصَِّو للاََّلوُسَرََّعَطْق َتْساٍَّلا مَحََّنْبََّضَي َْبْلأاَّ نَأَُّعَر ْقَْلأاََّلاَق َفَّ،َُّوَعَطْقََأف
ََّسَْيلٍَّضْرَِأبَّ َوُىَوَّ،َّ ِة يِلِىاَجْلاَّيِفَّ َحْلِمْلاَّ اَذَىَُّتْدَرَوَّيِّنإَّ ِو للاَّ َلوُسَرَّ َايَّ:َّ ُّيِميِم تلاٍَّسِباَحَّ ُنْبَّاَهيِف
ََّلاَق َتْسَافَِّضْرَْلأِابَّ ِّدِعْلاَّ ِءاَمْلاَُّلْثِمَّ َوُىَوَّ ُهَذَخَأَّ ُهَدَرَوَّ ْنَمَّ ُهُر ْ يَغ.ِحْلِمْلاَّ ِةَعيِطَقَّيِفَُّضَي َْبْلأا َّْدَقََّلاَق َف
.ًةَقَدَصَّيِّنِمَُّوَلَعْجَتَّْنَأَّىَلَعََّكُتْل َقَأ َُّلْثِمََّوُىَوَّ،ٌَّةَقَدَصََّكْنِمََّوُىَّ:ُمَلا سلاَوَُّةَلا صلاَِّوْيَلَعَّ ُّيِب نلاََّلاَق َف
َُّهَذَخَأَُّهَدَرَوَّْنَمَّ ِّدِعْلاَِّءاَمْلا 
‚Bahwa al-Abyad} bin Hammal meminta Rasulullah saw. memberinya lokasi 
garam di Ma’rab, kemudian Rasulullah saw. memberikannya. Al- Aqra‘ bin 
Ha>bis  al-Tami>mi>, ‚wahai Rasulullah, sesungguhnya aku datang kelokasi 
garam tersebut pada masa jahiliyah. Garam tidak ditemukan selain di lokasi 
tersebut. Barangsiapa datang ke lokasi tersebut, ia berhak mengambil 
garamnya. Garam tersebut seperti air yang mengalir terus menerus di suatu 
daerah.‛ Al-Aqra’ meminta kepada al-Abyad} mengundurkan diri dari 
kepemilikan garam tersebut. Al-Abyad} berkata, ‚Sungguh aku melepas 
kepemilikanku atas lokasi garam tersebut namun engkau harus menjadikannya 
sebagai sedekah atas namaku.‛ Rasulullah saw. bersabda, ‛Garam tersebut 
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adalah sedekah darimu. Lokasi garam tersebut seperti air yang mengalir terus 
menerus; siapa yang datang kepadanya, ia berhak mengambilnya.‛44  
Abu Ubaid berkata, yang dimaksud dengan al-ma>’u al-iddi pada hadis di atas 
adalah air yang senantiasa mensuplay secara terus menerus. Ada juga yang berkata 




Menurut Imam Al Mawardi, jika lokasi pertambangan yang terlihat tersebut 
diberikan kepada seseorang maka pemberian lokasi pertambangan tersebut tidak 
mempunyai hukum dan orang yang diberi lokasi pertambangan tersebut memiliki 
hak yang sama dengan orang-orang lain yang datang pada lokasi pertambangan 
tersebut. Orang yang menguasai dan tidak memberikan hak kepada orang lain, maka 
orang tersebut telah berlaku z}alim. Dia dilarang menghalang-halangi orang untuk 
mengambil sesuatu dari lokasi pertambangan tersebut, dan dilarang bekerja secara 
permanen di lokasi pertambangan tersebut agar lokasi pertambangan tersebut tidak 
menjadi pemberian yang sah atau menjadi milik pribadinya.
46
 
 Al-Nabhani (1990) mengomentari berkaitan dengan hadis pemberian 
tambang garam kepada Abyad  bin Hammam yang dimaksud di sini bukanlah 
garam itu sendiri, melainkan tambangnya. Dengan bukti, bahwa ketika beliau saw. 
mengetahuinya, yakni tambang tersebut tidak terbatas jumlahnya, maka beliau 
mencegahnya, sementara beliau juga mengetahui, bahwa itu merupakan garam dan 
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sejak awal beliau berikan kepada Abyad . Jadi, pencabutan tersebut karena garam 
tadi merupakan tambang yang tidak terbatas jumlahnya.  
Abu Ubaid mengatakan:  
Adapun pemberian Nabi saw kepada Abyad} Bin Hammal terhadap tambang 
garam yang terdapat di daerah Ma'rab, kemudian beliau mengambilnya 
kembali dari tangan Abyad}, sesungguhnya beliau mencabutnya semata-mata 
karena menurut beliau tambang tersebut merupakan tanah mati yang 
dihidupkan oleh Abyad} lalu dia mengelolanya. Ketika Nabi saw mengetahui, 
bahwa tambang tersebut (laksana) air yang mengalir, dimana air tersebut 
merupakan benda yang tidak pernah habis, seperti mata air dan air bor, maka 
beliau mencabutnya kembali. Karena sunnah Rasulullah saw dalam masalah 
padang, api dan air, menyatakan bahwa semua manusia berserikat dalam 
masalah tersebut. Maka, beliau berpikir untuk menjadikan benda tersebut 
sebagai milik pribadi yang dimiliki sendiri, sementara yang lain tidak bisa 
memilikinya.47  
Apabila garam tersebut termasuk dalam katagori tambang, maka pencabutan 
kembali Rasul terhadap pemberian beliau kepada Abyad} tersebut dianggap sebagai 
illat ketidakbolehan dimiliki individu, di mana garam tersebut merupakan tambang 




Dari hadis ini nampak jelas, bahwa illat larangan untuk tidak memberikan 
tambang garam tersebut adalah karena tambang tersebut mengalir, yakni tidak 
terbatas. Lebih jelas lagi berdasarkan riwayat dari Amru bin Qais, bahwa yang 
dimaksud dengan garam di sini adalah tambang garam, dimana beliau mengatakan: 
"ma'dan al-milhi" (tambang garam). Maka, dengan meneliti pernyataan para ahli 
fiqh, menjadi jelaslah bahwa mereka telah menjadikan garam termasuk dalam 
katagori tambang, sehingga hadits ini jelas terkait dengan tambang, bukan dengan 
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garam itu sendiri secara khusus.
49
 
Hukum ini, yakni adanya tambang yang tidak terbatas jumlahnya adalah milik 
umum, juga meliputi semua tambang, baik tambang yang nampak yang bisa 
diperoleh tanpa harus susah payah, yang bisa didapatkan oleh manusia, serta bisa 
mereka manfaatkan, semisal garam, antimonium, batu mulia dan sebagainya; 
ataupun tambang yang berada di dalam perut bumi, yang tidak bisa diperoleh selain 
dengan kerja dengan susah payah, semisal tambang emas, perak, besi, tembaga, 
timah, dan sejenisnya. Baik berbentuk padat, semisal kristal ataupun berbentuk cair, 
semisal minyak tanah, maka semuanya adalah tambang yang termasuk dalam 
pengertian hadits di atas. 
Sedangkan benda-benda yang tabiat pembentukannya mencegah hanya 
dimiliki oleh pribadi, maka benda tersebut merupakan benda yang mencakup 
kemanfaatan umum, meskipun benda-benda tersebut termasuk dalam kelompok 
pertama, karena merupakan fasilitas umum, namun benda-benda tersebut berbeda 
dengan kelompok yang pertama, dari segi tabiatnya, bahwa benda tersebut tidak bisa 
dimiliki oleh individu. Berbeda dengan kelompok pertama, yang memang boleh 
dimiliki oleh individu. Zat air, misalnya, mungkin saja dimiliki oleh individu, namun 
individu tersebut dilarang memilikinya, apabila suatu komunitas membutuhkannya.  
Berbeda dengan jalan, sebab jalan memang tidak mungkin dimiliki oleh 
individu. Oleh karena itu, sebenarnya pembagian ini meskipun dalilnya bisa 
diberlakukan illat syar'iyah, yaitu keberadaannya sebagai kepentingan umum esensi 
faktanya menunjukkan, bahwa benda-benda tersebut merupakan milik umum 
(colective propherty). Ini meliputi jalan-jalan, sungai-sungai, laut-laut, danau-danau, 
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tanah-tanah umum, teluk-teluk, selat-selat dan sebagainya. Yang juga bisa 
disetarakan dengan hal-hal tadi adalah masjid-masjid, sekolah-sekolah milik negara, 




Pengelolaan terhadap kepemilikan umum pada prinsipnya dilakukan oleh 
negara, sedangkan dari sisi pemanfaatannya bisa dinikmati oleh masyarakat umum.  
Masyarakat umum bisa secara langsung memanfaatkan sekaligus mengelola barang-
barang umum tadi,  jika  barang-barang tersebut bisa diperoleh dengan mudah tanpa 
harus mengeluarkan dana yang besar seperti, pemanfaatan air di sungai atau sumur, 
mengembalaan ternak di padang penggembalaan dan sebagainya. Sedangkan jika 
pemanfaatannya membutuhkan explorasi dan eksploitasi yang sulit, pengelolaan 
milik umum ini dilakukan hanya oleh negara untuk seluruh rakyat dengan cara 
diberikan cuma-cuma atau dengan harga murah sebagai pengganti biaya pruduksi. 
Dengan cara ini rakyat dapat memperoleh beberapa kebutuhan pokoknya dengan 
murah.    
Hubungan negara dengan kepemilikan umum sebatas mengelola, dan 
mengaturnya untuk kepentingan masyarakat umum.  Negara tidak boleh menjual 
aset-aset milik umum. Sebab, prinsip dasar dari pemanfaatan adalah kepemilikan.   
Seorang individu tidak boleh memanfaatkan atau mengelola barang dan jasa yang 
bukan menjadi miliknya.   Demikian pula negara, ia tidak boleh memanfaatkan atau 
mengelola barang yang bukan menjadi miliknya.  Laut adalah milik umum, bukan 
milik negara.  Pabrik-pabrik umum, tambang, dan lain-lain adalah milik umum, 
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bukan milik negara. Atas dasar ini, negara tidak boleh menjual aset yang bukan 
menjadi miliknya, kepada individu-individu masyarakat. 
3. Kepemilikan Negara (al-Milkiyah al-Daulah) 
Kepemilikan negara (state propherty) adalah harta yang merupakan hak 
seluruh kaum muslimin, sementara pengelolaannya menjadi wewenang kepala 
negara (khalifah), dimana dia bisa mengkhususkan sesuatu kepada sebagian kaum 
muslimin, sesuai dengan apa yang menjadi pandangannya. Makna pengelolaan 
khalifah ini adalah, adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah untuk mengaturnya, 
dan inilah kepemilikan. Karena makna kepemilikan tersebut adalah adanya 
kekuasaan pada diri seseorang terhadap harta miliknya. Atas dasar inilah, maka tiap 
hak milik yang pengelolaannya tergantung pada pandangan dan ijtihad khalifah, 
maka hak milik tersebut dianggap sebagai hak milik negara.
51
 
Harta-harta yang terrnasuk milik negara adalah harta yang merupakan hak 
seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang negara, dimana 
negara dapat memberikan kepada sebagian warga negara, sesuai dengan 
kebijakannya. Makna pengelolaan oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang 




Meskipun harta milik umum dan milik negara pengelolaannya dilakukan oleh 
negara, namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut.  Harta yang 
termasuk milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan negara kepada siapapun, 
meskipun negara dapat membolehkan kepada orang-orang untuk mengambil dan 
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memanfaatkannya. Berbeda dengan hak milik negara, dimana negara berhak untuk 
memberikan harta tersebut kepada individu tertentu sesuai dengan kebijakan negara. 
Sebagai contoh terhadap air, tambang garam, padang rumput, lapangan dan 
lain-lain tidak boleh sama sekali negara memberikannya kepada orang tertentu, 
meskipun semua orang boleh memanfaatkannya secara bersama-sama sesuai dengan 
keperluannya. Berbeda dengan harta kharaj yang boleh diberikan kepada para petani 
saja dan bukan untuk yang lain, juga dibolehkan harta kharaj dipergunakan untuk 
keperluan belanja negara saja. 
53
 
C. Pengelolaan Kepemilikan (at-tasharruf al milkiyah) 
Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah swt. 
kemudian Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasi harta 
tersebut melalui izin-Nya sehingga orang tersebut sah memiliki harta tersebut. 
Adanya pemilikan seseorang atas harta kepemilikian individu tertentu mencakup 
juga kegiatan memanfaatkan dan mengembangkan kepemilikan harta yang telah 
dimilikinya tersebut. Setiap muslim yang telah secara sah memiliki harta tertentu 
maka ia berhak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya. Hanya saja dalam 
memanfaatkan dan mengembangkan harta yang telah dimilikinya tersebut ia tetap 
wajib terikat dengan ketentuan-ketentuan  hukum  Islam  yang  berkaitan  dengan  
pemanfaatan  dan pengembangan harta. Dalam memanfaatkan harta milik individu 
yang ada, Islam memberikan tuntunan bahwa harta tersebut pertama-tama haruslah 
dimanfaatkan untuk nafkah wajib seperti nafkah keluarga, infak,  membayar zakat 
dan lain-lain. Kemudian nafkah sunnah seperti sedekah, hadiah dan lain-lain.  Baru 
kemudian dimanfaatkan untuk hal-hal yang mubah. Dan hendaknya harta tersebut 
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tidak dimanfaatkan untuk sesuatu yang terlarang seperti untuk membeli barang-
barang yang haram, seperti minuman keras, babi dan lain-lain. Demikian pula pada 
saat seorang muslim ingin mengembangkan kepemilikan harta yang telah dimiliki, ia 
terikat dengan ketentuan Islam berkaitan dengan pengembangan harta. Secara umum 
Islam telah memberikan tuntunan pengembangan harta melalui cara-cara yang sah, 
seperti jual-beli, kerja sama syirkah yang Islami dalam bidang pertanian, 
perindustrian maupun perdagangan.  Islam juga melarang pengembangan harta yang 
terlarang seperti dengan jalan aktivitas riba, judi, serta aktivitas terlarang lainnya. 
Pengelolaan kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan umum 
(collective  property)  itu  adalah  hak  negara,  karena  negara  adalah  wakil  
ummat. Meskipun menyerahkan kepada negara untuk mengelolanya, namun Allah 
swt telah melarang negara untuk mengelola kepemilikan umum (collective property) 
tersebut dengan jalan menyerahkan penguasaannya kepada orang tertentu. 
Sementara mengelola dengan selain dengan cara tersebut diperbolehkan, asal tetap 
berpijak kepada hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh syara'.  
Adapun mengelola kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan 
negara (state property)  dan  kepemilikan  individu  (private property)  nampak jelas  
dalam hukum-hukum baitul  mal serta hukum-hukum muamalah, seperti jual-beli, 
pengadaian dan sebagainya. Al-Syari' juga telah memperbolehkan negara dan 
individu  untuk mengelola masing-masing kepemilikannya, dengan cara barter 
(mubadalah) atau diberikan untuk orang tertentu ataupun dengan cara lain, asal tetap 





D. Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Islam 
Penulis telah membahas tentang kepemilikan barang dan jasa serta 
pengelolaannya. Hanya saja, pertanyaan yang tersisa setelah harta itu diserahkan dan 
dikelola oleh masing-masing yang diberi hak oleh Allah untuk memiliki dan 
mengelolanya, kemudian bagaimana barang dan jasa tersebut didistribusikan kepada 
siapa saja yang mebutuhkan atau menginginkan harta tersebut?  
Distribusi kekayaan ini merupakan problem yang sangat penting untuk 
dijawab oleh Islam sebagai solusi terhadap pemenuhan kebutuhan, apakah itu 
kebutuhan pokok (basic need), kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersier. 
Mekanisme distribusi kekayaan kepada individu, dilakukan dengan mengikuti 
ketentuan sebab-sebab kepemilikan serta transaksi-transaksi yang wajar. Hanya saja, 
perbedaan individu dalam masalah kemampuan dan pemenuhan terhadap suatu 
kebutuhan, bisa juga menyebabkan perbedaan distribusi kekayaan tersebut di antara 
mereka. 
Selain itu perbedaan antara masing-masing individu mungkin saja 
menyebabkan terjadinya kesalahan dalam distribusi kekayaan. Kemudian kesalahan 
tersebut akan membawa konsekuensi terdistribusikannya kekayaan kepada segelintir 
orang saja, sementara yang lain kekurangan, sebagaimana yang terjadi akibat 
penimbunan alat tukar yang fixed, seperti emas dan perak. Oleh karena itu, syara' 
melarang perputaran kekayaan hanya di antara orang-orang kaya namun mewajibkan 




اَمَََّّءَافَأََُّّو للاَّىَلَعََِّّوِلوُسَرََّّنِمََّّلْىَأَّىَرُقْلاََِّّو لِلَفََّّلوُس رلِلَوَّيِذِلَوَّىَبْرُقْلاَّىَماَتَيْلاَوََّّنيِكاَسَمْلاَوََّّنْباَوَّ
َّليِب سلاََّّيَكَّلاََّّنوُكَيًََّّةَلوُدََّّنْي َبََّّءاَيِنْغلأاََّّْمُكْنِمَّاَمَوََُّّمُكَاتآََّّلوُس رلاََُّّهوُذُخَفَّاَمَوََّّْمُكاَه َنََُّّوْنَعَّاوُه َت ْنَافَّ
اوُق  تاَوَََّّو للاََّّ نِإَََّّو للاََّّديِدَشََّّباَقِعْلا 
Apa saja harta rampasan perang (fa‘i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya 
(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk 
Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 
orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara 
orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, 
maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan 
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.
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Di samping itu syara' juga telah mengharamkan penimbunan emas dan perak 
(harta kekayaan) meskipun zakatnya tetap dikeluarkan. Dalam hal ini Allah swt. 
berfirman dalam Q.S. al-Taubah/9: 34. 
َايَّاَهُّ يَأََّّنيِذ لاَّاوُنَمآََّّ نِإَّاًريِثَكََّّنِمََِّّراَبْحلأاََّّناَبْىُّرلاَوََّّنوُلُكْأََيلََّّلاَوْمَأََّّسا نلاََّّلِطاَبْلِابََّّنوُّدُصَيَوََّّنَعََّّليِبَسَّ
َِّو للاََّّنيِذ لاَوََّّنوُزِنْكَيََّّبَى ذلاَََّّة ضِفْلاَوَّلاَوَّاَه َنوُقِفْن ُيَّيِفََّّليِبَسََِّّو للاََّّْمُىْرِّشَب َفََّّباَذَِعبََّّمِيلَأ 
 
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-
orang alim yahudi dan rahib-rahib nasrani benar-benar memakan harta orang 
dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. 
Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya 
pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan 
mendapat) siksa yang pedih.
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Menurut Muhammad Husain Abdullah (1990), secara umum mekanisme yang 
ditempuh oleh sistem ekonomi Islam dikelompokkan menjadi dua, yakni mekanisme 
ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi yang ditempuh sistem 
ekonomi Islam dalam rangka mewujudkan distribusi kekayaan diantara manusia 
yang seadil-adilnya, adalah dengan sejumlah cara, yakni: 
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1) Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab 
kepemilikan dalam kepemilikan individu. 
2) Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya  pengembangan 
kepemilikan (tanmiyah al-milkiyah) melalui kegiatan investasi. 
3) Larangan menimbun harta benda walaupun telah dikeluarkan zakatnya. Harta 
yang ditimbun tidak akan berfungsi ekonomi. Pada gilirannya akan menghambat 
distribusi karena tidak terjadi perputaran harta. 
4) Mengatasi peredaran kekayaan di satu daerah tertentu saja dengan menggalakkan 
berbagai kegiatan syirkah dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan. 
5) Larangan kegiatan monopoli, serta berbagai  penipuan yang dapat mendistorsi 
pasar. 
6) Larangan judi, riba, korupsi, pemberian suap dan hadiah kepada penguasa. 
7) Pemanfaatan secara optimal hasil dari barang-barang (SDA) milik umum (al- 
milkiyah al-a>mah) yang dikelola negara seperti hasil hutan, barang tambang, 
minyak, listrik, air dan sebagainya demi kesejahteraan rakyat.
56
 
Didorong oleh  sebab-sebab tertentu yang bersifat alamiah, misalnya keadaan 
alam yang tandus, badan yang cacat, akal yang lemah atau terjadinya musibah 
bencana alam, dimungkinkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan terhambatnya 
distribusi kekayaan kepada orang-orang yang memiliki keadaan tersebut. Dengan 
mekanisme ekonomi biasa, distribusi kekayaan dapat saja tidak berjalan karena 
orang-orang yang memiliki hambatan yang bersifat alamiah tadi tidak dapat 
mengikuti derap kegiatan ekonomi secara normal sebagaimana orang lain. Bila 
dibiarkan saja, orang-orang itu, termasuk mereka yang tertimpa musibah 
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(kecelakaan, bencana alam dan sebagainya) makin terpinggirkan secara ekonomi. 
Mereka akan menjadi masyarakat yang rentan terhadap perubahan ekonomi. Bila 
terus berlanjut, bisa memicu munculnya problema sosial seperti kriminalitas 
(pencurian, perampokan), tindakan asusila (pelacuran) dan sebagainya, bahkan 
mungkin revolusi sosial. 
Untuk mengatasinya, Islam menempuh berbagai cara. Pertama, meneliti 
apakah mekanisme ekonomi telah berjalan secara normal. Bila terdapat  
penyimpangan, misalnya adanya monopoli, hambatan masuk (barrier to entry) baik 
administratif maupun non-adminitratif dan sebagainya, atau kejahatan dalam 
mekanisme ekonomi (misalnya penimbunan), harus segera dihilangkan. Bila semua 
mekanisme ekonomi berjalan sempuma, tapi kesenjangan ekonomi tetap saja terjadi, 
Islam menempuh cara kedua, yakni melalui mekanisme non-ekonomi. Cara kedua ini 
bertujuan agar di tengah masyarakat segera terwujud keseimbangan (al-tawazun) 
ekonomi, yang akan ditempuh dengan beberapa cara.
57
 Pendistribusian harta dengan 
mekanisme non-ekonomi tersebut adalah: 
1. Pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan. 
2. Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada para mustahik. 
3. Pemberian infaq, sedekah, wakaf,  hibah  dan  hadiah dari  orang yang mampu 
kepada yang memerlukan. 
4. Pembagian harta waris kepada ahli waris dan lain-lain. 
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PRIVATISASI SUMBER DAYA ALAM  
DALAM PERSPEKTIF ISLAM 
A. Kapitalisme-Neoliberalisme: Kebijakan Privatisasi dan Peran Strategis Negara 
dalam Mengelola SDA 
Secara literal, kata ‛neo‛ ditujukan untuk menunjukkan dua pengertian; 
‛new‛ (baru)‛ dan ‛modifikasi dari sesuatu‛ (modified form of). Dengan demikian, 
neoliberalisme bisa diartikan dengan liberalisme baru, atau modifikasi baru dari 
liberalisme (modified form of liberalism).  Adapun liberalisme, menurut Alonzo L. 
Hamby, Profesor Sejarah di Universitas Ohio, adalah paham ekonomi dan politik 
yang menekankan pada kebebasan (freedom), persamaan (equality), dan kesempatan 
(opportunity). Sedangkan makna liberalisme dalam konteks ekonomi politik adalah 
paham yang didasarkan pada sebuah pandangan yakni setiap individu harus diberi 
kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonominya, tanpa ada intervensi 
dan campur tangan negara. Kaum liberalis percaya bahwa ekonomi akan melakukan 
regulasi sendiri dan kesempatan kerja akan maksimal (full employment) jika tidak 
ada lagi campur tangan negara. Gagasan semacam ini diadopsi dari pemikiran-
pemikiran Adam Smith, dan menjadi paradigma dasar sistem ekonomi kapitalis yang 
diterapkan di dunia saat ini.
1
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Privatisasi diyakini bermuara dari teori neoliberalisme, sebuah ekonomi yang 
menggerakkan perubahan ekonomi dunia pada pertengahan tahun 1980. Menurut 
kaum neoliberal, sebuah perekonomian dengan inflasi rendah dan pengangguran 
tinggi  jauh lebih baik dibanding inflasi tinggi dengan pengangguran rendah. 
Pemerintah hanya bertugas menciptakan lingkungan sehingga modal dapat bergerak 
bebas dengan baik. Pada titik ini pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakan 
memotong pengeluaran, memotong biaya-biaya publik, seperti subsidi sehingga 
fasilitas-fasilitas untuk kesejahteraan publik harus dikurangi. Pada akhirnya, logika 
pasarlah yang diterapkan dalam kehidupan publik. Hal ini menjadi pondasi dasar 
neoliberalisme, yakni menundukkan kehidupan publik ke dalam logika pasar. Semua 
pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara dengan menggunakan prinsip 
untung rugi bagi penyelenggara bisnis publik tersebut, dalam hal ini untung rugi 
ekonomi bagi pemerintah. Pelayanan publik semata seperti pemberian subsidi, 
dianggap akan menjadi pemborosan dan inefisiensi.
2
 
Sebagaimana yang telah dibahas di bab II, sejarah lahirnya pemikiran 
kapitalisme tidak lepas dari jawaban Adam Smith (1776) terhadap pemikiran yang 
telah gagal sebelumnya yakni pemikiran merkantilisme. Adam Smith mengkritik 
pemikiran dasar, paham merkantilisme. Menurut pandangan Smith, paham yang 
memandang bahwa manusia memiliki sifat serakah, rakus dan egois sehingga harus 
dikendalikan oleh negara adalah paham yang salah.
3
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Kritik Adam Smith kepada merkatilis, menurut W.I.M. Poli (2010), Smith 
berpandangan, kemakmuran bangsa bukan diukur dengan uang yang dimiliki, 
melainkan tingkat kehidupan rumah tangga. Kemakmuran bangsa harus dilihat dari 
sudut para konsumen, bukan dari sudut kekayaan yang dimiliki pemerintah dan 
kaum pedagang. Kemakmuran bangsa berasal dari kegiatan seluruh individu yang 
bebas berprakarsa, bukan dari monopoli dan proteksi bagi segelintir orang.
4
 
Pertumbuhan ekonomi akan optimal hanya jika lalu lintas barang atau jasa 
atau modal tidak dikontrol oleh regulasi apapun, inilah yang menjadi jantung 
gagasan neoliberalisme. Menurut paham neoliberalisme, Optimalisasi juga hanya 
akan terjadi bila digerakkan oleh konsep homo economics, yaitu barang atau jasa 
atau modal, dimiliki dan dikuasai oleh orang per orang yang akan menggerakkannya 
untuk tujuan akumulasi laba pribadi sebesar-besarnya sehingga ‚privat property‛ 
menjadi absolut tanpa tanggung jawab peran sosial apapun. Keserakahan kemudian 
dimaklumkan dan dianggap sebagai sesuatu yang baik. Kalkulasi ekonomi dianggap 
sebagai satu-satunya kunci untuk mendekati semua persoalan sehingga terjadi 
pemindahan regulasi dari ruang lingkup sosial menjadi lingkup urusan personal.   
Menurut Adam Smith, individualisme membimbing manusia menuju 
ketrentraman dan kemajuan (individualisme led to order and progress).  Untuk 
mendapatkan uang, manusia akan memproduksi sesuatu yang mendorong orang lain 
untuk membelinya.  Pembeli-pembeli akan mengeluarkan uang untuk mendapatkan 
produk-produk yang sangat ia ingini.   Ketika pembeli dan penjual bertemu di pasar, 
maka di sana akan terjadi kompetisi, kesetimbangan, dan terciptalah tatanan 
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masyarakat yang harmonis.  Dan kondisi semacam ini hanya bisa terwujud, jika di 
sana tidak ada lagi campur tangan atau regulasi terhadap ‛mekanisme pasar‛.  Adam 
Smith percaya sepenuhnya bahwa ‛pasar‛ bisa menyeimbangkan dirinya dengan 
segera; atau ada ‛invisible hand‛ yang mampu menyeimbangkan dan 
mengharmoniskan pasar.  
 Adam Smith juga menyakini sepenuhnya bahwa kebebasan perdagangan dan 
pengaturan ekonomi sendiri (a self-regulating economy) akan menciptakan kemajuan 
masyarakat dan ia mengkritik adanya tarif dan batasan-batasan lain yang mengekang 
kebebasan individu dalam perdagangan. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah 
hanya diperlukan untuk melindungi atau menjaga undang-undang dan ketertiban, 
penguatan peradilan, menjaga negara, serta menyediakan beberapa pelayanan-
pelayanan dasar yang tidak bisa dijumpai di pasar. Di kemudian hari, gagasan Adam 
Smith tentang ‛lepasnya campur tangan pemerintah‛ (laissez faire) terhadap urusan 
ekonomi dan analisnya terhadap kekuatan-kekuatan ekonomi,  menjadi tonggak 
dasar paham ekonomi liberal (economic liberalism). Selanjutnya, paham liberalisme 
ini terutama liberalisme ekonomi dimodifikasi sedemikian rupa hingga beralih rupa 
menjadi neoliberalisme. 
 Kelahiran neoliberalisme bisa juga dipahami sebagai upaya menghidupkan 
kembali gagasan ‛laissez faire‛, setelah sebelumnya (tepatnya pada tahun 1926), 
gagasan ini sempat mendapatkan serangan dari ekonom-ekonom yang anti ‛laissez 
faire‛.  Benar, pada tahun 1926, prinsip ini (laissez faire) dikecam dan dikritik mati-
matian oleh Keynes, dan ekonom-ekonom lainnya.  Di dalam kumpulan kuliahnya 
pada Universitas Oxford yang kemudian diterbitkan pada tahun 1926 dengan judul 
‛The End of Laissez Faire‛ (Babak Akhir Laissez Faire) dengan terbuka Keynes 
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menyatakan bahwa mekanisme pasar (laissez faire) tidak secara otomatis menjamin 
terciptanya full employment (kesempatan kerja maksimal) dalam perekonomian.   
 Di dalam buku, The General Theory of Employment Interest and Money, 
Keynes menyatakan, ‚Cacat utama dari perekonomian di mana kita hidup adalah 
kegagalannya memberikan pekerjaan penuh dan pembagian kekayaan serta 
pendapatan yang tidak adil dan arbiter‛.5 
 Menurut Keynes, kapitalisme dalam banyak hal sangat memberatkan, namun 
jika ia diatur dengan bijaksana, paham ini bisa menciptakan tujuan ekonomi 
masyarakat secara lebih efisien.  Keynes yakin sepenuhnya bahwa campur tangan 
pemerintah sangat diperlukan untuk mencegah depresiasi dan stagnasi ekonomi yang 
terjadi pada saat itu.   Seruan untuk mengakhiri laissez faire sudah dipropagandakan 
setidaknya lima kali; yakni oleh Keynes (1926), Polanyi (1944), Myrdal, Galbraith, 
dan sebagainya (1957-1960), Kuttner, Lester Thurow, Sen, Soros, Stiglitz, dan 
sebagainya (1990-2002); dan Hurwich, Maskin, dan Myerson ketiganya adalah 
penerima hadiah nobel ekonomi tahun 2007.  
 Dari sini dapat dipahami bahwa, neoliberalisme juga bisa diartikan dengan 
paham yang berusaha melanjutkan kembali dan memodifikasi paham liberalisme 
setelah sebelumnya paham ini dikecam dan dianggap gagal.  Dengan demikian, 
neoliberalisme tak ubahnya dengan liberalisme, yang sama-sama bertumpu pada 
laissez faire; sebuah paham yang menolak campur tangan pemerintah dalam urusan 
ekonomi, serta penciptaan perdagangan bebas yakni bebas dari tarif, proteksi, dan 
campur tangan regulasi pemerintah.   
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 Dalam kaitannya dengan kebijakan ekonomi luar negeri, neoliberalisme 
memiliki hubungan erat dengan pembukaan pasar luar negeri dengan cara-cara 
politis, tekanan ekonomi, diplomasi, dan intervensi militer.  Pembukaan pasar luar 
negeri ini merupakan langkah untuk menciptakan prinsip dasar yang mereka yakini, 
yakni perdagangan bebas.  Untuk itu, penghapusan tarif, globalisasi, pembentukan 
kawasan perdagangan yang bebas dari proteksi adalah propaganda wajib bagi kaum 
neoliberalis untuk menciptakan apa yang mereka sebut ‛zona perdagangan global 
yang bebas dari campur tangan pemerintah‛.   Upaya semacam ini harus dilakukan 
karena kaum neoliberalis menyakini sepenuhnya, bahwa penghapusan tarif  
(proteksi), dan pengeleminasian campur tangan pemerintah akan mempercepat 
lahirnya pasar global yang mampu meregulasi dirinya sendiri, tanpa perlu campur 
tangan dari pemerintah. Dan untuk merealisasikan tujuan ini, kaum neoliberalis 
menggunakan lembaga-lembaga internasional semacam IMF, World Bank, WTO, 
dan lembaga-lembaga internasional lainnya untuk menekan pemerintah negara-
negara berkembang agar tidak mencampuri urusan ekonomi, serta memaksa 
pemerintah negara-negara berkembang membuat berbagai macam regulasi yang pro 
dengan korporasi, penghapusan subsidi, privatisasi (swastanisasi), kebijakan 
efisiensi korporasi (salah satu caranya adalah dengan menolak adanya kebijakan hak-
hak buruh, dan hak-hak kolektif lainnya).   
Keberhasilan neoliberalisme terlihat mampu menjadikan negeri ini banyak 
merubah peraturan negara Indonesia berpihak pada pemilik modal, begitu pula 
ketergantungan negeri ini pada pemilik modal semakin meningkat. Hal tersebut bisa 
kita saksikan dari hutang Indonesia pada negara-negara pendonor riba (IMF) setiap 
tahunnya meningkat. Sebagaimana yang telah kita kemukakan pada bab 
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pendahuluan, hutang Indonesia mencapai 1.937 triliun. Kecenderungan negara yang 
berutang dan terus menambah hutangnya akan tunduk terhadap keinginan-keinginan 
negara pendonor riba tersebut. Dapat dibuktikan dari Letter of Inten (LoI) yang 
ditandatangani untuk memberikan ruang privatisasi di negeri ini.
6
 
Dorongan negara pendonor riba (IMF) dengan paket washington 
konsensusnya, mempengaruhi regulasi yang ada di Indonesia sehingga mendorong 
lahirnya regulasi yang berpihak pada neoliberalisme, salah satu kebijakan yang lahir 
UU RI No 22 Tahun 2001 tersebut, UU RI Tentang BUMN No 19 Tahun 2003, dan 
lain-lain.  
Kebijakan privatisasi tidak bisa dilepaskan dari keinginan denasionalisasi 
atau adanya sebuah paradigma dasar ekonomi kapitalisme yang muncul untuk 
menjawab apa yang dianggap kapitalisme sebagai problem ekonomi. Mereka 
menganggap bahwa problem ekonomi adalah kelangkaan barang dan jasa, maka 
dibutuhkan jawaban atas persoalan ini. Hal ini, menurut kapitalisme berputar pada 
persoalan produksi, konsumsi dan distribusi. 
Untuk menyelesaikan apa yang dianggap sebagai problem ekonomi oleh 
kapitalisme, senjata ampuhnya adalah mekanisme pasar. 
Perekonomian tanpa campur tangan pemerintah (laissez faire) yang 
mengedepankan nilai kebebasan (liberalisme), maka perekonomian secara otomatis 
mengatur dirinya untuk mencapai kemakmuran dan keseimbangan. Alasan utama 
Smith melarang intervensi pemerintah adalah doktrin invisible hands. Menurut 
                                                          
6Wawancara yang dilakukan penulis dengan Rokhmat Sugihartono (peneliti tesis ‚Privatisasi 
BUMN di Indonesia dalam Perspektif Sistem Ekonomi Islam‛, pada IAIN Sunan Ampel Surabaya, 
2004), di Jakarta, tgl 09 Juli 2012.    
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doktrin ini, kebebasan (freedom), kepentingan diri sendiri (self interest) dan 
persaingan (competition) akan menghasilkan masyarakat yang stabil dan makmur. 
Neoliberalisme mendapatkan momen kebangkitannya saat Thatcher menjadi 
PM Inggris dan Ronald Reagen menjadi presiden di Amerika serikat pada awal tahun 
1980-an. Di Amerika, kebijakan Ronald Reagen yakni melakukan pengurangan 
subsidi secara besar-besaran disektor kesehatan, sementara di Inggris Thatcher 
memprivatisasi BUMN secara massal. 
Sejak tahun 1980-an pula, bersamaan dengan krisis utang Dunia Ketiga, 
paham Neoliberalisme menjadi pahamkebijakan badan-badan dunia multilateral 
Bank Dunia, IMF dan WTO. Tiga poin dasar Neoliberalisme dalam multilateral ini 
adalah pasar bebas dalam barang dan jasa, perputaran modal yang bebas dan 
kebebasan investasi. Sejak itu Kredo Neoliberalisme telah memenuhi pola pikir para 
ekonom di negara-negara tersebut. Di negara-negara sedang berkembang termasuk 
Indonesia pada akhir tahun 1980-an, paham neoliberalisme menemukan 
momentumnya. Menyusul terjadinya krisis moneter secara luas di negara-negara 
Amerika Latin, kemudian Departemen Keuangan AS bekerja sama dengan Dana 
Moneter Internasional (IMF), merumuskan sebuah paket kebijakan yang bernama 
Konsensus Washington. 
Konsensus Washington yang mencakup sepuluh ajaran neoliberalisme, yang 
telah dibahas pada bab II 
1) Disiplin Fiskal, yang intinya adalah memerangi defisit perdagangan. 
2) Public expenditure atau anggaran pengeluaran untuk publik, kebijakan ini 




3) Pembaharuan Pajak, seringkali berupa pemberian kelonggaran bagi para 
pengusaha untuk kemudahan pembayaran pajak. 
4) Liberalisasi keuangan, berupa kebijakan bunga bank yang ditentukan oleh 
mekanisme pasar. 
5) Nilai tukar uang kompetitif, berupa kebijakan untuk melepaskan nilai tukar 
uang tanpa kontrol pemerintah. 
6) Trade liberalisation barrier, yakni kebijakan untuk menyingkirkan segenap hal 
yang menggangu perdagangan bebas, seperti kebijakan untuk mengganti segala 
bentuk lisensi perdagangan dengan tarif dan pengurangan bea tarif. 
7) Forign direct investment, berupa kebijakan untuk menyingkirkan segenap aturan 
pemerintah yang menghambat pemasukan modal asing. 
8) Privatisasi, yakni kebijakan untuk memberikan semua pengelolaan perusahaan 
negara kepada pihak swasta. 
9) Deregulasi kompetisi. 
10) Intellectual Property Rights atau hak paten.7 
Indra Bastian (2002) adalah termasuk ekonom yang pro terhadap privatisasi 
pada sektor apapun yang intinya mereka beranggapan: 
1) Sektor swasta lebih efisien dibandingkan dengan sektor publik. 
2) Kekuatan pasar dan kompetisi akan meningkatkan pilihan dan mengurangi biaya 
pelayanan yang dipergunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan 
kualitas juga. 
                                                          
7
Mansour Fakih, Neoliberalisme dan Globalisasi, dalam Ekonomi Politik Digital Journal Al-
Manar Edisi I/2004,  h. 4 
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3) Perusahaan swasta dan kompetitif lebih responsif terhadap perubahan preferensi 
konsumen, permintaan, dan penawaran. 
4) Pemerintah dianggap terlalu besar dan boros. 
5) Berkurangnya kepercayaan masyarakat pada pelayanan publik, karena adanya 
peningkatan beban individual dan keluarga. 
6) Orientasi keuntungan finansial.8 
Kaum mafia Bekeley UI yang dulu menganut paham Neoklasik kini 
berpindah paham menjadi Neoliberalisme. Senada dengan apa yang telah dibahas 
sebelumnya, poin-poin pokok Neoliberalisme dapat disarikan sebagai berikut:
9
 
1. Aturan Pasar. Membebaskan perusahaan-perusahaan swasta dari setiap 
keterikatan yang dipaksakan pemerintah. Keterbukaan sebesar-besarnya atas 
perdagangan internasional dan investasi. Mengurangi upah buruh lewat 
pelemahan serikat buruh dan penghapusan hak-hak buruh. Tidak ada lagi kontrol 
harga. Sepenuhnya kebebasan total dari gerak modal, barang dan jasa. 
2. Memotong Pengeluaran Publik dalam Hal Pelayanan Sosial. Hal ini seperti 
pengurangan terhadap sektor pendidikan dan kesehatan, pengurangan anggaran 
‚jaringan pengaman‛ untuk orang miskin, dan sering juga pengurangan anggaran 
untuk infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, air bersih. Ini juga berguna 
untuk mengurangi peran pemerintah. Di lain pihak, mereka tidak menentang 
adanya subsidi dan manfaat pajak (tax benefits) untuk kalangan bisnis. 
3. Deregulasi. Mengurangi peraturan-peraturan pemerintah yang bisa mengurangi 
keuntungan pengusaha. 
                                                          
8Ibid, h. 14.  
9
Riant Nugroho dan Randu R. Wrihatnolo, op. cit., h. 92-93. 
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4. Privatisasi. Menjual BUMN-BUMN di bidang barang dan jasa kepada investor 
swasta, termasuk bank-bank, industri strategis, jalan raya, jalan tol, listrik, 
sekolah, rumah sakit bahkan air minum. Privatisasi selalu dengan alasan demi 
efisiensi yang lebih besar, yang nyatanya berakibat pada pemusatan kekayaan ke 
dalam sedikit orang dan membuat publik membayar lebih banyak. 
5. Menghapus Konsep Barang-Barang Publik (Public Goods) atau Komunitas. 
Menggantinya dengan tanggung jawab individual, yaitu menekankan rakyat 
miskin untuk mencari sendiri solusinya atas tidak tersedianya perawatan 
kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, dan lain-lain; dan menyalahkan mereka 
atas kemalasan. 
Ahmad Daryoko selaku penuntut judicial review yang menggugat UU RI 
Nomor 20 Tahun 2002 yang dianggap neoliberal dalam sebuah wawancara, Ahmad 
Daryoko menyampaikan bahwa apabila dikatakan boros dan tidak efisien dalam 
mengelola BUMN itukan pemerintah, jika pemerintah boros dan tidak efisien maka 
yang harus dibenahi adalah pemerintah yang menjalankan perusahaan publik seperti 
listrik supaya tidak boros, korup dan inefisien. Kata beliau privatisasi sumber daya 
alam yang strategis diharamkan oleh Allah swt. sebagaimana dalam sebuah hadis.  
.ٌماَرَح ُوُنََمثَو ، ِراَّنلاَو ، ِلإَكْلاَو ، ِءاَمْلا يِف : ٍثَلاَث يِف ُءاََكرُش َنوُمِلْسُمْلا 
Kaum muslimin berserikat pada tidak hal, air, padang gembalaan dan api (energi), 
sementara hasilnya haram. Air jelas diharamkan kata beliau untuk dikuasai, begitu 
pula padang gembalaan dan api itu energi. Api di sini semua yang menyangkut 
energi seperti, migas, batu bara, listrik dan lain-lain. Apabila boros yang dimaksud di 
sini adalah karena pemerintah mensubsidi listrik misalnya, maka beliau menjelaskan 
tugas negara memang harusnya mensubsidi atau menggratiskan perkara tersebut. Itu 
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sudah menjadi tanggung jawab mereka. Energi sebagaimana udara itu seharusnya 
gratis dan kalau hitung-hitungannya adalah rugi maka apakah Allah rugi 
memberikan kita udara? Berapa cost yang harus kita bayar untuk udara yang kita 
hirup kepada Allah swt.?
10
 
Guru Besar Hukum Aminuddin Ilmar berpandangan Indonesia mesti 
menetapkan sektor-sktor strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak, karena 
ini yang belum jelas. UUD RI pasal 33 hanya menyebutkan yang menyangkut hajat 
hidup orang banyak, tapi rinciannya tidak ada. Menurut Aminuddin Ilmar, sumber 
daya alam seperti migas, listrik, dan sejenisnya adalah sektor hajat hidup orang 
banyak sehingga tidak boleh diprivatisasi. Beliau setuju saja dengan privatisasi 




Jimly Asshiddiqie (2010), membagi kelompok yang pro terhadap privatisasi 
dan yang kontra dengan privatisasi, saat membahas tentang bagaimana perdebatan 
dalam rancangan UUD RI 1945 pasal 33, mereka yang pro neoliberal adalah Syahrir 
dari (UI) dan Sri Mulyani (UI), serta Bambang Sudibyo (UGM) dan Sri Adiningsih 
(UGM). Sementara yang berseberangan dan menolak kebijakan-kebijakan liberal dan 
neoliberal dengan pemikiran neoliberal atau yang disebut ekonomi kerakyatan 




                                                          
10
Ahmad Daryoko, (Interview, Jakarta, tgl 5 juni 2012)   
11
Aminuddin Ilmar, (Interview, Makassar, tgl 21 Mei 2012)   
12
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, (Cet. I; Jakarta: Kompas, 2010), h. 254. 
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Mubyarto menurut Jimly Asshiddiqie adalah pakar ekonom senior yang 
menolak paham liberalisme atau neoliberalisme yang dipegang para ekonom muda 
saat ini seperti Sri Mulyani. Mubyarto, masih memegang prinsip ekonomi 
kerakyatan dimana asas kebersamaan dan kekeluargaan mesti terbangun. Karena 
apabila semuanya diserahkan pada mekanisme pasar maka dapat dipastikan siapa 
saja yang memiliki modal besar maka dialah yang menang, akibatnya kerakusan dan 
kesenjangan antara yang kaya dan miskin akan semakin melebar. 
Senada dengan Mubyarto, Kwik Kian Gie (2006) dalam bukunya Kebijakan 
Ekonomi Politik dan Hilangnya Nalar, membahas serta mengkritik kebijakan 
kapitalisme dan privatisasi yang cenderung akan menghidupkan pemodal besar dan 
mematikan rakyat kecil. Kwik mengutip pernyataan Bung Karno yang membatasi 
eksploitasi kekayaan alam sumber daya asing ‚Kita simpan ditanah sampai para 
insinyur kita mampu menggarap sendiri‛. Ketika Executive Vice President EM 
mendatangi Kwik dan mencoba meyakinkan Kwik, Kwik mengatakan kepada 
mereka, ‚pleace, bolehkah saya belajar menjadi perusahaan seperti Anda di tanah air 
sendiri, menggunakan cadangan minyak sebagai modal awal?‛. Pesan Kwik kepada 
SBY, sebaiknya presiden tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh EM dan tidak 
takut tekanan AS. Tidak semestinya pemerintah AS ikut dalam deal bisnis. 
Para penganut neoliberalisme percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dicapai 
sebagai hasil normal dari 'kompetisi bebas'. Kompetisi yang agresif adalah akibat 
dari kepercayaan bahwa 'pasar bebas' itu efisien, dan itulah cara yang tepat untuk 
mengalokasikan sumber daya alam rakyat yang langka untuk memenuhi kebutuhan 
manusia. Harga barang dan jasa selanjutnya menjadi indikator apakah sumber daya 
telah habis atau masih banyak. Kalau harga murah, itu berarti persediaan memadai. 
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Harga mahal artinya produknya mulai langka. Apabila harga tinggi, orang akan 
menanam modal ke sana. Oleh sebab itu, harga menjadi tanda apa yang harus 
diproduksi. Itulah alasan mengapa ekonomi neoliberal tidak ingin pemerintah ikut 
campur, serahkan saja pada mekanisme dan hukum pasar untuk bekerja. Keputusan 
individual atas interest pribadi diharapkan mendapat bimbingan dari invisible hand 
sehingga masyarakat akan mendapat berkah dari ribuan keputusan individual 
tersebut. Dan pada akhirnya, kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang tersebut 
akan 'trickle down' kepada anggota masyarakat yang lain. Oleh karena itu, sedikit 
orang tersebut perlu difasilitasi dan dilindungi. 
Dari pemikiran inilah kebijakan privatisasi diadopsi, agar supaya tercipta 
mekanisme pasar bebas yang tidak lain menciptakan efisiensi dan kompetisi. Dengan 
demikian, maka mekanisme pasarlah yang akan menyelesaikan problem produksi, 
konsumsi dan distribusi.  
Berdasarkan teori-teori neoliberalisme tersebut maka negara tidak boleh 
memiliki peranan dalam mengatur dan ikut serta dalam menetapkan harga, 
mengelola SDA dan segala yang bisa menghambat berjalan dengan sempurnanya 
pasar bebas. negara harus ditempatkan pada posisinya hanya membuat regulasi 
untuk terciptanya iklim mekanisme pasar bebas. Dengan demikian, perlahan tapi 
pasti kebijakan privatisasi akan dijalankan secara sempurna sebagaimana apa yang 
menjadi kehendak paham Neoliberalisme. Dapat disimpulkan pula bahwa peran 
negara dalam mengelola sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang 




Berdasarkan penelitian terhadap regulasi yang dihasilkan untuk mengatur 
sumber daya alam, maka ditemukan bahwa pemerintah mengurangi peran srtategis 
terhadap penguasaan dan pengelolaan kekayaan alam, sebagaimana apa yang 
dikehendaki oleh sistem kapitalisme-neolieralisme. 
B. Kebijakan Privatisasi Sumber Daya Alam dalam Perspektif Islam  
Untuk menjawab persoalan kebijakan privatisasi sumber daya alam dalam 
perspektif Islam, maka yang perlu dipahami adalah apakah sumber daya alam itu 
termasuk kekayaan milik pribadi (private ownership), kekayaan milik umum (public 
ownership) atau kepemilikan negara (state ownership). 
Sumber daya alam seperti minyak, air, udara, lahan, hutan, batu bara, emas 
dan lain-lain merupakan sumber daya yang esensial bagi keberlangsungan hidup 
manusia. Berkurangnya atau bahkan hilangnya sumber daya alam tersebut akan 
berdampak sangat besar bagi keberlangsungan hidup manusia. 
Dilihat dari sifatnya, sumber daya alam yang melingkupi perkara hajat 
hidup orang banyak dikelompokkan sebagai kepemilikan publik, seperti migas, air, 
listrik, energi, padang gembalaan. Ini berdasarkan hadis Rasulullah saw. 
 َنوُمِلْسُمْلا ٌماَرَح ُوُنَمَثَو ، ِراَّنلاَو ، ِلإَكْلاَو ، ِءاَمْلا يِف : ٍثَلاَث يِف ُءاََكرُش  




Yang juga termasuk ke dalam kepemilikan umum ini, adalah setiap peralatan 
yang digunakan untuk mengelola fasilitas umum, seperti alat pengebor air yang 
dibutuhkan oleh masyarakat umum, beserta pipa-pipa yang digunakan untuk 
menyulingnya (menyalurkannya). Demikian juga peralatan yang digunakan sebagai 
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Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, juz 3 h. 528.  
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pembangkit listrik yang memanfaatkan air milik umum (PLTA), tiang-tiang, kabel-
kabel, dan stasiun distribusinya. 
Sebagaimana yang telah dibahas pada bab 3, Muhammad Husain Abdullah 
(1990) merinci tiga macam harta yang dimiliki oleh publik:
14
 
1. Segala sesuatu yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat, yakni sesuatu 
yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan masyarakat, dan akan menyebabkan 
persengketaan tatkala ia lenyap; seperti air, padang rumput, dan api. Rasulullah 
saw bersabda: 
 ، ِلإَكْلاَو ، ِءاَمْلا يِف : ٍثَلاَث يِف ُءاََكرُش َنوُمِلْسُمْلا : َمَّلَسو ِوْيلَع للها ىَّلَص ِللها ُلوُسَر َلَاق
.ٌماَرَح ُوُنَمَثَو ، ِراَّنلاَو 




Termasuk juga ke dalam kepemilikan umum ini adalah setiap peralatan yang 
digunakan untuk mengelola fasilitas umum, seperti alat pengebor air yang 
dibutuhkan oleh masyarakat umum, beserta pipa-pipa yang digunakan untuk 
menyulingnya (menyalurkannya). Demikian juga peralatan yang digunakan 
sebagai pembangkit listrik yang memanfaatkan air milik umum (PLTA), tiang-
tiang, kabel-kabel, dan stasiun distribusinya. 
2. Segala sesuatu yang secara alami, mencegah untuk dimanfaatkan hanya oleh 
individu secara perorangan; seperti, jalanan, sungai, laut, danau, mesjid, sekolah-
sekolah negeri, dan lapangan umum. Sabda Rasulullah saw. hadis riwayat Abu 
Dawud, dari S}a’b bin Jus \amah: 
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Lihat Muhammad Husain Abdullah, Dira>sa>t  fī al-Fikri al-Isla>mī, Terj. Zamroni, Studi 
Dasar Pemikiran Islam, (Cet. I; Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2002)., h. 107-108.  
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 ِح َلاوِلْوُسَرِلَو ِلله َِّلاِإ يَم 
Tidak ada pagar pembatas kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya. 
Makna hadis ini adalah tidak ada hak bagi seorangpun untuk memberikan batasan 
atau pagar (mengkapling) segala sesuatu yang diperuntukkan bagi masyarakat 
umum. 
3. Barang tambang yang depositnya tidak terbatas, yaitu barang tambang yang 
berjumlah banyak yang depositnya tidak terbatas. Adapun bila jumlahnya sedikit 
dan terbatas maka dapat saja menjadi kepemilikan individu. Individu boleh saja 
memilikinya. Barang tambang yang depositnya banyak, contohnya adalah 
tambang emas, perak, minyak bumi, fosfat dan sebagainya. Dalilnya, adalah 
riwayat yang diriwayatkan oleh Abyad} bin Hammal al-Mazini>, bahwa Abyad} 
telah meminta kepada Rasul saw untuk mengelola tambang garam. Lalu 
Rasulullah memberikannya. Setelah ia pergi, ada seseorang yang berkata kepada 
Rasul, ‚Wahai Rasulullah, tahukah engkau apa yang telah engkau berikan 
kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air 
mengalir.‛ Rasul kemudian berkata, ‚Tariklah kembali tambang tersebut 
darinya.‛ Rasul bersikap demikian karena sesungguhnya garam adalah barang 
tambang seperti air mengalir yang tidak terbatas depositnya. 
Imam al-Mawardi (w. 450 H) dalam bukunya Ahkam al-Sult}aniyah, dalam 
bab tentang protektorat (lahan mati yang terlindungi dan fasilitas umum, juga 
berkaitan dengan pemberian tanah dan tambang. Al-Mawardi menjelaskan hadis 
Rasulullah Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. 
 ، ُوَعَطْقََأف ٍبَرْأَم َحْلِم َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا َلوُسَر َعَطْق َتْسا ٍلا َّمَح َنْب َضَي َْبْلْا َّنَأ ُعَر ْقَْلْا َلاَق َف
 ِباَح ُنْب اَهيِف َسَْيل ٍضْرَِأب َوُىَو ، ِةَّيِلِىاَجْلا يِف َحْلِمْلا اَذَى ُتْدَرَو يِّنإ ِوَّللا َلوُسَر َاي : ُّيِميِمَّتلا ٍس
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.ِحْلِمْلا ِةَعيِطَق يِف ُضَي َْبْلْا َلاَق َتْسَاف ِضْرَْلِْاب ِّدِعْلا ِءاَمْلا ُلْثِم َوُىَو ُهَذَخَأ ُهَدَرَو ْنَم ُهُر ْ يَغ  َلاَق َف  ْدَق
.ًةَقَدَص يِّنِم ُوَلَعْجَت ْنَأ ىَلَع َكُتْل َقَأ  ُلْثِم َوُىَو ، ٌةَقَدَص َكْنِم َوُى :ُمَلا َّسلاَو ُةَلاَّصلا ِوْيَلَع ُّيِبَّنلا َلاَق َف
 ُهَذَخَأ ُهَدَرَو ْنَم ِّدِعْلا ِءاَمْلا 
Bahwa al-Abyad} bin Hammal meminta Rasulullah saw. memberinya lokasi 
garam di Ma’rab, kemudian Rasulullah saw. memberikannya. Al- Aqra‘ bin 
Hābis  al-Tamīmī, ‚wahai Rasulullah, sesungguhnya aku datang kelokasi 
garam tersebut pada masa jahiliyah. Garam tidak ditemukan selain di lokasi 
tersebut. Barangsiapa datang ke lokasi tersebut, ia berhak mengambil 
garamnya. Garam tersebut seperti air yang mengalir terus menerus di suatu 
daerah.‛ Al-Aqra’ meminta kepada Abyad} mengundurkan diri dari kepemilikan 
garam tersebut. Al-Abyad} berkata, ‚Sungguh aku melepas kepemilikanku atas 
lokasi garam tersebut namun engkau harus menjadikannya sebagai sedekah 
atas namaku.‛ Rasulullah saw. bersabda,‛Garam tersebut adalah sedekah 
darimu. Lokasi garam tersebut seperti air yang mengalir terus menerus; siapa 
yang datang kepadanya, ia berhak mengambilnya.
16
   
Abu Ubaid berkata, yang dimaksud dengan al-ma>’u al-iddi pada hadis di atas 
adalah air yang senantiasa mensuplay secara terus menerus. Ada juga yang berkata 




Dengan mencermati dalil-dalil tersebut maka jelaslah bahwa sumber daya 
alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak, haram hukumnya diprivatisasi. 
Karena kepemilikannya adalah untuk seluruh manusia dan tidak boleh dieksploitasi 
oleh individu sehingga menghilangkan kepentingan manusia secara bersama-sama 
untuk memenuhi hajat hidup mereka.  
Imam al-Mawardi mengharamkan menguasai semua sektor yang menyangkut 
hajat hidup orang banyak, sebagaimana hadis di atas. Termasuk Imam al-Mawardi 
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Imam al-Mawardi, Ahkam Al-Sult}a>niyah fi> Al-Wila>yah Al-Dini>yah , Terj. Fadli Bahri, Al-
Ahkam Al-Sult}a>niyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariah Islam, (Cet. 3; Jakarta: 
Darul Falah, 2007), h. 331.   
17Ibid, h. 332.  
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merinci air yang tidak boleh dikuasai dan dimiliki oleh individu sehingga 
menghilangkan kebutuhan hajat hidup orang banyak tersebut. 
Ketiga jenis pengelompokkan ini beserta cabang-cabangnya dan hasil 
pendapatannya merupakan milik bersama kaum Muslim, dan mereka berserikat 
dalam harta tersebut. Harta ini merupakan salah satu sumber pendapatan Baitul Mal 
kaum Muslim. Khalifah sesuai dengan ijtihadnya berdasarkan hukum syara’, 
mendistribusikan harta tersebut kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan 
kemaslahatan Islam dan kaum muslim.
18
 
Sehingga pengelolaannya diserahkan kepada negara menurut ijtihad mereka, 
bukan untuk dikuasai atau dimiliki tetapi dalam rangka untuk mengurus dan 
mendistribusikannya kepada seluruh masyarakat, demi mencapai pemenuhan hajat 
hidup mereka. 
Al-Nabhani (1990) menjelaskan berkaitan dengan hadis pemberian tambang 
garam kepada Abyad} bin Hammal yang dimaksud di sini bukanlah garam itu sendiri, 
melainkan tambangnya. Dengan bukti, bahwa ketika Rasulullah saw. 
mengetahuinya, yakni tambang tersebut tidak terbatas jumlahnya, maka Rasulullah 
mencegahnya, sementara Rasul juga mengetahui, bahwa itu merupakan garam dan 
sejak awal Rasul berikan kepada Abyad}. Jadi, pencabutan tersebut karena garam tadi 
merupakan tambang yang tidak terbatas jumlahnya.  
Abu Ubaid mengatakan:  
Adapun pemberian Nabi saw kepada Abyad} Bin Hamal terhadap tambang 
garam yang terdapat di daerah Ma'rab, kemudian beliau mengambilnya 
kembali dari tangan Abyad}, sesungguhnya beliau mencabutnya semata-mata 
karena, menurut beliau tambang tersebut merupakan tanah mati yang 
dihidupkan oleh Abyad} lalu dia mengelolanya. Ketika Nabi saw mengetahui, 
bahwa tambang tersebut (laksana) air yang mengalir, dimana air tersebut 
                                                          
18Ibid, h. 85.  
131 
 
merupakan benda yang tidak pernah habis, seperti mata air dan air bor, maka 
beliau mencabutnya kembali. Karena sunnah Rasulullah saw dalam masalah 
padang, api dan air, menyatakan bahwa semua manusia berserikat dalam 
masalah tersebut. Maka, beliau berpikir untuk menjadikan benda tersebut 
sebagai milik pribadi yang dimiliki sendiri, sementara yang lain tidak bisa 
memilikinya.19  
Apabila garam tersebut termasuk dalam katagori tambang, maka pencabutan 
kembali Rasul terhadap pemberian beliau kepada Abyad} tersebut dianggap sebagai 
illat ketidakbolehan dimiliki individu, di mana garam tersebut merupakan tambang 




Dari hadis ini nampak jelas, bahwa illat larangan untuk tidak memberikan 
tambang garam tersebut adalah karena tambang tersebut mengalir, yakni tidak 
terbatas. Lebih jelas lagi berdasarkan riwayat dari Amru bin Qais, bahwa yang 
dimaksud dengan garam di sini adalah tambang garam, dimana beliau mengatakan: 
"ma'dan al-milhi" (tambang garam). Maka, dengan meneliti pernyataan para ahli 
fiqh, menjadi jelaslah bahwa mereka telah menjadikan garam termasuk dalam 
katagori tambang, sehingga hadits ini jelas terkait dengan tambang, bukan dengan 
garam itu sendiri secara khusus.
21
 
Hukum ini, yakni adanya tambang yang tidak terbatas jumlahnya adalah milik 
umum, juga meliputi semua tambang, baik tambang yang nampak yang bisa 
diperoleh tanpa harus susah payah, yang bisa didapatkan oleh manusia, serta bisa 
mereka manfaatkan, semisal garam, antimonium, batu mulia dan sebagainya; 
                                                          
19
Taqyuddin al-Nabhani, al-Niz}a>m al-Iqtis}a>di fi> al-Islām, Terj. Moh. Maghfur  Wachid, 
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ataupun tambang yang berada di dalam perut bumi, yang tidak bisa diperoleh selain 
dengan kerja dan susah payah, semisal tambang emas, perak, besi, tembaga, timah, 
dan sejenisnya. Baik berbentuk padat, semisal kristal ataupun berbentuk cair, 
semisal minyak tanah, maka semuanya adalah tambang yang termasuk dalam 
pengertian hadits di atas. 
Sedangkan benda-benda yang tabiat pembentukannya mencegah hanya 
dimiliki oleh pribadi, maka benda tersebut merupakan benda yang mencakup 
kemanfaatan umum. Maka, meskipun benda-benda tersebut termasuk dalam 
kelompok pertama, karena merupakan fasilitas umum, namun benda-benda tersebut 
berbeda dengan kelompok yang pertama, dari segi tabiatnya, bahwa benda tersebut 
tidak bisa dimiliki oleh individu. Berbeda dengan kelompok pertama, yang memang 
boleh dimiliki oleh individu. Zat air misalnya, mungkin saja dimiliki oleh individu, 
namun individu tersebut dilarang memilikinya, apabila suatu komunitas 
membutuhkannya. Berbeda dengan jalan, sebab jalan memang tidak mungkin 
dimiliki oleh individu. Oleh karena itu, sebenarnya pembagian ini meskipun dalilnya 
bisa diberlakukan illat syar'iyah, yaitu keberadaannya sebagai kepentingan umum 
esensi faktanya menunjukkan, bahwa benda-benda tersebut merupakan milik umum 
(colective propherty). Ini meliputi jalan-jalan, sungai-sungai, laut-laut, danau-danau, 
tanah-tanah umum, teluk-teluk, selat-selat dan sebagainya. Yang juga bisa 
disetarakan dengan hal-hal tadi adalah masjid-masjid, sekolah-sekolah milik negara, 
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Pengelolaan terhadap kepemilikan umum pada prinsipnya dilakukan oleh 
negara, sedangkan dari sisi pemanfaatannya bisa dinikmati oleh masyarakat umum.  
Masyarakat umum bisa secara langsung memanfaatkan sekaligus mengelola barang-
barang umum tadi,  jika  barang-barang tersebut bisa diperoleh dengan mudah tanpa 
harus mengeluarkan dana yang besar seperti, pemanfaatan air di sungai atau sumur, 
mengembalakan ternak di padang penggembalaan dan sebagainya. Sedangkan jika 
pemanfaatannya membutuhkan explorasi dan eksploitasi yang sulit, pengelolaan 
milik umum ini dilakukan hanya oleh negara untuk seluruh rakyat dengan cara 
diberikan cuma-cuma atau dengan harga murah. Dengan cara ini rakyat dapat 
memperoleh beberapa kebutuhan pokoknya dengan murah.    
Hubungan negara dengan kepemilikan umum sebatas mengelola, dan 
mengaturnya untuk kepentingan masyarakat umum.  Negara tidak boleh menjual 
aset-aset milik umum. Sebab, prinsip dasar dari pemanfaatan adalah kepemilikan.   
Seorang individu tidak boleh memanfaatkan atau mengelola barang dan jasa yang 
bukan menjadi miliknya.   Demikian pula negara, ia tidak boleh memanfaatkan atau 
mengelola barang yang bukan menjadi miliknya.  Laut adalah milik umum, bukan 
milik negara.  Pabrik-pabrik umum, tambang, dan lain-lain adalah milik umum, 
bukan milik negara.   Atas dasar ini, negara tidak boleh menjual aset yang bukan 
menjadi miliknya, kepada individu-individu masyarakat. 
C. Dampak dari Privatisasi 
Sejak dijalankannya neoliberalisme di Indonesia, maka regulasi yang lahir 
adalah regulasi yang meliberalkan sektor kekayaan alam untuk dikuasai oleh swasta. 
Undang-undang yang lahir sangat menyenangkan hati para pemilik modal, seperti 
UU RI Migas yakni UU RI no. 22 tahun 2001. 
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Setelah diberlakukannya undang-undang tersebut, praktis di Indonesia sektor 
hulu dan hilir migas mulai dibuka kepada swasta, akibatnya sektor hulu migas 
dikuasai hingga 84% oleh asing sementara Indonesia yakni pertamina dan mitranya 
hanya menguasai 16 % saja. Dari data Dirjen Migas 2009, Asing yang menguasai 
sektor hulu antara lain, chevron menguasai 44 persen, Total E&P menguasai 10 
persen, Conoco Philip 8 persen, Medco 6 persen, CNOOC menguasai 5 persen, 
Petro-China menguasai 3 persen, British Petrolium menguasai 2 persen, Kodeco 










Gambar penguasaan tambang minyak di Indonesia.
24
 
Perusahaan multinasional ini meraup untung yang luar biasa dari Indonesia. 
Tidak ada satupun perusahaan itu yang rugi karena melakukan eksplorasi kekayaan 
alam di Indonesia.  
Tidak berhenti disektor hulu, perusahaan asing juga telah masuk disektor 
hilir bersaing dengan perusahaan plat merah negara. Untuk menjalankan roda 
perekonomian secara fair maka Pemerintah Indonesia beberapa bulan yang lalu 
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merencanakan menaikkan harga BBM dan mengurangi subsidi secara perlahan. Ini 
artinya bahwa kalau yang dianggap pemerintah subsidi itu dicabut artinya harga 
akan masuk pada mekanisme pasar bebas. Seluruh pemain disektor hilir akan 
menjual kepada masyarakat dengan persaingan harga yang ketat. 
Apa yang menjadi dampak dari privatisasi migas tersebut? Di sektor hulu, 
Indonesia  dahulunya mampu memproduksi minyak 1,7 juta barel perhari, setelah 
dibukanya kran privatisasi maka saat ini Indonesia hanya mampu menghasilkan 900 
juta barel perhari. Hal ini mengubah posisi Indonesia yang tadinya sebagai negara 
pengekspor minyak menjadi negara pengimpor.  
Dengan mengimpor minyak maka cost pengeluaran pemerintah akan semakin 
tinggi, inilah yang oleh pemerintah dianggap sebagai subsidi karena sebagian besar 
kebutuhan minyak Indonesia harus didatangkan dari luar negeri (membeli dari 
Asing). Dan bisa dipastikan rakyatlah yang akan menanggung beban karena biaya 
untuk membeli minyak dari luar tersebut harus dibayar melalui dana APBN dan 
sebagian besar dananya dari pajak masyarakat. Setelah masyarakat membeli dengan 
pajak, mereka juga diminta membeli kembali dengan harga yang tinggi dipasar. 
Dampak dari privatisasi sektor hilir migas diantaranya: 
1. Pertamina tidak lagi sebagai single seller dalam kegiatan distribusi dan niaga 
migas.  
2. Hilangnya kedaulatan energi migas di sektor hilir.  
3. Migas menjadi komoditas komersial semata-mata. 
4. Hilangnya hak rakyat menikmati migas miliknya. 
5. Asing diuntungkan, menguasai pasar Indonesia. 
6. Rakyat dirugikan, harga BBM menjadi mahal. 
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Menurut Ahmad Daryoko, dampak langsung yang akan dirasakan oleh 
masyarakat adalah tingginya harga barang-barang yang menjadi kebutuhan hidup 
mereka, semuanya akan naik. Mulai dari pekerja transportasi yang akan membeli 
bahan bakar tinggi, maka mereka bisa dipastikan akan menaikkan tarif angkutan 
mereka, bagi para pedagang cost transportasi yang besar akan memaksa harga jual 
dagangan merekapun meningkat. Intinya efek domino bagi seluruh level masyarakat 
akan merasakan dampaknya. Tidak hanya masyarakat kelas bawah, pengusaha-
pengusaha pun akan merasakan dampak dari privatisasi migas tersebut dengan 
naiknya cost produksi, harga bahan baku, dan tentunya gaji-gaji karyawanpun minta 
dinaikkan. Ahmad Daryoko menambahkan mengapa di Cina harga-harga produksi 
mereka murah? Kemudian beliau menjawab sendiri karena sektor energi mereka 
seperti listrik itu ditanggung oleh negara, maka ini menguntungkan bagi pihak 
pengusaha disatu sisi dan masyarakat yang menjadi konsumen dipihak lain. 
Bagaimana dengan cost negara? Negara akan mendapatkan justru lebih banyak 




Berdasarkan kajian pemikiran ekonomi kapitalisme dengan wajah barunya 
Neoliberalisme yang melahirkan kebijakan privatisasi, maka dampak yang akan 
terjadi, antara lain: 
1. Privatisasi akan menghilangkan kedaulatan negara dalam menyelola kekayaan 
alam. Mengakibatkan negara tidak bisa mengontrol penambangan-penambangan 
yang dilakukan perusahaan yang berakibat pada kerusakan lingkungan. 
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2. Penguasaan kekayaan alam strategis oleh beberapa perusahaan besar tidak 
mengindahkan persoalan lingkungan. Hal ini dapat kita saksikan pada aktivitas 
PT Freeport yang telah merusak lingkungan di Papua. Jutaan tailing hasil 
penambangan dibuang begitu saja ke laut. Demikian pula yang diakibatkan oleh 
penambangan gunung Grasberg mencapai diameter 2,4 kilometer yang meliputi 
luas 499 Ha, dengan kedalaman 800 m. Ini menyebabkan, benteng alam seluas 












3. Hanya pemodal besar saja yang akan menikmati kekayaan alam strategis tersebut. 
Karena biaya operasional untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sangat 
besar, maka yang bersaing dalam pengelolaan kekayaan alam tersebut hanya 
berputar pada orang kaya sementara masyarakat yang tidak memiliki modal tidak 
akan dapat apa-apa. Sekalipun alasan yang dikemukakan bahwa dengan 
dikelolanya kekayaan alam oleh swasta maka akan menciptakan lapangan kerja 
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serta berdampak positif bagi wilayah tersebut. Kesalahan alasan tersebut bisa 
dibuktikan pada pengelolaan tambang emas di Papua. Sekalipun PT. Freeport 
terus mengadakan kegiatan pengembangan komunitas (community Development) 
tentu tidak ada apa-apanya dengan keuntungan yang direkrut oleh PT. Freeport. 
Tiga kabupaten Papua, yakni di Timika, Paniai dan Puncak jaya berpenduduk 
miskin di atas 50% . 
4. Penjualan perusahaan-perusahaan negara dibidang sosial akan mengakibatkan 
akses masyarakat tidak mampu menjadi sulit. Menghapus Konsep Barang-Barang 
Publik (Public Goods) atau Komunitas kemudian menggantinya dengan tanggung 
jawab individual, yaitu menekankan rakyat miskin untuk mencari sendiri 
solusinya atas tidak tersedianya perawatan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, 
dan lain-lain; dan menyalahkan mereka atas kemalasan.  
5. Pemotongan pengeluaran publik dalam hal pelayanan sosial, seperti pengurangan 
terhadap sektor pendidikan dan kesehatan, pengurangan anggaran ‚jaringan 
pengaman‛ untuk orang miskin, dan sering juga pengurangan anggaran untuk 
infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, air bersih.  
6. Negara hanya berfungsi sebagai pembuat regulasi yang sesuai dengan spirit 
mekanisme pasar serta mengontrol agar tidak terjadi kecuraangan. Sementara 
rakyat diperintahkan berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan mereka. 
Pandangan Islam, peran politik ekonomi negara bukanlah seperti pengusaha 
terhadap kostumernya, yang berpikir tentang untung dan rugi. Tetapi negara yang 
direpresentasikan oleh kepala negara adalah laksana pengembala, sebagaimana yang 
dinyatakan oleh Rasulullah saw. ‚Kullukum mas’u>lun ‘an ra‘iyatihi, fa> ima>mu ra>‘in 
wa huwa mas’u>lun ‘an ra‘iyatihi‛ artinya ‚Kamu semua adalah penanggungjawab 
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atas gembalaannya. Maka pemimpin adalah pengembala dan dialah yang harus selalu 
bertanggung jawab terhadap gembalaannya.‛ (H.R. Ah}mad, al- Bukha>ri, Muslim, 
Abu> Da>wu>d dan al-Tirmiz\i dari Ibnu Umar)
26
  
Karena pemimpin negara adalah penanggungjawab rakyatnya maka 
seharusnya mereka mengelola apa yang diamanahkan kepadanya serta 
mendistribusikannya secara adil, sebagaimana mekanisme yang telah ditetapkan 
oleh syara’. Firman Allah swt. Q.S. al-Taubah/9: 34. 
َاي اَهُّ يَأ  َنيِذَّلا اوُنَمآ  َّنِإ اًريِثَك  َنِم  ِراَبْحلْا  ِناَبْىُّرلاَو  َنوُلُكْأََيل  َلاَوْمَأ  ِساَّنلا  ِلِطاَبْلِاب  َنو ُّدُصَيَو  ْنَع  ِليِبَس 
 ِوَّللا  َنيِذَّلاَو  َنوُزِنْكَي  َبَى َّذلا  َةَّضِفْلاَو لاَو اَه َنوُقِفْن ُي يِف  ِليِبَس  ِوَّللا  ْمُىْر ِّشَب َف  ٍباَذَِعب  ٍمِيلَأ  
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-
orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang 
dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. 
Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya 
pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan 
mendapat) siksa yang pedih.
27
 
Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Hasyr/59:7. 
اَم  َءَافَأ  ُوَّللا ىَلَع  ِوِلوُسَر  ْنِم  ِلْىَأ ىَرُقْلا  ِوَّلِلَف  ِلوُسَّرلِلَو يِذِلَو ىَبْرُقْلا ىَماَتَيْلاَو  ِنيِكاَسَمْلاَو  ِنْباَو 
 ِليِب َّسلا  ْيَك لا  َنوُكَي  ًةَلوُد  َنْي َب  ِءاَيِنْغلْا  ْمُكْنِم اَمَو  ُمُكَاتآ  ُلوُسَّرلا  ُهوُذُخَف اَمَو  ْمُكاَه َن  ُوْنَع اوُه َت ْنَاف 
اوُقَّ تاَو  َوَّللا  َّنِإ  َوَّللا  ُديِدَش  ِباَقِعْلا 
Apa saja harta rampasan perang (fa‘i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya 
(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk 
Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 
orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara 
orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, 
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maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan 
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.
28
 
 Dampak besar yang terjadi apabila negara menyerahkan kepada keserakahan 
manusia secara individu untuk menguasai, memiliki dan mengelola kekayaan alam 
strategis yang menjadi hajat hidup orang banyak adalah pemiskinan dan 
pembunuhan terhadap sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki kemampuan 
untuk mengelola dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Hal itu berarti 
kekayaan alam tersebut akan beredar di antara orang-orang kaya saja sementara 
rakyat miskin tidak dapat menikmati hasil kekayaan alam tersebut dalam berbagai 
bentuk. 
Peringatan Allah swt. dalam Q.S. Al-Hasyr/59: 7 di atas seharusnya menjadi 
bahan pertimbangan untuk mengatur dan mengelola kekayaan alam yang telah 
diserahkan oleh Allah swt. sebagai pemilik hakiki kekayaan tersebut kepada yang 
telah diberi hak, yakni publik sebagaimana mestinya.   
 
 
                                                          






KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 
A. Kesimpulan 
1. Kebijakan Privatisasi Sumber Daya Alam adalah kebijakan yang lahir dari 
sebuah konsep ekonomi kapilasme yang diadopsi oleh pemerintah saat ini. 
Pandangan kapitalisme-neoliberalisme dengan  pemikiran laissez faire, yakni 
dengan menghilangkan peran negara dalam sebuah mekanisme pasar bebas akan 
menciptakan kesejahteraan wealth of nations. 
2. Dikte dari kaum kapitalis-neoliberalis beserta lembaga-lembaga kapilasme 
dunia, seperti World Bank, IMF dan WTO yang mengeluarkan Konensus 
Washington memakasa negara-negara berkembang termasuk Indonesia untuk 
merubah kebijakan pemerintahan dalam rangka menyerahkan semua BUMN 
termasuk BUMN strategis masuk dalam pusaran mekanisme pasar. Maka, 
regulasi yang lahir adalah regulasi yang memungkinkan terjadinya penjualan 
aset-aset negara kepada swasta, seperti undang-undang migas UU RI No. 22 
Tahun 2001, undang-undang ketenagalistrikan, undang-undang BUMN dan lain-
lain. 
3. Dampak dari regulasi yang lahir sebagaimana disebutkan di atas adalah 
kebijakan privatisasi atau penjualan BUMN strategis negara sangat luas. 
Krakatau Steel sahamnya dijual, PLN juga sedang dipersiapkan untuk dijual, 
sebelumnya sektor hulu migas negara Indonesia juga telah dijual sehingga 




4. Islam memandang bahwa sumber daya alam adalah kepemilikan umum (public 
ownership) yang tidak boleh dikuasai dan dimiliki oleh swasta. Karenanya, 
kepemilikan itu harus dikembalikan pada siapa yang memilikinya yakni 
masyarakat. Konsep Islam dalam pengelolaan kekayaan milik umum adalah 
apabila masyarakat dapat secara bersama-sama memanfaatkannya tanpa 
membutuhkan eksploitasi oleh negara, seperti padang gembalaan yang mereka 
bersama-sama dapat mengembalakan gembalaan mereka di sana maka 
diserahkan pada mereka untuk dimanfaatkan secara bersama. Sementara bagi 
SDA yang memerlukan dana besar dan keahlian khusus dalam mengeksplorasi 
dan mengeksploitasi SDA tersebut maka diserahkan pengelolaannya kepada 
negara bukan untuk dikuasai dan dimiliki tetapi untuk pengelolaan yang 
hasilnya akan didistribusikan kepada masyarakat. 
B. Implikasi 
1. Kajian kebijakan privatisasi SDA dalam perspektif Islam ini dapat dijadikan 
bahan pertimbangan pemerintah untuk melahirkan sebuah kebijakan regulasi 
yang tidak bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh al-syari’ (Allah 
swt.). 
2. Kajian ini secara ilmiyah akan menunjukkan perbedaan yang signifikan antara 
pemikiran ekonomi yang dibangun oleh sistem kapiltisme-neoliberalisme 
dengan sistem ekonomi Islam. 
3. Kajian ini akan memberikan gambaran utuh tentang bagaimana sistem ekonomi 
Islam dalam memandang kepemilikan SDA, bagaimana konsep pengelolaan 




4. Kajian ini akan memberikan batasan yang jelas terhadap BUMN mana yang 
boleh diprivatisasi oleh negara dan mana yang tidak boleh diprivatisasi. 
5. Berdasarkan kajian ini maka masyarakat akan sadar tentang dampak yang 
terjadi akibat dari penyerahan SDA kepada swasta (privatisasi), baik dampak itu 
secara langsung akan dirasakan di dunia maupun sanksi dosa atas pelanggaran 
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